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ABSTRAK

Nama - Yizreel A. Alexander Sianipar

Program Studi : llmu Hukum

Judul : “Analisis Praktik Monopoli dan Diskriminasi Paddasus
Penjualan Jasa Asuransi Kecelakaan Penumpang Fkeri d
Terminal Feri Kota Batam (Studi Putusan KPPPU No.
32/KPPU-L/2009)”

Skripsi ini membahas tentang adanya dugaan praktikopoli dan diskriminasi
yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasmgugian jasa asuransi
kecelakaan penumpang feri di terminal feri Kota aBatsehingga dianggap
menciptakanbarriers to entry bagi perusahaan asuransi kecelakaan lain untuk
masuk ke dalam pasar penjualan jasa asuransi kaeeldersebut. Penelitian ini
difokuskan dengan melakukan analisis yuridis teapagutusan KPPU No.
32/KPPU-L/2009, dengan melakukan penjabaran tephadssur-unsur dalam
Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undang-undang N@hbif 1999. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atemgetode analisis data
deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menekan bahwa KPPU tidak
konsisten dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasalan Pasal 19 huruf d
Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khusunya berkaitargan masalah definisi

dari pasar bersangkutan.

Kata kunci:

Praktik monopoli, Diskriminasi pelaku usaha, Aswidtecelakaan Batam
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ABSTRACT

Name - Yizreel A. Alexander Sianipar

Study Program : Law

Title : “Analysis of Monopoly and Discrimination Practiége The
Case of Ferry Passengers Accident Insurance Sedalas in
Batam Ferry Terminal (Study of KPPPU’ Decision No.
32/KPPU-L/2009)”

This thesis discuss about the conjecture of moryoaotl discrimination practice
in which has conducted by businessmen in the chselling accident insurance
services to passengers in Batam ferry terminaker. dlis activity has considered
create barriers to entry for other accident insceacompanies to enter the market
of accident insurance services sale. The reseaslidtcused on juridical analysis
upon the KPPU’ decision No 32/KPPU-L/2009 by elatiog and identifying
elements of article 17 and 19 letter d under the N 5 in 1999. This research
uses normative juridical approach with descriptimethods of qualitative data
analysis. Result shows that KPPU is not consistergroving the elements of
article 17 and 19 letter d Law No 5 in 1999, esplciin relation to relevant

market issue.

Keywords:

Monopoly practice, Discrimination business, Bataotilent Insurance
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu ndgameembang yang mengalami
kemajuan ekonomi yang pesat. Kemajuan tersebuklaidalitempuh dengan cara
yang mudah, krisis ekonomi berkepanjangan yangihiableh Indonesia telah
menunjukan bahwa salah satu faktor penyebab rapuperekonomian Indonesia
adalah tidak dikenalnya kebijakan persaingempetition policy yang sejalan
dengan prinsip persaingan usaha yang sehgahkan, persaingan sendiri
dianggap sebagai sesuatu yang secara kultural segdan dengan budaya
Indonesig®. Namun, pada hakikatnya persaingan akan menghadisejahteraan
umum dan efisiensi dengan alokasi sumber daya gatighal secara ekonomi.
Dalam mekanisme persaingan, proses produksi akiaom#linasikan dengan
upaya inovasi dengan tujuan untuk mendapatkan kaganh yang lebih besar dan
efisien. Lebih dari itu persaingan adalah suatis@soyang menguntungkan, oleh
sebab proses tersebut akan membantu mendapatlgahitesaan masyarakat dan
memberikan kesempatan kepada konsumen secaradualivintuk menentukan
pilihan mereka dalam upaya mendapatkan barangagalang mereka inginkan.

Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai kesegdn secara
maksimal® Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkasimak apabila
barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahh masyarakat secara
keseluruhan (yang diukur dengan kamauan individukumembayar barang dan
jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Menurut P@tatamarrasjid Ais, konsep

efisiensi dalam ilmu ekonomi itu berkaitan dengast and benefitlari suatu

! Ningrum Natasya Sirait, “Asosiasi Pelaku Usaha Aaalisis Perilakunya Berdasarkan
Prinsip-Prinsip  Hukum  Persaingan, http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/
7373/1/D0300611.pdfdiunduh 18 Januari 2011.

? Ibid.

® HermansyahPokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indoneglakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2008), hal. 8.

Universitas Indonesia
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kegiatan, aturan, lembaga, atau masyarakat seeselukuhan bukan terhadap
individu yang spesifik. Konsep efisiensi ini mena&sn analisisnya pada
masyarakat sebagai penjumlahan dari individu yangnymsun masyarakat
tersebuf.

Perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku aigamg rasional adalah
untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal muaigki menjadi yang
terbaik di bidang usahanya sehingga dapat menguas#u pasar tertentu.
Idealnya tujuan ini akan mendorong setiap pelalkahaserupaya meningkatkan
kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan&fisi sehingga lebih unggul dari
pesaingnya.Apabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnydaadeelaku usaha
tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat aisisi glominan, dan atau
memiliki kekuatan pasar market power yang signifikan di pasar yang
bersangkutafi.

Dari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan pasgan pasar yang
diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi atamemberikan efek yang
positif bagi konsumeh. Dengan penguasaan pasar, pelaku usaha dapat
mewujudkan efisiensi biayac@st saviny atau menjamin pasokan bahan baku
atau produk untuk mencapai skala ekonoeiofomy of sca)é Penguasaan
pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usah& dapat menekan biaya
rata-rata produksi melalui cakupan produksi yanaslgconomy of scopé
Namun di sisi lain, kemampuan untuk menguasai at@mpertahankan posisi di
pasar bersangkutan dapat pula dilakukan melaluatag persaingan usaha yang
tidak sehat. Penguasaan pasar dengan perlakuamimiliglsi dapat akan

4 bid.

® Johnny IbrahimHukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, ImplikaBenerapannya di
Indonesia)Cet. 2, (Malang:Bayu Media Publishing, 2007), Ral.

® Suyud MargonoHukum Anti Monopoli(Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2009), hal. 22.
" Ibrahim,Hukum Persaingan Usaha.hal. 3.

® Ibid.

® Ibid.

Universitas Indonesia
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menciptakan halangambdrrier to entry bagi pelaku usaha untuk bersaing secara
sehat dalam suatu kompetisi bisnis.

Memasuki era 1990-an Indonesia harus menghadapit&smperdagangan
bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalamgoékonomi, salah satunya
adalah tuntutan akan hadirnya undang-undang yamgame tentang persaingan
usaha di Indonesia, yang diharapkan dapat menurgangbangunan ekonomi
nasional dan turut berperan serta dalam perdagagigénal. Indonesia sendiri
tergolong terlambat dalam menyikapi tuntutan aka&ansgingan usaha karena
sebelumnya di beberapa negara sudah mengatur namiu persaingan usaha
yang sehat dalam hukum nasional masing-masing. iken8erikat untuk pertama
kali pada tahun 1890 telah mengatur persainganaugahg sehat dalamct to
Protect Trade andCommerce Against Unlawful Restraints and Monopolies
(Sherman Act), yang beberapa kali telah disempamakerakhir dengan
Robinson Patman Act tahun 1936. Demikian pula gadg, untuk pertama kali
pengaturan persaingan usaha dituangkan d&hiteki dokusen no kinshi oyobi
kosei torihiki ni kansuru horitsLaw concerning the prohibilition ofprivate
monopoly andpreservation ofair trade), yang beberapa kali mengalami
perubahan. Bagi negara Jerman, pengaturan persausgha dapat dijumpai
dalamActto Unfair Competition 1908

Barulah kemudian peraturan di bidang persaingahau&hir di Indonesia
pada tanggal 5 Maret 1999, saat disahkannya Undadgng No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersaingaahbisTidak Sehat, yang
diharapkan mampu memberikan pengaruh pada perekanolmdonesia baik
domestik maupun internasiorfal.Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha KTi@ahat merupakan
instrumen penting dalam rangka menjaga kepentingaom dan mendorong
terciptanya efisiensi ekonomi nasional sebagai hsatatu upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptadéan kesempatan berusaha

1% Rachmadi UsmarHukum Persaingan Usaha di Indonesfdakarta: Penerbit Gramedia
Pustaka Utama, 2004), hal. 5-6.

* Cenuk Sayekti, “Hukum Persaingan Usaha dan PeminangEkonomi di Indonesia,”
http://cenuksayekti.wordpress.com//2009/11/21/hukensaingan-usaha-dan-pembangunan-
ekonomi-di-indonesijadiunduh 18 januari 2011.
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yang sama bagi pelaku usaha, dengan demikian eksistndang-undang tersebut
perlu didorong agar mampu merealisasikan korisep as a Tool to Encourage
Economic Efficiency?

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan utamakuntencegah
adanya praktik monopoli dan persaingan usaha sdalat yang ditimbulkan oleh
pelaku usaha, serta menciptakan efektifitas dalagiakan usah& Oleh karena
itulah penting untuk melandasi setiap kegiatan kpelasaha dengan suatu
ketentuan hukum yang menstimulasi bekerjanya mekamipasar yang seffat
seiring dengan kebijaksanaan pemerintah dalam neuméaju perekonomian
melalui mekanisme pasar dan kegiatan usaha pada &gtisan masyarakat yang
dilakukan oleh para pelaksana kegiatan ekonomih @krena itu, ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 rapkan mampu
mengantisipasi beberapa perilaku pelaku usaha gdak sehat yang dilakukan
oleh para pelaku usaha dalam menciptakan kekuatsar yang cenderung anti
persaingart” Dengan demikian pelaksanaan yang efektif dari mgdmdang ini
diharapkan akan mampu menciptakan persaingan ysattasehat dalam setiap
sektor pasar atau industri, dan terus mendorong gdayg diantara pelaku usaha,
termasuk dalam sektor transportasi.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan aegang memiliki
beribu-ribu pulau dengan area teritorial laut samgms. Daratan Indonesia seluas
1.904.569 krh dan lautannya mencapai luas 3.288.683 kang membentang
sepanjang khatulistiva dan terletak diantara BeAsa dan Australia serta
diantara Samudera Pasifik dan Samudera Inddfiesignyebabkan keberadaan

sarana transportasi di Indonesia menjadi hal yamga penting. Hal ini juga

2 HermansyahPokok-Pokok Hukum Persaingan Usahaal, 9

3 Benny Pasaribu, “Kata Pengantar Pada Laporan Bahu¢PPU Tahun 2008
http://www.kppu.go.id/docs/laporan_tahunan/lapotahunan_2008.pdf diunduh pada 18
Januari 2011.

4 Margono,Hukum Anti Monopolihal. 19-20.
Ibid., hal 20.

8 H.M. lwan Gayoged. Buku Pintar (seri Seniomet. 28, (Jakarta: Upaya Warga Negara,
2000), hal. 7.
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didukung karena keberadaan transportasi sebagdi satu mata rantai jaringan
distribusi barang dan mobilitas penumpang yang dreldang sangat dinamis,
serta berperan dalam mendukung, mendorong dan nfamguibanyak aspek
kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekon@wmsjal budaya, dan bahkan
pertahanan keamanan. Disamping itu sektor traresgojiga merupakan salah
satu sektor penunjang kebutuhan yang sangat pemarg strategis dalam
pengembangan wilayah yang berfungsi sebagamoting sectordan servicing
sectordimana transportasi mempunyai peran yang sangdtsabagai urat nadi
perekonomian dan sebagai penggerak potensi-potieesal’.’ Hal inilah yang
banyak dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Indonesiah satunya adalah
Batam.

Kota Batam memiliki potensi maupun kemampuan aktudblk memberi
kontribusi terhadap kemajuan ekonomi daerahnyaratlasekitarnya, maupun
nasional. Posisinya yang sangat dekat dengan negdwatri baru Singapura,
membuat kawasan ini sangat berpotensi untuk menagnipuapan ekonomi dari
negara pulau yang sudah tergolong maju tersebbkabapertumbuhan ekonomi
Batam sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan Igertumbuhan ekonomi
nasional® Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakani nad
perekonomian Kota Batam meliputi sektor komunikasktor listrik, air dan gas,
sektor pariwisata, sektor industri dan alih kagaktor perdagangan dan jasa,
termasuk jasa transportasi angkutan penyeberaegan f

Berdasarkan hal tersebut, maka wilayah Batam mdijadikan sebagai
pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional mawgmirPbovinsi Kepulauan
Riau. Pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Pmeslde 41 tahun 1973,
pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga ipeaheyang bernama

Badan Pengusahaan (BP) Bataifyang dahulu bernama Otorita Pengembangan

7 “Laporan Akhir Penyusunan Standar Kompetensi AWagal Sungai dan Danau 2009,”
hubdat.web.id/...2009/...penyusunan-standar-kompetevak-kapal-sungai-dan-
danau/download.pdfliunduh 18 Januari 2011.

18 “banduan BATAM: Ekonomi, http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/economy.jsp
diunduh 18 Januari 2011

19 “Sejarah BP BATAM,” http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_histgsp,
diunduh 9 April 2011.
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Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan i@t&atam). Dengan demikian
BP Batam memiliki kewenangan yang sangat luas umeRkgelola Pulau Batam,
terutama dalam rangka menarik investor dalam menkaa modalnya di Pulau
Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggadaanh function yaitu (a)
sebagian fungsi pemerintahan, berupa pemberian pBrayanan masyarakat,
pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendeledasibagai kewenangan
Pemerintah Pusat cq. Departemen teknis terkaifu(imsi pembangunan, dimana
BP Batam mengelola sarana dan prasarana sepedatdaarpelabuhan laut dan
pelabuhan feri, listrik, air minum, rumah sakit dé&mn-lain dalam rangka
mempertahankan daya saing sebagai kawasan indksgiatan alih kapal,
perdagangan dan pariwisata.

Mengingat bahwa wilayah Batam dan sekitarnya teddiri banyak pulau,
maka sangat penting keberadaan sarana angkutaelygeaggan antar pulau, atau
yang lebih dikenal dengan angkutan penyeberangan Feri tersebut dapat
digunakan untuk menghubungkan berbagai macam plodakiyang masih dalam
satu kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesiaupuma untuk
menghubungkan antara Pulau Batam dengan negaralaiangeperti Singapura
atau Malaysia. Sehingga jasa penyeberangan feriPulau Batam telah
berkembang menjadi alternatif sarana transportagi masyarakat yang akan
berpergian dengan tujuan ke Singapura atau Malayaéikan secara tidak
langsung, penyeberangan feri telah menjadi pengnjsekaligus instrumen
pengembangan pariwisata di Kota Batam.

Jasa angkutan penyeberangan feri sendiri termaalakndkategori industri
Pengangkutan dan Komunikasi, dan telah memberikantrikusi terhadap
perekonomian masyarakat daerah sekitar meskipuamdplesentase yang tidak
terlalu besar. Seperti halnya tipikal daerah-daéash) proporsi Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh sekfoertanian dengan

presentase sebesar 32,47%, jika dibandingkan ddndastri Pengangkutan dan

20 “TANTANGAN BATAM PADA ERA OTONOMI DAERAH (Upaya masinergikan
Peranan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota}g://www.pu.go .id/punetnew2010/indexa.
asp?site_id=0202&noid=7diunduh pada 9 April 2011.
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Komunikasi yang didalamnya termasuk Angkutan SungBanau, dan
Penyeberangan yang hanya memberikan kontribugasékil 196

Namun demikian meskipun secara presentase IndRstrgangkutan dan
Komunikasi ini hanya memberikan kontribusi sebe®at1%, tetapi yang
terpenting bahwa industri ini dapat memberikan efalltiplier (multiplier
effec).?? Angkutan penyeberangan yang dikembangkan untulntujvisata dapat
turut memberikan dukungan kepada industri-indutim terutama industri-
industri yang masih terkait dengan industri paratas misalnya industri
perdagangan, hotel dan restoran, yang hingga saahemberikan kontribusi
sekitar 17,63%° Dengan demikian, secara tidak langsung perkemipanga
angkutan penyeberangan feri untuk tujuan wisat@htehemberikan kontribusi
yang cukup besar di bidang perekonomian daeraklahlnfang menyebabkan
mengapa industri penyeberangan feri di Batam memadup berkembang,
karena secara tidak langsung turut mengembangkgiat&e pariwisata di Kota
Batam. Oleh karena itu, beberapa kebijakan tedexigan penyeberangan feri di
terminal Kota Batam terus diatur demi mengoptimalkendapatan daerah Kota
Batam?*

Seiring dengan semakin meningkatnya angka kecelakaasportasi laut di
Indonesia, maka diaturlah kebijakan untuk pembejeésa asuransi kecelakaan
bagi setiap penumpang kapal feri dengan tujuannBa&angapura atau Malaysia.
Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuknmgkatkan keamanan serta

kenyamanan bagi wisatawan yang akan berpergianadenmgnggunakan kapal

21

“Laporan Akhir Penyusunan Standar Kompetensi..hubdat.web.id/...2009/...
penyusunan-standar-kompetensi-awak-kapal-sungaiedarau/download.pdfliunduh 18 Januari
2011.

2 |bid. Lihat juga Heather Bateman dan Katy McAdaed,, Dictionary of Economics
(London; A & C Black Publishers Ltd., 2003), haB3LMultiplier is 1) a number which multiplies
another, 2) a factor which tends to multiply sonrahas when the effect of new inputs such as
investment is to produce a proportionately highwrease in national income.

2« aporan Akhir Penyusunan Standar Kompetensi..hubdat.web.id/...2009/...
penyusunan-standar-kompetensi-awak-kapal-sungaidtarau/download.pdfliunduh 18 Januari
2011.

24 “Batam kenakan pungutan penumpang di bandara @itet feri,” http://www.bisnis.
com/infrastruktur/transportasi/12895-batam-kenakamgutan-penumpang-di-bandara-a-
terminal-feri diunduh 9 April 2011.
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feri dari Batam ke Singapura atau Malaysia, daralgaiya. Selain itu, dalam
Undang-undang No. 3 Tahun 1964 tentang Dana Peuagan Wajib
Kecelakaan Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah Nd.athun 1965 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana PertangguMjajib Kecelakaan
Penumpang disebutkan bahwa tiap penumpang yandgsikendaraan bermotor
umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaanhasgan nasional dan kapal
perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib bangem iuran melalui
pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutlgbata keuangan
disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjafanBeraturan ini semakin
memperkuat arah kebijakan BP Batam, melalui 3 Xtig@rusahaan pengelola
pelabuhan di Pulau Batam, antara lain PT Indodha@ugpora, PT Synergy
Tharada, dan PT Senimba Bay, untuk membuat peajadgngan tiga perusahaan
asuransi, yaitu PT Jasa Raharja Batam, PT Asutassiraharja Putera Batam,
dan PT Jasa Asuransi Indonesia Batam, dalam ramgka@covekerugian akibat
kecelakaan dan melaksanakan aturan wajib asuragsi genumpang feri ini.
Sehingga akhirnya para penumpang feri dengan tugstam-Singapura atau
Malaysia dibebani secara wajib untuk membayar presuransi kecelakaan
penumpang bersamaan dengan pembelian tiket peayejaer feri tersebut.
Namun sayangnya, KPPU menilai telah terjadi duga@ktek monopoli
yang dilakukan dengan cara penerapan praktek dislasi terhadap pelaku
usaha asuransi lain diluar ketiga perusahaan asudiatas, yang akhirnya
dianggap menciptakamarrier to entrybagi perusahaan asuransi lain untuk masuk
ke pasar penjualan jasa asuransi kecelakaan pengmpesebut. Dalam
penelitian ini akan dibahas mengenai kegiatan iliskasi seperti apakah yang
dilarang dalam hukum persaingan usaha, ruang Imgkarta batasannya,
mengingat bahwa diskriminasi ini dapat saja diartilsangat luas. Sebagaimana
diketahui, bahwa adalah hak bagi setiap pelaku ausattuk mengadakan
hubungan bisnis dengan pelaku usaha lain sepamy@rgberikan keuntungan

bagi pelaku usaha tersebut. Lalu apakah hak pelasaha tersebut dapat

% Indonesia (a),Undang-Undang Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kéean
PenumpangNo. 33 Tahun 1964, LN No. 137 Tahun 1964, TLN R@2Q Pasal 3 ayat (1) huruf
a.
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dikategorikan sebagai sebuah kegiatan diskriminBatfaimana hingga akhirnya
kegiatan diskriminasi ini menciptakan suatu kondisinopoli dalam suatu pasar?
Beranjak dari permasalahan-permasalahan terselakia meneliti tertarik untuk
mengkaji lebih dalam dengan melakukan analisa hutarhmdap Putusan KPPU
No. 32/KPPU-L/2009 tentang kasus penjualan jasaraasu kecelakaan
penumpang feri Batam-Singapura atau Malaysia dniteal feri Kota Batam,
dimana KPPU memutus bahwa semua pelaku usaha &akums ini terbukti telah

melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undangagrida. 5 Tahun 1999.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akbahds adalah
mengenai hal-hal berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan tentang praktik monopati digkriminasi
pelaku usaha menurut hukum persaingan usaha?
2. Bagaimanakah penegakan Pasal 17 dan Pasal 19 Unddagg Nomor
5 Tahun 1999 dilakukan oleh KPPU dalam Putusan KPR
31/KPPU-L/2009 tentang penjualan jasa asuransil&e@zan penumpang

feri Batam-Singapura atau Malaysia di terminal Festa Batam?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalalukumiengetahui lebih
mendalam praktik persaingan usaha tidak sehat t@jagli pada kasus penjualan
jasa asuransi kecelakaan penumpang feri Batam4{3ingaatau Malaysia di
terminal feri Kota Batam.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan tentang praktik monopoli dakriminasi pelaku
usaha menurut hukum persaingan usaha.

2. Mengetahui penegakan Pasal 17 dan Pasal 19 Undelagig Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU dalam PutusaRWKNo. 32/KPPU-
L/2009 tentang penjualan jasa asuransi kecelakaannppang feri Batam-
Singapura atau Malaysia di terminal feri Kota Batam
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1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan susumber yang menjadi

bahan penelitian, dibutuhkan suatu batasan yaras jelengenai istilah-istilah

dalam penelitian. Definisi operasional akan mengapgan beberapa pembatasan

yang akan berfungsi sebagai pengarah didalam pianetian sekaligus sebagai

pegangan bagi penelffi.

Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengesidah-istilah yang

digunakan dalam penelitian, maka perlu definisirap@nal mengenai istilah-

istilah berikut:

1.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan @@masaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu petaka atau satu kelompok
pelaku usah&’

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan @komleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya prodaksatau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga melkembpersaingan usaha
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan uffum.

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasagmyata atas suatu pasar
bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usahaggshidapat menentukan
harga barang dan atau j&Sa.

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelakhausdak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalasnkdengan pangsa pasar
yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posersinggi di antara

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dergamampuan

% Sperjono Soekant®engantar Penelitian Hukundgkarta: Ul Press, 2005), hal. 137

" Indonesia (b)Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dRersaingan

Usaha Tidak SehalNo. 5 Tahun 1999, LN No. 33Tahun 1999, TLN Nol38asal 1 angka 1.

% |bid., Pasal 1 angka 2.
#bid., Pasal 1 angka 3.
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10.

11

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau pangeita kemampuan
untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan batangesa tertenttf
Pelaku usaha adalah setiap orang peroranganbatian usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum vyadigkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilaggkum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasamalalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgbé@nomf*
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingampelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasarandpdan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hulatau menghambat
persaingan usatia.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu ataln Ilpklaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelalkdhadain dengan nama apa
pun, baik tertulis maupun tidak tertuffs.

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para fieshabepenjual baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat melakukarsdkasn perdagangan
barang dan atau jasa.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkdéagan jangkauan atau
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atsgbdan atau jasa yang
sama atau sejenis atau substitusi dari barangtearjasa tersebdf.

Pangsa pasar adalah persentase nilai jualbatabarang atau jasa tertentu
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bergangldalam tahun

kalender tertenté?

% bid., Pasal 1 angka 4.
% bid., Pasal 1 angka 5.
%2bid., Pasal 1 angka 6.
#bid., Pasal 1 angka 7.
*bid., Pasal 1 angka 9.
% bid., Pasal 1 angka 10.

% bid., Pasal 1 angka 13.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

12

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalamatkai barang dan atau jasa
sesuai kesepakatan antara para pihak di pasangkrgan®’

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau peadgarang dan atau jasa
baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untupéswingan pihak lair¥
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk jpakeatau prestasi yang
diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatke&mn konsumen atau
pelaku usah&’

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah koraigy dibentuk untuk
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiasanaoya agar tidak
melakukan monopoli dan atau persaingan usaha sielad’

Tender adalah tawaran mengajukan harga untakom®ng suatu pekerjaan,
untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyedjaga’

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak kgflih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggunggatemenerima premi
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada nggtmg karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan ydihgrapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muangkan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwva y#idgk pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atasnggel atau
hidupnya seseorang yang dipertanggund&an.

Feri adalah tempat mengangkut penumpang damdpamtuk menyeberangi
selat, sungai, atau terusan; kapal penyeberangugh(di selat, sungai,
terusan) yg bagian buritan dan lambungnya dapatkdiluntuk menaikkan

(menurunkan) penumpang, barang, serta kend&faan.

%7 bid., Pasal 1 angka 14.
% bid., Pasal 1 angka 15.
% |bid., Pasal 1 angka 17.
“%Ibid., Pasal 1 angka 18.
“! Ibid., penjelasan Pasal 22.

2 Indonesia (c)Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransibio. 2 Tahun 1992, LN

No. 13Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 angka 1.
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1.5 METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, posisi metodologi sdafapenting sebagai
suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelasi@ngenai apa yang
seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukaamdgbenelitian. Agar
penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menyedan menjawab pokok
permasalahan dalam penelitian ini. Adapun fungsi iietodologi dalam suatu
penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah adalatulumemberikan pedoman
bagi ilmuwan tentang cara-cara mempelajari, merdganadan memahami
lingkungan yang dihadapinya.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakantode yuridis
normatif. Metode penelitian yuridis normatif merigpa penelitian yang khusus
meneliti hukum sebagai norma positif di dalam smstperundang-undangan.
Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitiatkkaam mengacu pada Undang-
undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pegsai Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpuitata, yang diperlukan
pada penelitian ini adalah data sekunder yang dikiikan melalui studi
kepustakaan. Namun demikian, jika dianggap perlkammtuk melengkapi serta
mendukung data sekunder akan dipergunakan wawadeagan sumber-sumber
yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikarkait data sekunder.

Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalamliian adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-ujaanputusan-putusan
pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang raskgn bahan hukum
primer, seperti buku, makalah, artikel, koran daemet.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menksterangan bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensidiag®

B «fari”, http://kamusbahasaindonesia.org/fetdiunduh 18 Januari 2011.
4 SoekantoPengantar Penelitian Hukurrhal 6.

% M. Syamsudin,Operasional Penelitian Hukun(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
2007), hal 25.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



14

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah ggemakan studi
dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelus@pustikaan digunakan
untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukuta pendapat para abhli
mengenai hukum persaingan usaha dan kaitannya mle@gas penjualan jasa
asuransi kecelakaan kepada penumpang feri Batagay3ina atau Malaysia di
terminal feri Kota Batam. Selain itu, apabila dadairang memadai maka akan
ditambah dengan wawancara tehadap narasumbemné&iaunan.

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akannakgm dalam
penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalmetode kualitatif.
Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsipsgriumum yang mendasatri
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalandlggdm manusia, atau pola-
pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budayagde menggunakan kaidah-
kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk meolpbrgambaran mengenai
pola-pola yang berlakif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian keyastn dengan tipologi
penelitian menurut sifatnya adalah penelitian dpskr(dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin demi mempegehipotesa), menurut
bentuknya adalah penelitian evaluatif (bertujuatukimmenilai keadaan sekitar
yang terkait permasalahan), menurut tujuannya igdehelitian fact finding
menurut sudut penerapannya ialah penelitian besfokasalahproblem focused

research), dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah péaalmonodisipliner.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penelitian serta pemahaman pembaaka peneliti
membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang rieddiri beberapa sub bab

dengan sistem sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai halyehg melatar

belakangi pengambilan judul yang akan peneliti baHaatar belakang didasarkan

“6 Burhan Ashshofayletode Penelitian HukunfJakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 20.
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pada pengetahuan peneliti akan masalah yang térdagalam judul penelitian.
Latar belakang tersebut yang menjadi dasar-dagampdaelitian. Hal-hal yang
pokok akan dikemukakan melalui perumusan masaklhirSitu, di dalam bab ini
juga dibahas mengenai manfaat dan tujuan peneliiziu bab ini juga
menjabarkan definisi operasional. Definisi opemaaloini berfungsi untuk
menyamakan persepsi yang sering muncul didalamipanelLalu dibagian akhir
terdapat pula sistematika penelitian yang menjabadaris besar dari bab-bab

yang ada di dalam penelitian.

BAB 2 PRAKTIK MONOPOLI DAN DISKRIMINASI DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Dalam bab ini peneliti menjabarkan teori-teori tmk persaingan usaha
dan kaitannya dengan Undang-undang No. 5 Tahun I®9f8ang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sebda $erbagai doktrin dan
yurisprudensi yang berkembang. Pada bab ini dibaleagyenai manfaat, asas dan
tujuan dilahirkannya Undang-undang No. 5 Tahun 19%htang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Selkamudian akan dibahas
mengenai pengertian monopoli, pengertian dan pamgattentang praktik
monopoli, pasar bersangkutan, serta diskriminakikpeusaha. Selain itu pada
bab ini juga akan dibahas mengenai penerapan paiashgier se illegaldanrule

of reasondalam hukum persaingan usaha, serta sejarah sitegkang BP Batam.

BAB 3 ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 32/K PPU-
L/2009 TENTANG PENJUALAN JASA ASURANSI KECELAKAAN
PENUMPANG FERI BATAM — SINGAPURA ATAU MALAYSIA DI
TERMINAL FERI KOTA BATAM

Pada bab ini, pertama-tama peneliti akan membaleagenai kedudukan
penyelenggaraan Otorita Batam pada terminal kapal di Kota Batam.
Selanjutnya peneliti akan melakukan analisa hukenmadap dugaan pelanggaran
ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun I88fang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususi®yam hal praktik
monopoli dan diskriminasi pelaku usaha sebagaimaeajadi dugaan KPPU

terhadap kasus penjualan jasa asuransi kecelakeanmpang feri Batam-
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Singapura atau Malaysia di terminal feri Kota Batpada Putusan KPPU No.
32/KPPU-L/20089.

BAB 4 PENUTUP

Merupakan bab terakhir, terdiri dari simpulan daaras. Bab ini
merupakan uraian akhir yang ditarik peneliti dadsih pembahasan secara
menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan pad@an jawaban dari
pokok permasalahan yang ada pada bab pendahulekin 8u, peneliti juga
memberikan saran dan solusi terkait pada penetgiaebut.
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BAB 2

PRAKTIK MONOPOLI DAN DISKRIMINASI DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

2.1  MANFAAT, ASAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA

2.1.1 MANFAAT PERSAINGAN

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadispa@rgan ¢ompetition
diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusai@ptakan, mengemas, serta
memasarkan produk yang dimiliki baik barang atesajaebaik mungkin agar
diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalesaha dapat berimplikasi
positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jikaatinkan dengan perilaku negatif
dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak komp#&titi

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usahkfadara yang efektif
untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secdmabpbDengan adanya
rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos ugsbdsehingga harga
menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin ngiait. Bahkan lebih dari itu
persaingan dapat menjadi landasan fundamentakbeggia diatas rata-rata untuk
jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bergaing lestari fustainable
competitive advantage/ang dapat diperoleh melalui tiga strategi géqerakni
keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus bidya.

Dalam perspektif non-ekonomi bahwa persaingan megsuaspek
positif. Ada tiga argumen yang mendukung dalam rmdasahd® Pertama

4" Mustafa Kemal RokarHukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya diomesia),
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 1

“8 |brahim,Hukum Persaingan Usaha.hal. 102-103.

9 Handler Milton, et.alTrade Regulation, Cases and Materf@estbury, New York: The
Foundation Press, 1997), hal. 3. Lebih lanjut Handiengatakargrogress-growth of total output
per head and develompment of the cheaper produgtiathods and new improved product;

Stability in output and employment-growth at relaty stable rate, rather than with large
fluctuation and an equitable distribution in com.
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dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktwase teoritis (masing-masing
berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan ipdaden) yang ada dalam
persaingan, kekuatan ekonomi atau yang didukuny falltor ekonomi menjadi

tersebar dan terdesentralisasi. Dengan demikiampagian sumber daya alam
(SDA) dan pemerataan pendapatan akan terjadi secekanik, terlepas dari

campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihaktsswang memegang
kekuasaan. Gagasan melepaskan aktivitas sipil dgrknaktivitas ekonomi) dari

campur tangan penguasa (khususnya pemerintah)ejaias dengan ideologi

liberal yang mewarnai sistem pemerintahan negagaraebarat.

Kedug berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekormasar yang
kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-p&so ekonomi secara
impersonal, bukan melalui personal pengusaha atakrat. Dalam keadaan
seperti ini, kekecewaan politis masyarakat yandhaisga terganjal keputusan
pengusaha maupun penguasa tidak akan terjadi. Béwda lain, dalam kondisi
persaingan jika seorang warga masyarakat terpualdkndbidang usahanya, ia
tidak akan selalu merasa sakit karena jatuh bukekudsaan pihak tertentu,
melainkan karena sesuatu proses yang mekanisirim(rpxaan-penawaraﬁﬁ?.HaI
seperti itu bisa dipastikan tidak akan terjadi delhal seseorang jatuh akibat
keputusan penguasa dan pengusaha yang memegangagioekonomi. Dalam
ruang lingkup yang lebih luas, proses impersonal dakanistik dari persaingan
ini bisa saja menentukan stabilitas politik suaimknitas>*

Ketiga, kondisi persaingan juga berkaitan erat dengaeli@tan manusia
untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bardxada dasarnya setiap
orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuisaber sehingga hak
setiap manusia untuk mengembangkan the fight to self-developmgnnenjadi
terjamin. Persaingan bertujuan untuk efisiensi Mataenggunakan sumber daya,
memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber glagg tersedid’

*® Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 2.
*1 |bid., hal. 3.

52 | pid.
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2.1.2 ASAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA

Guna memahami makna suatu peraturan perundanggerdamnmaka
terlebih dahulu harus dipahami apa asas dan tujilaumatnya suatu peraturan
tersebut. Asas dan tujuan akan memberikan reflekgi bentuk pengaturan dan
norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebamaRaman terhadap
norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi aaraplang dapat
mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakam lyang dilakukan®

Asas dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentamgnigan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undadgng No. 5 Tahun 1999)
sebagaimana diatur pada Pasal 2 menyatakan:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kagiaisahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikaeinkbangan

antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingamtiftu

Asas demokrasi ekonomi sebagaimana termuat dalasal Ratersebut
merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dagabhk Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) dan ruang lingkup pengertian demskrekonomi yang
dimaksud tersebut dapat ditemukan dalam penjelaaal 33 UUD 194% Pasal
33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Ekonomiutdiatleh kerja sama
berdasarkan prinsip gotong royong”. Dalam penjelasasebut termuat pikiran
demokrasi ekonomi, yang kemudian dimasukan ke d&asal 2 Undang-undang
No. 5 Tahun 1999Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggot
masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakatldans mengabdi kepada
kesejahteraan seluruh rakyatHal ini senada dengan bagian pembukaan
(konsideran) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 hurdéra huruf b, yang pada

pokoknya berbicara tentang pembangunan ekonomi jonésegejahteraan rakyat

3 Andi Fahmi Lubiset al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontglakarta:
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammend®eiZ) GmbH, 2009), hal. 14.

** Indonesia (b), Pasal 2.

%5 |brahim,Hukum Persaingan Usaha.hal. 191.
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sesuai dengan UUD 1945 dan demokrasi ekoridalam pembukaan tersebut
disetujui secara umum bahwa negara harus menciptpkeaturan persaingan
usaha untuk dapat mencapai tujuan demorasi ekordamun terkait dengan hal
tersebut, terdapat tiga hal yang bertentangan aetogizan tersebut yaitu:

1. Liberalisme perjuangan bebas, yang pada masadkh tmelemahkan
kedudukan Indonesia dalam ekonomi internasional.

2. Sistem penganggaran belanja yang menghambat kemaglzen
perkembangan ekonomi.

3. Sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi, olelenkarsegala
monopoli akan merugikan rakyat.

Untuk itulah peraturan perundang-undangan di bidgrgrsaingan
diperlukan untuk dapat mencegah timbulnya ketigéesi tersebut, yang mampu
melindungi proses persaingan usaha dan mencegadinga dominasi pasar.

Adapun tujuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1@®&gaimana diatur
dalam Pasal 3 adalah untuk:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisektgiomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningk&#sejahteraan
rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengat persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepkssampatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pslaka menengah,
dan pelaku usaha kecil;

c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan us#dasehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiataaha>®

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentugnjdkan policy
objective$ yang ideal dalam pengaturan persaingan di negsgara yang

% Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha,.hal. 16.

" Knud Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Pergain Usaha
Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition of Monoptiti Practices and Unfair Business
Competition(Jakarta: GTZ dan Katalis Publishing Media Servi@892), hal 119.

%8 Indonesia (b), Pasal 3.
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memiliki undang-undang persaingan adalah kepemntingaum public interest
dan efisiensi ekonomietonomic efficiendy® Baik public interest maupun
economic efficiencyadalah merupakan tujuan ekonorecgnomic objectiye®
Namun ternyata ada beberapa pandangan yang maayata&hwa tujuan
ekonomi tersebut bukanlah satu-satunya tujuan liakum persaingan, seperti
tujuan politik dan socialpplitical and social objectiyeyang bahkan telah mucul
lebih dahulu dibandingkan dengan tujuan ekononsetaut. Dimana tujuan politik
dan sosial ini mengutamakan pada nilai keadilamguataan kekuatan ekonomi,
dan memaksimalkan kesempatan indiviluiNamun ternyata dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1999, tujuan ekonomi menjadiugang penting sekaligus
merupakan bagian dari tujuan diundangkannya Undadgng No. 5 Tahun
1999.

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asasijdan-tujuan utama
Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwatyran mengenai
persaingan akan membantu dalam mewujudkan demaasbmi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Pasala?) menjamin sistem
persaingan usaha yang bebas dan adil untuk menkagk&esejahteraan rakyat
serta menciptakan sistem perekonomian yang efi§iesal 3f* Oleh karena itu,
mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yangaseengan Pasal 3
huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dasktsir ekonomi untuk
tujuan perealisasian kesejahteraan nasional metlgd 1945 dan demokrasi
ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingassh#dm adil dalam Pasal 3
huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999. hiammenandakan adanya

pemberian kesempatan yang sama kepada setiap petatia dan ketiadaan

¥ Hansen et. all)ndang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 121.

% John H. Shenefield and Irwin M. Stelzdihe Antitrust Law — A PrimefFourth Ed.,
(Washington D.C. : The AEI Press, 2001), hal. THe economic goal is to maximize efficiency
and consumer welfare.

% bid., The social and political goal is a systerattheflects a sense of equity or fairness,
that diffuses economic power, and that maximizéwidual oppotunity.

62 Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha,.hal. 15.
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pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgueavenang di sektor
ekonomi®®

Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber blajahari ini dan
masa yang akan datang. Produksi yang efisien harberarti manusia, mesin,
bahan mentah, dan bahan lainnya dipergunakan umekproduksi output
terbesar yang bisa mereka hasilkan. Input tidakrdignakan secara percuma atau
sia-sia. Efisiensi hari ini juga berarti bahwa prkddan jasa yang diproduksi
adalah barang dan jasa yang dinilai paling tindgh konsumen dimana pilihan
mereka tidak terdistorsi. Dengan menggunakan tsvkroekonomi, Chicago
schoolmenjelaskan bahwa fokus utama efisiensi alokaalaadefisiensi jangka
pendek ¢hort-term efficiencigs Oleh karena itu, efisiensi ini juga mendorong
perilaku usaha yang menurunkan biaya produksi. IMief@endekatan ini maka
setiap aksi pelaku usaha yang menghasilkan efisieas penurunan biaya
transaksi ffansaction costtidak boleh dipandang secara skeptikfisiensi pada
masa yang akan datang didapat dari insentif urmokasi yang menghasilkan
peningkatan produk dan jasa maupun perbaikan dalarses produksinya di
masa depan. Meningkatnya produksi dengan harga yamdph, sebagaimana
juga inovasi yang menghasilkan produk baru dan yasey lebih baik di masa
depan, akan meningkatkan surplus t6tal.

Relevansi pertimbangan efisiensi bagi kebijakan petisi adalah bahwa
penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dengata Kain, akan
mengakibatkan harga ting@utput rendah, kurangnya inovasi, dan pemborosan
sumber daya. Bila perusahaan bersaing satu samaraik mengidentifikasikan
kebutuhan konsumen, memproduksi apa yang dibutuk&asumen pada harga
yang paling rendah yang dapat dihasilkannya danostenenerus berusaha

meningkatkan dan melakukan inovasi untuk meningkatkenjualan, sumber

% Ibid.

% Stephen F. Ros®rinciples of Antitrust Law(Westbury, New York: The Foundation
Press, Inc., 1993), hal. Zhe Chicago school’s use of microeconomics thempxplain allocative
efficiency has focused primarily on short termogdficies. Thus, it strongly encourages business
conduct that is likely to immediately lower thetoafsproduction.

% Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha.hal 17.
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daya digunakan secara lebih produktif dan konsumendapatkan apa yang
dibutuhkanny&®

Penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih pifochkan
memberikan konsekuensiutput yang lebih besar dan kemudian menjadikan
pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang lebih besgirregara’ Harga yang
rendah akan memberikan konsumen pendapatan yanb telggi untuk
dibelanjakan pada pembelian lain, investasi, ataupatuk ditabung. Total
surplus atau kekayaan dari konsumen maupun produsgeambah besar. Oleh
sebab itu kebijakan persaingan yang mengurangi d@mlerhadap persaingan
akan membantu usaha mencapai tujuan bermanfaatasyarakai®

Selain efisiensi, tujuan utama lain dari UndangangiNo. 5 Tahun 1999
adalah unsur kepentingan umum yang dalam hal mlahdsalah satu cara untuk
mencapai kesejahteraan masyarakangumer welfage F.M. Scherer, bersama
dengan ekonomi yang lainnya, menunjukkan manfaat parsaingan bagi
efisiensi maupun kesejahteraan konsumen, tetapiyadan bahwa berbagai
otoritas pembuat kebijakan persaingan telah menaitdu telah diberi mandat
untuk menentukan kesejahteraan konsumen sebagantujamany&’

Efisiensi ekonomi akan meningkatkan kekayaan mielpienggunaan
sumber daya yang lebih baik. Dimana kekayaan disneliputi kekayaan
konsumen yang dalam arti luas, termasuk masyarBkaierapa ahli berpendapat
bahwa yang menjadi satu-satunya tujuan utama éaijadkan persaingan adalah
bagaimana cara memaksimalkan kesejahteraan konsdmabijakan ini
biasanya ditandai dengan perusahaan yang sehartisiakadapat menaikkan

harganya, sebaliknya harus mencoba untuk menuruhigaga supaya lebih

% Laporan Kebijakan Persaingan: Indonesian CompatitReport (Jakarta: Elips, 2000),
hal. 5.

®” Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha.hal. 18.

%8 Ibid.

% Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia.(Elips, 2000). Lihat Stephen F. Ross,
Principles of Antitrust Law,1993 The goal of antitrust is to promote a market eystthat

maximizes societal wealth by developing our resesiehere they are most highly valued.

0 bid.
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kompetitif di pasar (dapat menjual produknya). Paftairnya konsumen pun
biasanya akan lebih diuntungkan, apabila mutu,rgetkaan, dan pilihan barang
dapat ditingkatkan demi persaingan di pasar.

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuatangrundang No. 5
Tahun 1999, maka tujuan tersebut tentunya tidakydasekedar memberikan
kesejahteraan kepada konsumen namun juga membernkafaat bagi publik
secara meluas. Dengan adanya kesejahteraan konsuaienakan berdampak
pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Pasal &ityhng membedakan dengan
undang-undang persaingan di negara lain yang tigak/a sekedar menjamin
adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjagantngan umum dan
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagaahsadatu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rak{/at.

Asas dan tujuan tersebut, sebagaimana termuat ddaad 2 dan Pasal 3
Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tidak memiliki vafesi langsung terhadap
pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidakberé@mn tuntutan konkrit
terhadap perilaku pelaku usaha. Walaupun demilkiedua pasal tersebut harus
digunakan dalam interpretasi dan penerapan se@pntkian dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 sehingga asas dan tujpsemtuersebut dapat
dilaksanakan seefisien mungkin. Misalnya sehuburdgmgan penerimaan dan
jangkauan darirule of reason,dalam rangka ketentuan tentang perjanjian-
perjanjian yang dilarang (Pasal 4 - Pasal 16 Undenttang No. 5 Tahun 1999),
harus diperhatikan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Uagsteng No. 5 Tahun 1999
tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakdandaidang sumber daya

manusia, kebijakan struktural, dan perindustffan.

2.2 HAL-HAL YANG DILARANG DALAM PERSAINGAN USAHA

Secara umum, hukum persaingan usaha di dunia mengabagai macam
larangan. Dalam undang-undang persaingan usahedrika Serikat, larangan-

larangan tersebut dikenal sebagestraints of tradedan monopolizationatau

1 Ibid., hal. 19.

"2 Hansen et. all)ndang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 117.
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yang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 diselmgate“praktik monopoli”
dan “praktik persaingan usaha tidak sehat’, secgeamis besar dapat
dikelompokan sebagai berikut:

1. Horizontal RestraintslanVertical Restraints

2. Collusive PracticeslanExclusionary Practic€$
2.2.1 HORIZONTAL RESTRAINTHAN VERTICAL RESTRAINTS

Horizontal Restraintsmerupakan praktik persaingan usaha tidak sehat
yang berakibat merugikan sesama pelaku usaha dadamajat horizontal yang
sama. Yang termasuk tindakdrorizontal restraintsadalah upaya di antara
beberapa pelaku usaha untuk membentuk kartel sghingemiliki kekuasaan
untuk membatasi hasil produksi dan menentukan haaa untuk mengadakan
kesepakatan guna melakukan pemboikotan terhadappadaku usaha pesaing,
untuk melakukan upaya banting harga guna memati@am® pelaku usaha
pesaing, melakukan diskriminasi harga, melakukamapgan penetapan harga,
dan lainnyd*

Vertical Restraintsadalah hambatan yang dilakukan oleh seorang pelaku
usaha di sepanjang rangkaian vertikal terhadagkpeisaha yang lain. Rangkaian
vertikal merupakan suatu garis yang dapat ditagk thulai proses pengolahan
bahan baku dalam tahap-tahap produksi itu sampajaciebarang jadi kemudian
sampai kepada tahap-tahap pemasaran barang-badaitg jdan akhirnya sampai
kepada tahap barang-barang jadi itu dibeli olehskoren terakhir. Misalnya,
berupa fesale price fixing agreeméntlimana sebuah perusahaan manufaktur
meminta janji seorang pengecer untuk tidak merkaaibali barang-barang yang
dibelinya dari perusahaan manufaktur itu dengaaktichelebihi suatu harga
tertentu. Contoh lain daxiertical restraintsadalah apa yang disebdistribution
restraints. Disebut demikian karena berkaitan dengan distrilmusitu produk,
misalnya berupa pembatasan wilayah usaha.

3 Sutan Remy Sjahdeini, “Larangan Praktik Monopaii dPersaingan Usaha Tidak Sehat”,
Jurnal Hukum Bisnis 1§2000), hal. 11.

" Ibid.

S bid., hal. 12.
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Vertical Restraintsini dikatakan sebagai instrumen untuk membatasi
kebebasan berusaha, upaya eksploitasi terhadap@areggan, dan menghalangi
pengusaha kecil untuk dapat mempunyai akses sbedas dan terbuka untuk

dapat membeli bahan-bahan yang dibutuhRan.

2.2.2 COLLUSIVE PRACTICEBAN EXCLUSIONARY PRACTICES

Collusive Practicesnerupakan kerjasama antara para pelaku usaha yang
saling bersaing untuk menaikkan harga pasar melddellas persaingan yang
seharusnya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan pé&hsahaan-perusahaan
dalam bentuk mengadakan perjanjian, baik perjanjeamg dibuat secara tegas
maupun secara tersirat, membatasi persaingan ydagliaantara para pelaku
usaha. Dapat pula terjadi dengan dilakukannya mEmggganrergel, peleburan
(consolidation, ataupun dengan cara akuisisi sahamqgisitior). Collusive
Practices merupakan kerjasama yang bertujuan untuk menghasihonopoly
profits yang pada akhirnya merugikan konsumén.

Exclusionary Practicesdalah suatu cara dimana suatu perusahaan atau
beberapa perusahaan memiliki atau menginginkan kumhemiliki posisi
monopoli dalam bidang usahanya sebagai cara untemp®rolehmonopoly
profit, setidaknya untuk sementara waktu, dengan tujuankuniemperoleh
pangsa pasar yang lebih besar, dengan cara mermhtmtpesaingnya tidak
memperoleh keuntungan karena harus bersaing demgausahaan yang
bersangkutan. Bentuk dari praktikxclusionary Practicesni diantaranya ialah
predatory pricing, tie in agreements, vertical igtation, price discrimination,
dangroup boycottsDi Indonesia sendiri praktipredatory pricingrawan terjadi
dan seringkali disebut dengan istilah praktik “mgraharga” atau kebijakan

“banting harga™®

® Eleanor M. Fox dan Lawrence A. SullivaBases and Materials on AntitrugSt. Paul
Minn: West Publishing Company, 1989), hal. 522.

" Sjahdeinj “Larangan Praktik Monopoli...’hal. 12.

8 | bid.
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Apabila Exclusionary Practicesmerupakan praktik-praktik persaingan
tidak sehat yang ditujukan kepada (atau untuk mieany para pelaku usaha yang
menjadi pesaing, mak&@ollusive Paracticeslitujukan kepada (atau berdampak

merugikan) para konsumen.

Adapun hal-hal yang dilarang yang terdapat dalardddg-undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli darsdegan Usaha Tidak

Sehat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaim ylang dapat

mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingamna tidak sehat.

Menurut Pasal 1 butir (g) Undang-undang No. 5 Tah@®9 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahakT®&hat diatur lebih
khusus mengenai definisi perjanjian dimana dikatakahwa perjanjian
adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaio& mengikatkan
diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha laigalemama apa pun, baik
tertulis maupun tidak tertulis.

Pengakuan dan masuknya perjanjian yang tidak i®debagai bukti
adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelsdiia dalam hukum
persaingan usaha adalah sangat tepat dan teladi desgan rezim hukum
persaingan usaha yang berlaku di berbagai negada BEmumnya para
pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh untuk mendian kesepakatan
di antara mereka dalam suatu bentuk tertulis, yaken memudahkan
terbuktinya kesalahan mereka. Oleh karena itugpgan tertulis di antara
para pelaku usaha yang bersekongkol atau yangnkemgan dengan
hukum persaingan usaha akan jarang ditemdkan.

Adapun larangan-larangan terkait dengan pembuataiu $erjanjian
dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatdéaikpmonopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dafefang-undang No. 5

Tahun 1999 antara lain larangan untuk:

" Andi Fahmi Lubis et. alHukum Persaingan Usaha,.hal. 56
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. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yamgujban atau
berakibat penguasaan produksi dan atau pemasarangbatau jasa
(Pasal 4 ayat (1)).
. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingngtuk u
menetapkan harga barang atau jasa yang harus ditdajiakonsumen
(Pasal 5 ayat (1)).
Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkgadinya
perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasg lyarus dibeli oleh
pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (Pgsal 6
. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingngéuku
menetapkan harga di bawah harga pasar (Pasal 7).
. Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang gsa untuk
menjual atau memasok kembali barang atau jasa gld®inya itu
dengan harga yang lebih rendah daripada hargadigetgpkan dalam
perjanjian (Pasal 8).
Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yamtyjban untuk
membagi wilayah pemasaran di antara mereka dimalakip usaha
yang satu hanya akan melakukan pemasaran di wilggaiasarannya
sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tickagtakukan
pemasaran di wilayah pemasaran mitra janjinya (Fasa
. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yandgujoban
melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usasengemereka
yang bertujuan:
¢ Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakuisama yang
sama (Pasal 10 ayat (1)).
* Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaaha lain
sehingga perbuatan tersebut:
- Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaahai
lain (Pasal 10 ayat (2) huruf a).
- Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau rekmb
setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangiasal 10
ayat (2) huruf b).
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h. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingayg pertujuan
terbentuknya suatu kartel di antara mereka (Pdsal 1

i. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untudakokan
kerjasama dengan membentuk suaistdi antara mereka (Pasal 12).

J.  Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yamyujban untuk
terciptanya oligopsoni (Pasal 13).

k. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yamtujoan untuk
terjadinya integrasi vertikal di antara mereka 6éPag).

[.  Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelsiana yang
lain hanya memasok atau tidak memasok kembali basaau jasa
yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atauedipat tertentu
(Pasal 15 ayat (1)).

m. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempeasyan bahwa
pihak yang lain hanya dapat membeli apabila yangsdogkutan
membeli pula barang atau jasa lain dari yang bgksdgan (Pasal 15
ayat (2)).

n. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongagahatas barang
atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang kaim diberi harga
yang dimaksud atau diberi potongan atas hargabigrsgabila yang
bersangkutan:

« Bersedia pula membeli barang atau jasa lain (PHEsahyat (3)
huruf b); atau

» Tidak akan membeli barang atau jasa yang samadkiku usaha
pesaingnya (Pasal 15 ayat (3) huruf a).

0. Membuat perjanjian dengan pihak lain di luar neg@mg memuat
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya igrakbnopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16).

Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu gapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingarhagalak sehat.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskaaraelebih

khusus mengenai definisi “kegiatan” sebagaimananyaal dengan
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“perjanjian”. Namun demikian, jika ditafsirkan sega contrarioterhadap

definisi “perjanjian” yang diberikan pada Undangdang No. 5 Tahun

1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yangksiitiadengan

“kegiatan” merupakan suatu usaha, aktifitas, tiadakatau perbuatan

hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelakbautnpa melibatkan

pelaku usaha lainny4.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut antara lai

a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau peanasarang atau
jasa (Pasal 17 ayat (1)).

b. Menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jatendpasar yang
bersangkutan (Pasal 18 ayat (1)).

c. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang Uaituk
melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasarbgasgngkutan
(Pasal 19 huruf a).

d. Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelakiiaugasaingnya
untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan peleaha
pesaingnya itu (Pasal 19 huruf b).

e. Membatasi peredaran dan atau penjualan barangtdarjasa pelaku
usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangutah 1P dsauf c).

f. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelakuhssgertentu (Pasal
19 huruf d).

g. Melakukan penjualan secara rugi atau dengan hasys ysangat
rendah yang bertujuan menyingkirkan atau mematikasaha
pesaingnya di pasar yang bersangkutan (Pasal 20).

h. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya prodisks biaya
lainnya yang menjadi bagian dari komponen hargargaidan atau
jasa (Pasal 21).

i. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk:

* Mengatur dan atau menentukan pemenang tender @3sal
« Untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yangumpa&an

rahasia perusahaan dari pesaingnya (Pasal 23).

80 UsmanHukum Persaingan Usaha di Indonedia). 67.
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Untuk menghambat produksi dan atau pemasaran ba@nagtau

jasa pelaku usaha pesaingnya (Pasal 24).

J.  Menyalahgunakan posisi dominan untuk:

Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujudok
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperalamgo
dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi hamygun kualitas
(Pasal 25 ayat (1) huruf a).

Membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasaya& (1)
huruf b).

Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi miepgshing

untuk memasuki pasar yang bersangkutan (Pasal &5 Byhuruf

C).

k. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahepmis yang

melakukan kegiatan usaha pada bidang yang samgakar yang

sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang ikieketjiatan

usaha yang sama pada pasar yang sama apabila kkpertersebut

mengakibatkan:

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usamguasai
lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang adanm jasa
tertentu (Pasal 27 huruf a).

Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelakiausenguasai
lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang jasautertentu
(Pasal 27 huruf b).

Melakukan penggabungan atau peleburan badan usai@ dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan giarsaingan usaha
tidak sehat (Pasal 28 ayat (1))

Melakukan pengambilalihan saham perusahaan apdbildakan

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik apoh dan atau

persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat (2)).
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2.3 MONOPOLI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.3.1 MONOPOLI DAN PRAKTIK MONOPOLI

Pada umumnya monopoli merupakan istilah yang dpghgkan dalam
persaingafi: Meskipun demikian, ternyata belum ada kesepakaasmengenai
apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah incar8eetimologi, kata
monopoli berasal dari kata Yundmonos’ yang berarti sendiri dapolein’ yang
berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secaderbana orang lantas memberi
pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimamgydada satu penjual yang
memberikan penawarasupply atas suatu barang atau jasa tert&htu.

Monopoli akan terbentuk jika hanya satu pelaku mamypi kontrol
ekslusif terhadap pasokan barang dan jasa di asar, dan dengan demikian
juga terhadap penentuan harganya. Karena dalamr pesdapat transaksi
pembelian di samping penjualan, maka dapat dibedakéara adanya monopoli
berupa penjual tunggal, dan monop&dnjiang menyangkut pembeli tunggal
(demikain pula dapat dibedakan antara oligopoli @lagopsoni).

Dengan tidak adanya pesaing, monopoli (atau momopsoerupakan
pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bilamghieg kekuatan tunggal itu ada
pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang benaasarnya bersifat
monopolistis (atau monopsonistis). Karena pada &@aynya monopoli
sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutaonopoli juga
diberlakukan bagi pelaku usaha yang menguasai hagidesar pasar. Secara
longgar pengertian monopoli juga mencakup strukiasar dimana terdapat
beberapa pelaku usaha, namun karena perananny®eggitig dominan maka dari

segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesunggaday@i satu pelaku sdja.

81 Arie SiswantoHukum Persaingan Usah&et. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal.
18.

% bid., hal. 1.
8 Margono,Hukum Anti Monopolihal. 5. LihatBlack’s Law Dictionary fifth edition, (St.
Paul Minn West Publishing CO, 1979), hal. 99&nopsony is a condition of the market in which

is but one buyer for particular commodity.

8 |bid., hal. 6.
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Sebagai perbandingan pengertian tersebut, secaderaks dikutipkan
pengertian monopoli berdasark@lack’s Law Dictionar$>:

“Monopoly is a priviledge or peculiar advantage eesin one or more
persons or companies, consisting in the exclusigbts (or power) to
carry on a particular business or trade, manufaetar particular article,
or control the sale of the whole supply of a paréc commodity. A form
of market structure in which one or only a few Briglominate the total
sales of a product or servicés

Dalam perkembangannya, meskipun dimaksudkan untriggambarkan
fakta yang kurang lebih sama, istilah monopoli irgerdipakai orang untuk
menunjuk tiga titik berat yang berbeffaertama istilah monopoli dipakai untuk
menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korgd@rmintaan dan

penawaran). Meiners, misalnya memberi definisi npoticebagai berikuit’

“A market structure in which the output of an indyss controlled by a
single seller or a group of sellers making jointcd&ons regarding
production and pricé

Dari pendapat Meiners diatas dapat dilihat bahwaeidikit keluar dari
definisi etimologis yang mensyaratkan keberadadn saja penjual di dalam
monopoli. Menurutnya, monopoli pun bisa dilakukaeholebih dari satu penjual
(a group of sellers yang membuat keputusan bersama tentang prodtdsi a
harga.

Kedug istilah monopoli juga sering dipergunakan untuéniggambarkan
suatu posisi. Yang dimaksudkan disini adalah pogeijual yang memiliki
penguasaan dan kontrol ekslusif atas barang atau tEtentuKetiga, istilah
monopoli juga digunakan untuk menggambarkan keku@@awel) yang dipegang

oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukiaga, serta memanipulasi

% Black's Law Dictionary fifth edition, hal. 908. Lihat jugd_egal Dictionary for
Australians (Mc. Graw Hill: Book Company, 1995), hal. 98lonopoly: To possess exclusive
control over something. It is an offence for anynpanyholding amonopoly to take advantage of
that power to eliminate or damage another competitfrevent another from becoming a
competitor or deter any potential competitor undade Practices Legislation.

8 SiswantoHukum Persaingan Usahaal. 19.

8 Roger E. MeinersThe Legal Environment of Busine¢§t. Paul: West Publishing
Company, 1998), hal. G-8.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



34

harga®® Dengan berpangkal pada pengertian sederhana aka rorang akan
menghadapkan monopoli dengan persaingan.

Sedangkan pengertian monopoli di dalam Pasal laahddndang-undang
No. 5 Tahun 1999 adalah

“penguasaan atas produksi dan atau pemasaran batang atau
penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaka @tau satu kelompok
pelaku usaha®

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undangSNiahun 1999
mendefinisikan praktik monopoli sebagai berikut:

“praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekormeh satu atau
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaimgdugsi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu aehiegimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikemttegan umum®

Jika definisi monopoli dalam Undang-undang No. Tahun 1999
dibandingkan dengan definisi monopoli menuBldck’s Law Dictionarydiatas,
maka terdapat perbedaan antara kedua definisibtdrsdika definisi dalam
Black's Law Dictionarymengacu pada adanya suatu “hak istimewpaiilege),
maka definisi monopoli dalam Undang-undang No. Bura1999 mengacu pada
aspek “penguasaan pasarNamun yang menjadi persamaan dari kedua definisi
tersebut bahwa monopoli tidak hanya mencakup strykdsar dengan hanya ada
satu pemasok atau pembeli di pasar yang bersamgks&bab seperti telah
dijelaskan sebelumnya bahwa suatu kondisi monalgslgan hanya satu pemasok
(perfect monopolysangat jarang terjadi. Pengertian monopoli seingaalebih
luas dari itu, jangkuan kata monopoli dapat dilifiled seorang yang monopolis

menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen. Dedgarikian, pada pasar

8 SiswantoHukum Persaingan Usahhal. 18.
8 Indonesia (b), Pasal 1 angka 1.
bid., Pasal 1 angka 2.

% Ibrahim,Hukum Persaingan Usahhal. 45.
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tersebut masih ada pelaku usaha (pesaing), namiepte satu atau dua pelaku
yang lebih menguasai dibandingkan pelaku usaha lpamgya®

Yang harus diperjelas adalah apakah pengertiata mkefinisi diatas
menekankan pada “hasil monopoli” atau “proses molibp® Monopoli
menekankan pada terciptanya suatu penguasaanratigkg dan/atau pemasaran
barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelakwawsgtah kelompok pelaku usaha.
Penekanan pengertiannya pada terjadinya monopolirabnopolisast’

Dengan demikian, kata “monopoli” berarti kondisenguasaan atas
produksi dan pemasaran oleh satu kelompok satukipelssaha tertentu.
Sedangkan praktik monopoli menekankan pada pemusgaieuasaan, sehingga
terjadi kondisi pasar yang monopoli. Karenanyakikamonopoli tidak harus
langsung bertujuan menciptakan monopoli, tetagiafstini pada umumnya
menggambarkan suatu usaha mencapai atau mempeyksmsi dominan di
pasar’

Dalam hal praktik monopoli, yang berarti menekankpada proses
monopoli, harus dilihat pada beberapa hal sebagakui, yakni penentuan
mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadaga&eapasar, dan adanya
kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengupaaar. Dengan demikian
seharusnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 meldwtya penekanan pada
proses terjadinya monopoli, bukan semata-mata masiiopoli’® Dengan kata
lain, yang mendapat penekanan untuk dilarang méndmdang-undang No. 5
Tahun 1999 adalah praktik monopoli yang dilakukaalach rangka untuk

mencapai kondisi pasar monopoli.

2 Indonesia (b), Pasal 17 ayat (2).

% Rokan,Hukum Persaingan Usahaal. 8.

% |bid. Lihat F. RossPrinciples of Antitrust Lawhal. 22There are two important elements
of Art. 2. First, the defendent must be a monoptiiat is the firm must have monopoly power
over some defined market. But Art. 2 does not odfirie the mere status of being a monopolist.
Thus, the second element is that the defendent mawst “monopolized”, or acted in some way
that warrants condemnation.

% Monopolistic practices therefore do not necessatilgctly aim to establish monopolies,
but the term generally describes an effort to ogeat to amplify a dominant position of the
market.Lihat Hansen, UndandgJndang-undang Larangan Praktik Monopdial. 25

% Rokan,Hukum Persaingan Usahaal. 9.
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Selain itu juga terdapat beberapa teori sehubungmmgan praktek
monopoli dan persaingan usaha, antara lain tedt. EEhamberlain yang dikenal
pada tahun 1993 yang mengembangkan teori persainganopolistik.
Menurutnya dalam keadaan persaingan monopolistginganasing perusahaan
mempunyai produk yang berbeda sehingga tiap pesasaldapat melakukan
suatu tingkat pengendalian monopoli atas produkni@mun demikian,
perusahan tersebut harus menghadapi persaingan kggag dari sekelompok
produk pengganti yang sangat mirip. Namun teorisindah lama ditinggalkan
karena muncul teori-teori yang laihMenurut De Boos teori yang paling cocok
dengan situasi pasar adalah teori dari J.A. Schteng#990) karena teorinya
tersebut telah mengaitkan aspek kemajuan teknoldgngan monopoli.
Menurutnya pasar yang monopolistik akan memacu kemateknologi dan
pertumbuhan ekonomi secara efektif daripada pamagah persaingan sempurna
(perfect competitiofi®. Hipotesis ini hingga kini masih cukup relevan ajik
dikaitkan dengan hak-hak atas kekayaan intelelsierda kemajuan teknologi baik
di negara maju dan negara berkembang.

Menurut aliran Structure Conduct PerformancdSCP) tradisional
menyatakan bahwa munculnya monopoli atau perilatukampetisi berasal dari
struktur pasar yang timpang (terkonsentrasi). Batiktur pasar, kemudian akan
melahirkan perilaku yang strategis dari pelaku asalengan perilaku strategis
perusahaan-perusahaan besar yang ada di pasamHhzrozencegah masuk
perusahaan-perusahaan baru untuk ikut berkomp&ehingga pada akhirnya
perusahaan-perusahaan besar tersebut dapat meshpedan memelihara
kekuatan untuk mengatur harga dari produknya. kapli dari pendapat ini
adalah pemerintah perlu turun tangan untuk dapaicegah dan menghentikan

perilaku strategis yang merugikan pasar ters&but.

" Elyta Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbiagdn Undang-
Undang No. 5 Tahun 1998Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 25.

%8 bid, hal. 61.

% Stephen Martinjndustrial Economics, Economic Analysis and PulRlicy, 2™ Ed.,
(Oxford: Blackwell Publishers, 1994), hal. 537-539.
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Sedangkan aliran Chicago berpendapat sebaliknyaydbgumber utama
munculnya kekuatan monopoli adalah campur tangamepetah di pasar.
Pemerintah, dengan sengaja atau tidak, dapat mamdegberapa perusahaan
untuk ikut berkompetisi, yang merupakan keuntunigagi beberapa perusahaan
yang lain. Posisi yang paling baik bagi pemeringgar pasar dapat berfungsi
sebagaimana mestinya adalah dengan cara berada pisar, dan menyerahkan
semuanya pada kekuatan pasaraiket forces™® Menurut pengikut aliran
Chicago, perusahaan (diluar dari milik pemerintaignopoli bukanlah sesuatu
hal yang perlu dikhawatirkan karena selain berst&nporal (apabila tidak
didukung oleh pemerintah), monopoli tersebut timkarena proses produksi
yang memang lebih efisien. Selama belum ada pemasalain yang sanggup
berproduksi secara lebih efisien, perusahaan terselian terus menjadi
perusahaan monopoli. Implikasi logis dari pendapatdalah bahwa monopoli
bukanlah menjadi sesuatu yang merugikan, apabiberkesilan fungsi pasar
diukur lewat efisienst®*

Dari semua teori yang ada, terdapat satu titik tepemdapat yang
mengakui bahwa adanya elemen yang meniadakan mgssasecara otomatis
akan menimbulkan persaingan yang tidak sempummaeffectly competition
yang akan mengakibatkan harga-harga melambungi tolyg konsumen akan
mengalami kelangkaan produk yang dibutuhkan dimp&san pelaku usaha yang
memiliki kemampuan untuk memonopoli atas produkekut dapat menikmati
keuntungan yang berlipat.

Suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak dinyatbkesalah telah
melakukan monopolisasi jika saja perusahaan atéakyaisaha tersebut tidak
mempunyai kekuatan monopolménopoly powgr Tanpa monopoly power
pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk meratigkn harga atau
mengurangioutput atau kualitas barang dan/jasa yang ditawatRamDalam

1% Fahmi Lubiset al, Hukum Persaingan Usaha.hlm. 44.

191 william H. Sheperd;The Economics of Industrial organizatiofPrentice-Hall, 1990),
hal.5.

102 Ross.Principles of Antitrust Law hal. 36.Without monopoly power, a firm has no
ability ti unilaterally raise prices or reduce oupwr quality. Without power, the firm canot
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bukunyaPriciples of Antitrust,Stephen F. Ross menyatakan bahwa terdapat 3
(tiga) metode dasar untuk dapat mengidentifikatakpeusaha melalui kekuatan

pasar fharket powey.*%®

Pertama,adalah keuntungampiofits). Pelaku usaha yang
memiliki kelebihan keuntungan biasanya memilikarket powerTanpa adanya
kekuatan pasar, pelaku usaha tidak akan mampu modngkeuntungan-
keuntungan tersebut karena pelaku usaha kompetéaimy masuk ke dalam pasar
akan bersaing dengan pelaku usaha awal dengan me@iharga yang rendah
untuk menarik konsumerKedua, adalah perilaku monopolic¢nduc). Pelaku
usaha yang dengan konsisten bertindak sebagai mlopebaliknya secara
tidak konsisten melakukan tindakan yang pro pegsain kemungkinan akan
mendapatkan kekuatan pasar atau kekuatan monapsébut.Ketiga, struktur
pasar (harket structurp Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa indikaanyal
market powerdapat ditandai dengan dikuasainya pasar oleh ypalakha yang
memiliki penguasaan pasar diatas 50%. Ini adalalkator termudah untuk
menentukan apakah suatu perusahaan atau pelaka wsemiliki kekuatan

monopoli atau tidak.

2.3.2 JENIS MONOPOLI

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha menupglieat mutlak
(condition sine qua ngnbagi terselenggaranya suatu perekonomian yang
berorientasi pasar. Peranan hukum dalam persaingahna adalah bagian dari
terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan(fainl competition,
sekaligus mencegah munculnya persaingan yang selafit (nfair competitioi
karena persaingan yang tidak sehat hanya akan besimpada matinya persaingan
usaha yang pada gilirannya akan melahirkan mondfoli

misallocate resources, transfer wealth, from cormsmto prodicers, deny equal economic
opportunity to others, or centralize and abuse @igonary power.

103 | pid.

1% |brahim, Hukum Persaingan Usahaal. 40. Selain itu, dalam daftar peristilahanga
disusun oleh Organization for Economic Cooperatamd Decelompment (OECD) definisi
monopoli adalah: situation where there is a single seller in the ket Lihat dalam R.S.
Khemani dan D.M. Shapirdzlossary of Industrial Organization Economics andn@petition
Policy, (Paris: Organization for Economic Co-operatiod &evelompment (OECD), 1999), hal.
38.
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Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonoB@lam sistem
ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan insemradanya kebebasan pasar,
kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta nvasr dan bentuk pasar
atomistic monopolistidelah melahirkan monopoli. Adanya persaingan berse
mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yaogras naluriah ingin
mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi ydimyg fmesar. Dalam sistem
ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli jugmderdengan bentuk yang
khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekoyang sentralistik monoistik
dan pemilihan faktor produksi secara kolektif, $agga dimonopoli oleh negara
dan diatur dari pusat?

Dalam sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan mlloriesia,
perekonomian disusun sebagai usaha bersama atakedsduargaan, sehingga
menciptakan adanya bentuk monopoli yang berupayasagn sektor-sektor yang
menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh kareng#da dasarnya monopoli
merupakan suatu hal yang wajar. Monopoli sudah patan suatu konsekuensi
logis atas pemilihan sistem-sistem ekonomi yang ada

Eksistensi monopoli dalam berbagai kegiatan ekordapat terjadi dalam
berbagai jenis. Pada umumnya pembagian jenis mdrdidasarkan pada bentuk
dan cara yang dilakukan monopolis untuk menciptddaaners to entryke dalam
pasar bersangkutan. Hal ini dikarenakanriers to entrymerupakan elemen yang
paling penting untuk menjaga kedudukan monopolinjaga pelaku usaha baru
yang potensial untuk tidak masuk ke dalam pasafeBapa jenis monopoli yang
terjadi di dalam pasar berdasarkéarriers to entry yang diciptakan oleh

monopolis, yaitu:

a. Monopoli alamiahn@atural monopoly
Jenis monopoli yang pertama adalah monopoli aamiatural
monopoly. Natural monopolyterjadi kalaueconomies of scdf® sangat

195 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaj8eri Hukum Bisnis: Persaingan Usali3akarta:
PT. Rajagrafindo Persada, 1999), hal. 3.

1% Barriers to entryatau halangan masuk adalah segala sesuatu yarmghatemgi pelaku
usaha baru untuk bersaing dalam kedudukan samadgredaku usaha yang ada dalam industry
tertentu. Lihat William A. MceacherrEkonomi Mikro [Microeconomick diterjemahkan oleh
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mempersulit atau tidak memungkinkan sama sekali pagku usaha lain
masuk ke pasar bersangkutan dan bersaing dengaopolisn Monopoli
bukanlah suatu perbuatan jahat atau terlarang lapkbdudukan tersebut
diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebualunekemampuan
prediksi dan naluri bisnis yang profesional. Kemaap sumber daya
manusia yang profesional, kerja keras, dan strdiisgis yang tepat dalam
mempertahankan posisinya akan membuat suatu paarsamemiliki kinerja
yang unggul guperior skil) sehingga tumbuh secara cepat dengan
menawarkan suatu kombinasi antara kualitas daralzagang dan jasa serta
pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsuméamDzal ini, natural
monopoly dilakukan secara tidak sengaja dan muncul dasdt safamiah
penawaran. Sehingga, masuknya pelaku usaha bash setara alamiah
dihalangi*®’

Pada umumnya terdapat dua kemungkinatural monopolyini terjadi.
Pertama adanya monopoli yang berada di tangan satu pelagaha
merupakan pemecahan yang paling efisien daripadeiptakan persaingan
di dalam pasar (lebih dari satu pelaku usaffaal ini dikarenakan, biaya
produksi akan jauh lebih murah apabila barang/fessebut diproduksi oleh
satu pelaku usaha saja dalam jumlah yang besgvadaridiproduksi oleh
lebih dari satu pelaku usaha yang setiap pelakbausgemproduksi dalam
jumlah yang lebih kecil. Dalam hal ini, pelaku uaddaru tidak dapat menjual
output dalam jumlah yang cukup untuk menikmationomies of scale
Sehingga pada akhirnya hanya ada satu pelaku ysaigaakan tampil dari
proses persaingan dan bertindak sebagai pelakua usaiggal di pasar
bersangkutan.

Kedug natural monopolyterjadi apabila hanya monopolis yang dapat
melakukan usaha di pasar bersangkutan. Misalnydilaphiaya usaha

(production cost)yang terlalu besar menyebabkan tidak ada pelakbhausa

Sigit Triandaru (Jakarta: Salemba Empat, 2001), . hal 132.

197 |brahim,Hukum Persaingan Usahg, hal. 40.

198 Hansenet al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 19.
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baru yang mampu untuk masuk ke dalam pasar yargphghutan; atau
apabila hanya monopolis yang mengontrol seluruhbgnrdaya utama yang
digunakan untuk memproduksi barang/jasa; atau gapatdiperoleh dengan
mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuadiks dan naluri

bisnis yang professionai?

Dengan kata lain, dalam monopoli alamiah terjealiena pelaku usaha
yang menjadi “monopolis” disebabkan karena kelabilyang dimilikinya
secara alami. Perusahaan tersebut memiliki bebéasebagi berikut:

1. Memiliki kemampuan dan/atau pengetahuan khuspsdfal knowledge
yang memungkinkan berproduksi sangat efektif dasnest.

2. Memiliki tingkat efisiensi memungkinkan perusahaaonopolis dapat
meminimalisasi biaya.

3. Memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksajk berupa sumber
daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi ksot

Perusahaan yang memiliki hal-hal sebagaimana tis¢butkan diatas,
mampu mengelola secara tepat lima faktor persaingamy menentukan
kemampulabaan industri sebagaimana dikemukakanRueter, yaitu daya
tawar menawar pemasok, ancaman pendatang baru, tdaga menawar
pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, densamgan diantara
perusahaan yang alfd.Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerja
unggul seperti itu sering memiliki jurus-jurus ral@dagangtfade secret
yang meskipun tidak memperoleh hak ekslusif dargaleman dari negara,
namun dengan teknologi rahasianya tersebut, pexasahmampu
menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli.

Selain itu, monopoli alamiah juga bisa terjadiabuntuk suatu pasar
(market sizg akan lebih efisien bila hanya ada satu pelakuhaisatau

perusahaan yang melayani pasar tersebut. Peruskbdaa yang memasuki

199 1brahim,Hukum Persaingan Usaha hal. 40
110 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 140.
11 Michael E. Porter,Keunggulan Bersaing, Menciptakan, Mempertahankaneka

Unggul [Competitive Advantage, Creating and Sustaining BopPerformancé, diterjemahkan
oleh Agus Dharma dkk, (Jakarta: Penerbit Erlan883), hal. 5.
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arena persaingan akan menderita rugi dan tersisgkiara alamiah, karena
ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pemglaiaru'? Dalam
bentuk lain, monopoli alamiah juga akan mucul jgelaku usaha memiliki
kekhususan yang ditawarkan kepada konsumen, sepsdinya dalam hal
rasa, selera atau gaya tertentu yang tidak biga dieh pelaku usaha yang
lain. Fenomena seperti ini misalnya terjadi padadpk untuk makanan, atau

rancangan produk pakaian yang eksIUSif.

b. Monopoli berdasarkan undang-undamgiopoly by lay

Jenis monopoli yang kedua adalah monopoli yangdsarttan undang-
undang Konopoly by layw Jenis monopoli seperti ini terjadi kalau
pemerintah memberikan izin kepada pelaku usahenteruntuk memonopoli
suatu bidang usaha dan tindakan monopoli tersabotiuhgi oleh undang-
undang.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan kemungkinan monogoigydilakukan
oleh negara untuk menguasai bumi dan air berikkiay@an alam yang
terkandung di dalamnya serta cabang-cabang progakgf menguasai hajat
hidup orang banyak:* Pemberian hak monopoli kepada Negara ditegaskan
dalam Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Monopoli yang diperoleh melalui undang-undang ygegtama adalah
pemerintah melalui undang-undang memberikan haknésta dan yang
kedua perlindungan hukum dalam jangka waktu tertéathadap pelaku
usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil dae inovasi yang
dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi p@nganfaat bagi umat
manusia™®> Pemberian hak-hak ekslusif atas penemuan bark, Yeig
berasal dari hak atas kekayaan intelektual sepeki cipta dan hak atas
kekayaan industri seperti paten, merek, desainsindwan rahasia dagang,

pada dasarnya adalah bentuk lain monopoli yangudi@dén dilindungi oleh

112 |prahim,Hukum Persaingan Usaha, hal. 42.
13 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 140.
114 |brahim,Hukum Persaingan Usaha hal. 41.

115 bid.
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undang-undang. Dengan adanya perlindungan ini, artend penemu untuk
menginvestasikan waktu dan uang untuk menemukanndargembangkan
produk atau proses, menanggung biaya pengembarmgdnkpbaru, serta

mengubah penemuan menjadi produk yang bisa dipasark

c. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi denga@enggunakan mekanisme

kekuasaanMionopoly by Licenge

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena a@akolusi antara para
pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadienmenimbulkan
distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya nmeken pasar yang
efisien. Umumnyamonopoly by licensberkaitan erat dengan para pemburu
rente ekonomirgent seekeflsyang mengganggu keseimbangan pasar untuk
kepentingan merekd® Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat
kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya merkigi&enderungan
melakukan perbuatan-perbuatan tercela sepertm@skipun tidak semuanya
memiliki rent seeking behaviourPerburuan rentergnt seekiny sangat
mencederai semangat persaingan usédia ¢ompetition) karena dianggap
sebagai bisnis banci tanpa risi{d.Dengan jaminan lisensi yang diperoleh

dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba msaajak

d. Monopoli karena Tebentuknya Struktur Pasar Akierilaku dan Sifat

Serakah Manusia

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan kewg#onbesar dalam
waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan myalal sekecil
mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan maoalal yangat besar
untuk memperoleh posisi dominan guna menggusurpgesaing yang ada®
Berdasarkan prinsip ekonomi, adalah hal yang wapabila pelaku usaha
mengingkan keuntungan yang sebesar-besarnya deegaoerbanan (modal
dan biaya usaha) yang seminimal mungkin dalam rerkan usahanya.

118 pid., hal. 43
17 bid.

118 bid.
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Namun dengan adanya pesaing-pesaing baru menyebdigtaurangnya
keuntungan yang mereka dapatkan. Oleh karena élaky usaha akan
cenderung melakukan tindakan-tindakan anti persairdalam menjalankan
usahanya dengan menciptaltarriers to entrybagi pelaku usaha baru.

Barriers to entry yang diciptakan oleh pelaku usaha, baik untuk
mendapatkan kedudukan monopoli maupun untuk meatEerkan
kedudukan monopolinya, seringkali dilakukan dengara-cara yang tidak
jujur yang dilakukan secara sendiri atau bekerjassalengan para pelaku
usaha lainnya. Bentuk monopoli seperti ini sangahghambat persaingan
dan menyimpang dari struktur pasar yang ada karamgebabkan terjadinya
pembentukan pasar, pembagian pasar, dan penyakdmkekuatan pasar
(market power untuk menyingkirkan para pesaingnya keluar dasap.
Setelah para pesaing tersingkir dari pasar makgatesesukanya monopolis
melakukan kontrol atas harga.

Pada jenis monopoli seperti ini, konsumen akan aadigugikan karena
tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akarembeli barang atau jasa
tertentu dengan kualitas yang andal serta hargg yeaar dan bersaing.
Kondisi seperti itu akan melahirkan inefisiensi e&mi dan memiliki potensi
pemborosan sumber daya, terutama sumber daya ldEmngian masyarakat
tersebut dinamakastead weight los&¥°

2.3.3 DAMPAK MONOPOLI

Berbeda dengan persaingan yang bersifat menddssadilean kekuatan
ekonomi, di dalam monopoli justru terkandung petigeradanya pemusatan
kekuatan. Karena adanya keadaan yang tidak seimbataya penjual dan
pembeli, umumnya monopoli dianggap sebagai konghsig negatif. Hal ini

cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbdkanungkinan cukup besar

119 | pid.

120 1bid., hal. 44. Lebih lanjut dalarGlossary of Industrial Organization Economics and
Competition Policy(Paris: Organization for Economic Co-operatiod &gvelompment, (OECD,
1999) hal. 18.Deadweight Loss is a measure of the dollar valueasisumer,s surplus lost (but
nit transferred to producersiis a consequence of a price increase, Lihat RicharBosner,
Economic Analysis of Lawi.ittle Brown and Company, 1992), hal77-279.
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bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan mandépulaslpun beberapa

dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adangaopoli adalah*?*

a.

Hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahterdamami konsumen,
karena adanya harga produk barang maupun jasattedebagai akibat
tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yenggi dapat
memicu/penyebab terjadinya inflasi yang merugika@syakarat luas.
Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tigak dan berpotensi
untuk menetapkan harga seenaknya tanpa memperhgiilkaan-pilihan
konsumen, sehingga konsumen mau tidak mau tetapgkoesumsi
produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkan.

Terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen ftildetk memberikan
hak pilih pada konsumen untuk mengkonsumsi prodiinya, sehingga
kualitas dan harga dari produk tidak diperhatikagi.|

Terjadi barrier to entry dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu
menembus pasar monopoli untuk suatu produk sejeeisingga pada
gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu masukasar monopoli
akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembargyaeeajar dan pada
akhirnya akan bangkrut.

Memburuknya kondisi makro ekonomi nasional, karenanciptakan
kondisi yang menyebabkan ketidakrataan pendapatenana sumber
dana serta modal akan tersedot ke perusahaan yamgmopoli. Sehingga
masyarakat sebagai konsumen dalam jumlah besaeksarpberbagi
pendapatan yang relatif kecil dengan masyarakatnya, sementara
monopolis akan menikmati keuntungan yang lebih tbhefai yang
diterima oleh masyarakat.

Memburuknya kondisi perekonomian internasional.

Meskipun demikian, sama seperti persaingan, aspektifppun bisa

dibawa pula oleh monopoli di samping dampak negatifg telah dikemukakan

diatas, antara laitf?

2Lyani dan Gunawan WijayaAnti Monopolj hal. 30.
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a. Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaammiser daya
ekonomi tertentu. Contohnya, apabila sumber daga ahinyak bumi
dikelola oleh satu unit usaha tunggal yang besakanada kemungkinan
bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari.

b. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkzelayanan
terhadap konsumen dalam industri tertentu. Dalatartly usaha pelayanan
telekomunikasi misalnya, para pengguna jasa akasa bsaling
berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan iasitiifsi oleh satu
perusahaan yang memiliki basis teknologi yang bisaanfaatkan oleh
semua konsumen. Hal ini mungkin saja tidak terjkai usaha pelayanan
telekomunikasi dibuka bagi persaingan. Dalam hghde persaingan, ada
kemungkinan perusahaan-perusahaan yang saling irgersatu
mengembangkan sendiri teknologi mereka bagi konsumereka sendiri.
Dengan demikian, ada kemungkinan mereka memiliis heknologi yang
saling berbeda yang akan menyulitkan konsumen geaas yang satu
untuk berhubungan dengan konsumen perusahaandainny

c. Monopoli mempunyai kelebihan yaitu mampu mengakasiubaba super
normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangaituhkan agar
mampu membiayai riset dan pengembangan dalam ramgkaapatkan
teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yamdals ada, guna
meningkatkan efisiensi. Dengan peningkatan efisiafesi jumlah faktor
produksi yang sama dihasilkan output yang lebilabd3engan kata lain,
jika  monopoli dikelola dengan baik akan mendorongrtygmbuhan
ekonomi. Hal ini merupakan salah satu alasan negatakukan monopoli
melalui BUMN atau lembaga lain sebagai penggerdl ekonomi bangsa
Indonesia. Keuntungan yang diperoleh selanjutnyakumengembangkan
teknologi dan kinerja BUMN agar semakin baik damjadi pemacu bagi
para pelaku usaha lainnya untuk turut serta beasiov

d. Monopoli dalam efisiensi pengadaan barang publidaR semua barang

publik dapat disediakan secara efisien lewat pagalam skala besar,

122 giswantoHukum Persaingan Usahhal. 20.
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sehingga biaya produksi juga tertutupi. Sebagatatorpengadaan jalan
raya, pelabuhan laut, bandar udara, transportdskdnomunikasi, dan air
minium. Karena efisien dalam skala besar, maka sadyaan harus
mendapatkan hak monopoli alamiah yang memprodusisany publik
dengan harga murah. Apabila tidak menadapat halopminmaka para
pelaku usaha sulit memulai dengan biaya produksigytinggi dan
keuntungan yang diterima belum tentu bisa kemlzd#ird waktu singkat.
e. Monopoli dapat digunakan untuk meningkatan kesejahh masyarakat.
Perusahaan monopoli jika dibiarkan memang dapatugilean karena
memproduksi barang lebih sedikit dan menjual dentgnh mahal.
Namun dapat diberlakukan kebijakan pengaturan dugahyang dapat
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyiariebijakan ini
memungkinkan dilakukannya peningkatan output, melasubsidi
silang?® Salah satu contohnya dalam penjualan gas elplji Bertamina,
dimana ada gas yang diberi subsidi dan ada yaa§,tdimana gas elpiji
yang tidak disubsidi dijual dengan harga yang dapabhutupi sebagian
biaya produksi gas yang disubsidi. Sehingga ralsgdtagai konsumen
tetap dapat mengkonsumsi sesuai dengan kemampuanoreiaya,
dengan kata lain untuk menjaga agar kesejahteraasyarakat tetap
tercapai. Dengan adanya monopoli dan pengawasap sesuai maka
pelaku usaha dapat memproduksi dalam jumlah banglekgan
memperhitungkan nilai jual yang tidak terlalu tinggn menjaga kualitas

agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi.

2.3.4 PENGECUALIAN MONOPOLI

Undang-undang persaingan usaha tidak bertujuankuntanghukum
pelaku usaha melakukan monopoli, tetapi bertujuatakumenghukum perilaku
pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secarla sdhat. Di dalam suatu
larangan yang diatur oleh undang-undang biasanyanilikie pengecualian,
demikian juga dalam Undang-undang No. 5 Tahun 198@a dasarnya pelaku

123 prathama Raharja dan Mandala Manuriengantar llmu Ekonomi (Mikroekonomi &
Makroekonomi)(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonezi®4), him. 165.
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usaha dilarang melakukan persaingan yang tidakt delepi untuk perilaku-

perilaku tertetu tetap ada pengecualian. Pengacupkngecualian yang tersebut

diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Adapun peniggatuang terdapat dalam
Pasal 50 yaitd®*

a.

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuataksemakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; atau

perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayatelektual seperti
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desaiduysrandustri, rangkaian
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta rpemayang berkaitan
dengan waralaba; atau

perjanjian penetapan standar teknis produk lgaglan atau jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

perjanjian dalam rangka keagenan yang isinyaktisiemuat ketentuan
untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengeaya lyang lebih
rendah daripada harga yang telah diperjanjikamn ata

perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatau perbaikan standar
hidup masyarakat luas; atau

perjanjian internasional yang telah diratifikadeh Pemerintah Republik
Indonesia; atau

perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuamkuekspor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar detgn; atau

pelaku usaha yang tergolong dalam usaha keau; a

kegiatan usaha koperasi yang secara khususjimartwntuk melayani
anggotanya.

Sementara dalam Pasal 51, negara diberikan leggtiomtuk melakukan

monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkd@éagan produksi dan atau

distribusi yang menguasai hajat hidup orang barsgka cabang produksi yang

penting bagi Negara diatur dengan undang-undang disglenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau leanlyagg dibentuk atau

ditunjuk oleh Pemerintatf> Artinya bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan

124 |ndonesia (b), Pasal 50.

1251bid., Pasal 51.
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yang berkaitan dengan penyediaan dan atau pemalsarang dan jasa diatur
dengan undang-undang tersendiri, telah dikecuali#an ketentuan larangan
dalam undang-undang persaingan usaha. Adapun BdsdUndang-undang
Persaingan Usaha dapat diuraikan dalam beberapasatsagai berikut:
1. Monopoli
Monopoli menurut undang-undang persaingan usdbexarti
penguasaan dan atau pemasaran barang dan ataierjas#u oleh satu
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku us&Haefinisi tersebut tidak
secara kaku berpegang pada gagasan bahwa monopajia hbisa
dilakukan oleh satu pelaku usaha. Beberapa pels&hauyang tergabung

dalam satu kelompok pun dimungkinkan untuk melakukanopoli**’

2. Pemusatan Kegiatan

Pemusatan kegiatan menurut undang-undang peasaurgaha adalah
pemusatan kegiatan yang berarti penguasaan yaitg at@s suatu pasar
bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usahangghi dapat
menentukan harga barang atau j%8&ecara substansial istilah pemusatan
kegiatan hampir sama dengan istilah monopoli. Namtilah monopoli
lebih ditekankan pada pnguasaan produksi dan peamsaedangkan
istilah pemusatan kegiatan lebih ditekankan padayp#saan nyata atas
pasar bersangkutan yang disertai dengan kekuat&uk umenentukan
harga pricing powej), Sama seperti istilah monopoli, istilah pemusatan

kegiatan tidak mengindikasikan negatif atau po&ifif

3. Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jagamenguasai hajat
hidup orang banyak
Unsur ini memiliki deviasi materi muatan yang sadengan Pasal 33

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabangagamaduksi yang

128 1hid., Pasal 1 angka 1.
127 SiswantoHukum Persaingan Usahaal. 77
128 |ndonesia (b), Pasal 1 angka 3

129 siswantoHukum Persaingan Usah&al. 77-78.
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penting bagi negara dan yang menguasai hajat hahapg banyak
dikuasai oleh negara. Barang atau jasa dikatakiaagse barang dan jasa
yang menguasai hajat hidup orang banyak apabilailikefungsi, yaitu:

a. Fungsi alokasi, yang ditujukan pada sumber daya @&aatu negara
yang bermanfaat bagi kepentingan umum;

b. Fungsi distribusi, yang diarahkan pada pelayanamlikudan
pemerataan pembangunan yang bersifat vital untuknjamen
ketersediaan barang dan jasa dengan skala yamgdatamenjamin
produksi barang dan jasa secara efisien jika dkélegara;

c. Fungsi stabilisasi, yang berkaitan dengan pertahak@amanan,
moneter, dan fiskal yang mengharuskan pengaturarpdagawasan
khusus:*°

4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
Monopoli negara dimungkinkan apabila barang d&wu gasa yang
dimonopoli oleh negara merupakan cabang produksy yinilai penting
bagi negara dengan tujuan pelayanan publik. Ked@ntini juga
merupakan deviasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yaap phakikatnya

barang dan jasa yang terkait dengan unsur ini Hegrssfat:

a. Strategis, yaitu cabang produksi atas barang dao msa yang
menyangkut pertahanan keamanan negara secara rigngsiam
rangka melindungi kepentingan negara dan kesataagsa;

b. Finansial, yaitu cabang produksi yang berkaitant edangan
pembuatan barang dan atau jasa yang menstabilkaretenodan
jaminan perpajakan dan sektor jasa keuangan yamganfhatkan
untuk kepentingan umuni?

Tetapi pada hakikatnya, negara mempunyai kewajbamakmurkan
rakyatanya. Selain dari 2 (dua) sifat diatas, hdiingat juga kepentingan
untuk mensejahterakan rakyat. Sifat finansial sabg@ kurang tepat,

130 Tadjuddin Noer Said, “Monopoli Negara Dalam PeksipeKebijakan Persaingan,”
http://www.kppu.go.iddiunduh 12 April 2011.

131 | pid.
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karena esensi dari monopoli negara bukamadfit-oriented melainkan
benefit-oriented Boleh mendapatkan keuntungan tetapi keuntungag ya

diperoleh seharusnya digunakan untuk mengembarfgk#itas rakyat.

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Monopoli negara juga dimungkinkan selama monoméis suatu
bidang usaha teretntu diselenggarakan oleh BUMNIlarDarangka
menciptakan perekonomian yang stabil, pemerintah Berperan aktif
tidak hanya sebagai regulator atau pengawas t&thpigai pelaku usatia
yaitu dengan mendirikan BUMN. Disamping itu, seteléndonesia
merdeka, terdapat cabang-cabang penting seperttanggangan,
perminyakan, tenaga listrik dan telekomunikasi yaaguh investasi besar
dan tidak dapat dikelola secara penuh oleh swBstiadirian BUMN saat
itu tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapajugtuk membantu
meningkatkan perekonomian dan melayani kepentipgéafik.

Di Indonesia, peranan BUMN tidak hanya sebatag@elaan sumber
daya alam dan produksi barang yang meliputi haguhorang banyak,
tetapi juga berbagai kegiatan produksi dan pelayayang merupakan
porsi swasta®>> Negara memainkan peranan penting secara langamg d
tidak langsung dalam kehidupan ekonomi untuk metagin dampak

eksternal dan khusus dampak sampingan bagi lingiusgsial.

6. Badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pésherintah
Monopoli negara juga dimungkinkan dilakukan oleimbaga yang
dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Badan usalik swasta yang
ditunjuk oleh pemerintah adalah perusahaan-perasalyang menurut
bentuk luarnya memang merupakan badan usaha midikta, akan tetapi
berada di bawah tanggung jawab negara. Intensi@sukgkinan

intervensi negara terhadap kegiatan pelaku usahastawtersebut

132 Riant Nugroho dan Ricky SiahaaBUMN Indonesia, Isu Kebijakan dan Strategi,
(Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2006), hal. 5

133 Gunarto SuhardiRevitalisasi BUMN (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2007), hal 15.
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didasarkan pada ketidakmampuan bertindak pelakbausarsebut atas
tanggung jawab sendi?’ Badan atau lembaga yang dibentuk atau
ditunjuk oleh pemerintah tersebut haruslah badau #mbaga yang
fungsinya bertujuan untuk memberikan pelayanan d&panasyarakat,
yang pencapaiannya dilakukan berdasarkan ketentparundang-

undangan.

Dari uraian Pasal 51 tersebut, dapat disimpulkdnwhayang dikecualikan
dalam undang-undang adalah monopoli atau pemug&atgiatan yang berkaitan
dengan penyediaan dan pemasaran barang dan jasmisedna dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Walaupun demikian,rddlal negara yang diwakili
oleh pemerintah, persoalan yang timbul dari keslarpuni adalah pemerintah
tidak selalu memiliki cukup dana untuk menyelenggan penyediaan tersebut.
Selain itu seringkali kultur birokrasi pemerintandak efisien untuk
menyelenggarakan penyediaan langsung barang datejasbut.

Teori praktek di negara lain menunjukkan bahwaypdiaan akan menjadi
lebih berkualitas dan efisien ketika dilakukan olé&orporasi. Hal ini
menyebabkan penguasaan oleh negara tidak harusulapgleh negara dan
hanya oleh negara, akan tetapi bergantung pad&t&esiik barang dan jasa,
ketersediaan dana penyelenggaraan dan kesiaparkupelaaha swasta.
Penguasaan negara yang diwakili oleh pemerintah tibrtikan sebagai kontrol
yang efektif oleh pemerintah lebih terhadap pemgderaan penyediaan yang
dilakukan oleh penyedia barang dan jasa tersébut.

2.4 PENGERTIAN PASAR
2.4.1 PASAR BERSANGKUTAN
Dalam setiap kajian industri, langkah pertama yalilgkukan adalah

menentukan pasar bersangkutamelgvant markét™*® Penentuan pasar

134 Hansenet al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 19.

135 Adi Wibowo, “Analisis Yuridis Tentang monopoli Nam atas Pengelolaan Air bersih
di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingaaha” (Tesis Program Pasca Sarjana
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Juli 2008), B5.

136 Fahmi Lubis, et.allHukum Persaingan Usaha.hal. 50.
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bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengukuktsir pasar dan batasan
dari perilaku anti-persaingan yang dilakukan. Dengmengetahui pasar
bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaingangati pelaku usaha dominan
yang dapat membatasi perilakunya.

Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan mempaduatu fasilitas
penting dari analisa persaingan yang akurat. Pamsieh pasar bersangkutan
yang terlalu sempit dapat membawa kepada hal-hag yedak berhubungan
dengan persaingan, dan sebaliknya definisi pagaaibgkutan yang terlalu lebar
dapat menyamarkan permasalahan persaingan yangasepe™’ Ini tentu saja
menjadi suatu kasus dimana penekanan terlalu badyakpatkan pada porsi
pasar yang muncul dari definisi pasar yang tidgbatte Sedangkan menurut
Undang-undang No.5 Tahun 1999, pasar bersangkidefinisikan sebagai pasar
yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah peamataitentu oleh pelaku
usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atais s¢gel substitusi dari barang
dan/atau jasa tersebdt.

Dalam pengertian tersebut terdapat dua dimensy ganensi produkdet
of producty yang terlihat pada kalimat:”...atas barang dana/gtsa yang
samaatau sejenis atau substitusi dari barang dan/mtsa tersebut”’, dan
dimensiwilayah ielevant geographic marketyang terlihat pada kalimat:

“...berkaitandengan jangkauan atau daerah pemasartemtti...”. Berikut ini
akan diuraikanpenggambaran pasar bersangkutanmeikirut produk groduct
relevant markgt maupun pasar menurut cakupan wilayah geogrgésdraphic

relevant market

2.4.1.1 Pasar Menurut Produk

Batasan dari sebuah pasar dapat dilihat dari @iaYaitu substitusi
permintaan dari sisi konsumedefnand-side substitutipmlan substitusi dari sisi
produsen upply-side substitutiont®® Substitusi dari sisi konsumen melihat

137 bid.
138 |ndonesia (b), Pasal 1 angka 10.

139 Fahmi Lubiset al, Hukum Persaingan Usaha.hal. 51.
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batasan dari sebuah pasar dengan menginvestigasitsproduk/jasa dan melihat
substitusi terdekatnyaclpse substitule Barang yang termasuk substitusi
terdekatnya tersebut akan dimasukkan ke batasamlsgiasar bersangkutan jika
substitusi yang dilakukan oleh konsumen akan meatcegiknya harga produk
relevan (yang diinvestigasi) di atas harga tinglasainganqompetitive leveé**°
Proses pembuktian pasar bersangkutan yang umuakukldn adalah
dengan menggunakan asurngpothetical monopolist tedPengujian ini berusaha
mengidentifikasi serangkaian kecil produk dan psasu(pemilik produk yang
sedang diinvestigasi), dimartg/pothetical monopolistmengendalikan pasokan
dari semua produk di dalam rangkaian tersebut yedagat meningkatkan
keuntungan dengan menaikkan harga diatas hargadtifadPendekatan yang
mendasari tes tersebut dapat diaplikasikan untukgmdentifikasikan pasar
produk dan juga pasar menurut geografis. Pendekatamenggunakan dasar
pemikiran menaikan harga di atas level kompetBésarnya kenaikan harga
ditentukan sedemikian sehingga nilainya cukup keshun signifikan$mall but
Significant, Non-transitory Increase in PricE' Sehingga pengujian

menggunakan hipotesis kenaikan harga ini disemgaleistilanSSNIP test

2.4.1.2 Pasar Menurut Geografis

Metode yang sama dapat diaplikasikan untuk mekantucakupan
geografis dari sebuah pasar bersangkutan. Darikeissumen, dilihat apakah
konsumen dengan mudah dapat mendapatkan produksgamg atau mirip dari
produsen di daerah lain. Jika ya, maka daerahdasebut merupakan bagian dari
pasar bersangkutan secara geogfafis.

Pasar geografis yang relevan merupakan wilayah rdimsubstitusi
permintaan dan penawaran berada. Oleh kepentingamentu dalam
mendefinisikan pasar geografis merupakan suatukdatag dimana rantai
substitusi berada di pasar dan bagaimana peran gamgnkan impor dalam

mempengaruhi kemampuan pemasok lokal untuk meraikigaga. Tipe bukti

149 |bid.
! bid.

142 pid., hal. 54.
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yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan gasegrafis termasuk survei
konsumen dan perilaku pesaing, estimasi elastiséaega di berbagai tempat yang
berbeda, dan analisis perubahan harga lintas wilggmg berpengaruh. Bukti
yang terakhir dapat memberikan pembuktian yangldésaa untuk menentukan
bahwa dua wilayah merupakan suatu pasar yang siaahgrga dari suatu
produk yang dipermasalahkan bergerak bersama diakedlayah tersebut dan

pergerakannya tidak disebabkan oleh perubahantpaga produkst*?

2.4.2 PASAR MONOPOLI

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bi@anya ada satu
produsen atau penjual tanpa pesaing langsung @lak fangsung, baik nyata
maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak memypi substitusir(o closed
substitut¢. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adaayabatan l{arriers
to entry bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yaegsangkutan.
Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelorkpokmenjadi hambatan
teknis echnical barriers to ently dan hambatan legalitasegal barrier to
entry).***

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabk&amsghaan lain
sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah adagi@an secara teknis ini
disebabkan oleh beberapa hal:

1. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetakhusus dpecial
knowledgég yang memungkinkan berproduksi secara efisien.

2. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perwsah monopolis
mempunyai kurva biaya (MC dan AC) yang menurun. iMddesar skala
produksi, biaya marjinal makin menurun, sehingggydiproduksi per unit
(AC) makin rendah.

3. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumbktofaproduksi, baik
berupa sumber daya alam, sumber daya manusia méakasi produksi.
Kelompok konglomerat di Indonesia mempunyai kemaanpmonopoli

3 Ipid.

144 pid., hal. 30 - 31.
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secara teknis, karena mampu mengontrol faktor pdoerupa bahan
baku (misalnya batu kapur untuk pabrik semen).i®elatuk bahan baku,
faktor produksi yang dimonopoli konglomerat adaBbM berkualitas,

dimana tamatan-tamatan universitas top di Indonesiimnyakan bekerja
di perusahaan konglomerat, di banding perusahaeih kekasi produksi

yang khusus juga menyebabkan perusahaan memilkakguan teknis
(biaya transportasi yang sangat rendah) yang mabkeln daya

monopoli**®

Sementara yang menjadi hambatan legallegm( barriers to entryantara

lain disebabkan:

1.

2.5

Undang-undang dan Hak khusus.

Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli n&are
kemampuan teknis. Dalam kehidupan kita sehari-kéiaéi menemukan
perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapilikietdaya monopoli.
Hal itu dimungkinkan karena secara hukum merekardittak monopoli
(legal monopoly. Di Indonesia, Badan-badan Usaha Milik Negara
(BUMN) banyak yang memiliki daya monopoli karengitenasi undang-
undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, memedailiki hak
khusus ¢pecial franchispuntuk mengelola industri tertentu.

Hak paten (patent right) atau hak ciffta.

DISKRIMINASI PELAKU USAHA

Tujuan untuk menguasai pasar yang dilakukan olelakpe usaha

merupakan tindakan yang lazim dilakukan dalam kegiaisaha. Pelaku usaha

yang mampu menguasai pasar akan mendapatkan kgantamerupakan tujuan

dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Tetapi pas@an pasar yang dilakukan

dengan jalan melanggar peraturan perundang-undarg@aiah kegiatan

145 hid., hal. 32.

148 | pid.
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persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya déeabkibat pada
perekonomian.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang perbuaaky usaha yang
bertujuan menghambat atau bertentangan dengarpppassaingan usaha yang
sehat, antara lain seperti pembatasan akses pa$i#si, dan tindakan lain yang
bertujuan untuk menghambat atau mengurangi pe@aingndakan yang dapat
berakibat kepada terjadinya persaingan usaha ydak $ehat misalnya melalui
upaya penguasaan pasar yang dijabarkan dalam pebkegiatan, yang salah
satunya adalah praktik diskriminasi, sebagaimaatuddalam Pasal 19 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999.

Pengertian penguasaan pasar adalah upaya yanglkdifaloleh pelaku
usaha yang mempunyai kekuatan pasar atau pangsa@aentu dan atau sesuatu
yang signifikan dan menggunakannya terhadap pelska lain dalam bentuk
menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasanghalangi konsumen
untuk berhubungan dengan pelaku usaha lain, mesilj@@aedaran barang dan
atau jasa dan melakukan praktik diskriminasi dalznbagai bentuk terhadap
pelaku usaha tertentt Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, penguasaan
pasar yang dilakukan melalui beberapa bentuk timcgkga dapat memberikan
efek yang positif berupa pencapaian efisienss{ saviny terjaminnya pasokan
bahan baku atau produk untuk mecapai skala ekof@ronomy od scaleatau
cakupan ekonomiegconomy of scopé*® Misalnya dalam perjanjian distributor
atau pemberian fasilitas dan kemudahan yang bern&dgelaku usaha kepada
pelaku usaha lainnya. Dengan demikian ada pembendaa tindakan ini
sehingga harus dikaji dari maksud dan tujuan sitzat dari kegiatan yang telah
dilakukan.

Bagi pelaku usaha yang akan melakukan penguasasar pzaka ada
beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar mampakuiehn tindakan tersebut.

Secara rasional mereka yang akan atau mampu maelakp&nguasaan pasar

147 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “RancaRgdoman Pasal 19 Tentang
Penguasaan Pasar,” edisi 19 Desember 2006, hahtt®//www.kppu.go.id/docs/Pedoman/
draft pasal_19.pdfdiunduh 24 April 2011hal. 8.

148 | pid.
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setidaknya mempunyai kekuatan pasasarket power yang cukup signifikan
yang diperoleh melalui adanya pangsa pasar yaggififektor kelebihan yang
dimiliki misalnya HAKI, ATPM, jaringan distribusidukungan finansial yang
kuat dan fasilitas esensidf Dari pengertian tersebut maka terdapat faktorefakt
penentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu unteknbuktikan bahwa pelaku
usaha telah melakukan kegiatan yang bertujuan umekguasai pasar dengan

menggunakan salah satu atau kombinasi dari keakgar tersebut.
2.5.1 DEFINISI DAN JENIS DISKRIMINASI

Dalam persaingan, terlepas masalah benar atau, trdekurutChicago
schoolyang berlaku adalah teori evolusi Darwin. Menualitan ini persaingan
atau kompetisi intinya adalah bagaimana bertahanndemperoleh keuntungan.
Secara sederhana, beberapa perusahaan nantinymekgnsut dan yang lainnya
akan menghilang. Kompetisi adalah suatu prosesusivalimana yang menjadi
esensi dari evolusi itu adalah bagaimana cara meafma@kan eksisten$i® Apa
yang terjadi dalam dunia bisnis tidak lebih darkestar hukum alam tentang
survival of the fittestyang diterapkan pada wilayah ekonomi yang merupaka
turunan dari teorSocial Darwinisn>*

Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengamyaltiPenguasan
Pasar” menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang okalaksatu atau beberapa
kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usi® yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan g@ersaingan usaha tidak sehat
berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertamiuk melakukan

kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkiatan; a

149 pid., hal. 8-9.

150 Robert H. Bork dan Ward S. Bowman, “The Crisidintitrust,” Columbia Law Review
Vol. 65, No. 3 (Maret, 1965), hal. 375.

131 John Wright,The Ethics of Economic Rationalis§Sydney: University of New South
Wales Press, 2003), hal. 123-124.
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b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usa@ngaya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku ysadgingnya itu;
atau

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barangtalagagaa pada pasar
bersangkutan; atau

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku asatentu->?

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini nsamd@n ditujukan
kepada para pelaku usaha yang harus mempunyai kamam untuk
mempengaruhi pasar sehingga mempunyai kekuatam yasg substansial. Hal
tersebut mungkin didasarkan kepada anggapan bakwmgian yang dimuat
pada huruf a sampai d hanya dapat terjadi jikakpelsaha memiliki posisi pasar
yang kuat. Namun, yang menjadi pertimbangan bukapésoalan pangsa pasar
saja, melainkan dapat langsung diterapkan kepad&ypesaha yang melakukan
kegiatan usahanya, baik secara sendiri-sendiri la¢asama-sama dengan pelaku
usaha yang laift® Dengan kata lain, penerapan Pasal 19 tidak terggrnpada
dilewati atau tidak dilewatinya batas pangsa pes#entu™>* Konsep dalam Pasal
19 ini juga dikenal dengan istilaiefusal to deal Konseprefusal to dealtidak
hanya mencakup penolakan secara terang-teratdgar(t refusa), tetapi juga
penolakan yang halusybtle refusgl dengan menggunakan persyaratan pasokan
yang tidak masuk akalufreasonable conditiofsseperti harga sangat tinggi.
Selain itu, keduanya terdiri darefusal to dealdiskriminatif (beberapa pelaku
usaha yang diberikan dan yang lain tidak) dafiusal to dealnon-diskriminatif
(tidak ada pihak ketiga yang diberikdn.

Terminologi diskriminasi dalamindustrial Organizationbiasanya lebih
banyak digunakan untuk konteks pembedaan hargak ymoduk yang sama
dengan alasan yang tidak terkait dengan perbedaga produkst>® Dalam hal

%2 |ndonesia (b), Pasal 19.
133 Hanseret al, Undang-Undang Larangan Praktek Monopolihal. 289.

154 1bid., hal. 291.

1% Liyang Hou, “Refusal to Deal Within EU CompetitiorLaw,” hal. 1,
http://ssrn.com/abstract=16237pdf., diunduh pada 23 April 2011.
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ini dikenal diskriminasi harga dengan berbagai jdénga. Diskriminasi harga
derajat satu jika penjual mampu menetapkan hargey yeerbeda-beda untuk
konsumen yang berbeda sehingga dapat meraup setumgbius konsumen.
Diskriminasi harga derajat dua berlaku dalam bemekberlakuan harga yang
berbeda untuk blok penggunaan yang berbeda sehisgjgagian, tetapi tidak
semuanya, surplus konsumen dapat diambil oleh gkripiskriminasi derajat tiga
memberlakukan harga yang berbeda untuk barang sam@ pada pasar yang
berbeda elastisitasnya’

Syarat untuk dapat menerapkan strategi diskrimihasja adalah adanya
market poweryang dimiliki oleh perusahaan atau penjual yangapashumnya
dimiliki oleh perusahaan monopoli. Syarat keduagugaghaan harus mampu
mencegah penjualan kembali barang yang dibeli padga yang lebih murah ke
pasar dengan harga yang lebih mahal. Oleh kararsdrdtegi ini pada umumnya
efektif untuk pasar jasa dan pasar yang terpisabpjauh secara geografi€

Karena diskriminasi harga hanya mampu dilakukah plerusahaan yang
mempunyaimarket powermaka strategi ini juga berpotensi untuk disalataggan
untuk melakukan berbagai hal yang dilarang padaabgdindang No. 5 Tahun
1999. Dengan kemampuan diskriminasi harga, produwsen penjual dapat
menurunkan harga pada suatu pasar tertentu untoyamgkirkan pesaingnya dari
pasar tersebut atau menghambat perusahaan bata masuk tanpa khawatir
mengalami kerugian karena akan dikompensasi olekrpeaan dan keuntungan
dari pasar lain yang dikenakan harga yang lebigtitt®

Jika dilihat dari aspek distribusi, jelas diskriesn akan meningkatkan
penerimaan atau keuntungan produsen atau penjualgade korbanan
berkurangnya kesejahteraan konsumen karena sehaln sebagian surplus
mereka diambil. Namun demikian, diskriminasi hajgal dapat berdampak
positif terhadap kesejahteraan masyarakat secasalukehan dibandingkan

1% Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPBa}kground Paper Pedoman Pasal 19 d
UU No. 5 Tahun 199@idak dipublikasikan)hal. 2.

7 |bid.
%8 |bid.

19 pid., hal. 3.
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dengan pemberlakuan satu harga (non diskriminBsiigan diskriminasi harga,
jumlah barang yang dihasilkan dan dapat dinikmaasyarkat akan meningkat
dibandingkan dengan metode satu harga yang biasalitgaapkan oleh
perusahaan monopoli. Secara teoritis hal ini mealykdn berkurangnya
deadweight social losyang terjadi akibat struktur pasar yang monopielt§
Oleh karena itu, apakah praktek diskriminasi hg@a@a akhirnya menguntungkan
atau merugikan bagi masyarakat merupakan masalairiergang harus dikaji
kasus per kasus.

Selain diskriminasi harga dengan memberlakukan ehang berbeda
untuk segmen pasar yang berbeda elastisitasny@gli l@entuk lain diskriminasi
harga juga dapat ditemukan dalam bentuk perbedaegae mtemporal (misal:
harga berbeda pada waktu yang berbeda seperti lkamauter yang sama
berbeda pada saat baru diluncurkan dengan hargatséteberapa waktupeak
load (misal: harga tiket pesawat atau hotel berbeda ada liburan panjang
dengan bukan liburan}wo part tariff (misal: pemain golf dikarenakan iuran
angggota yang tetap, lalu dikenakan biaya terpisaiuk setiap penggunaan
sehingga anggota yang menggunakan lapangan ge#bigr lebih sering akan
mendapatkan harga rata-rata yang lebih rendah diibigtan dengan anggota
yang jarang menggunakannybyndlingdimana suatu barang yang dijual secara
paket dengan barang lainnya sementara tersediagogemg sama dapat dibeli
tanpa paket dengan harga yang sama, tgarg dimana seorang konsumen
disyaratkan membeli barang tertentu sebelum dapatibeli suatu barang*

Selain diskriminasi harga juga terdapat diskrimimes harga. Dalam hal
ini, diskriminasi non harga adalah yang sebagintaatar dalam Pasal 19 huruf d,
yang dimaksudkan sebagai tindakan atau perlakul@mdaerbagai bentuk yang
berbeda, yang dilakukan oleh seorang pelaku usab@adap pelaku usaha

162

tertentu.”” Diskriminasi dapat didasarkan pada alasan yarak twlajar seperti

160 |phig.
161 |hid.
182 \pid., hal. 4
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SARA, maupun alasan lain karena kepentingan tertesgperti keuntungan
pribadi atau teknis.

Bentuk diskriminasi non harga yang sangat jelasahd@enunjukkan
langsung sementara terdapat lebih dari satu pemasayang mampu melakukan
hal yang sam&® Diskriminasi non harga juga terjadi jika kesempata
berkompetisi hanya diberikan kepada beberapa pgemasa sementara sebagian
perusahaan lain yang juga mampu tidak diberi pglu&@ebagaimana halnya
dengan diskriminasi harga, diskriminasi non hargeaj pada umumnya
memerlukan adanya penguasaan pasaarKet controf dari pelaku usaha
tertentu™® Namun dalam kasus tertentu, penguasaan pasar deigmangsa tidak
harus besar tetapi bagi mitra usaha merupakan pasgrsignifikan. Lebih lanjut,
diskriminasi non-harga juga diperkirakan palinghtefap masalah persaingan
usaha karena sudah jelas ada perusahaan pesamgliyagikan akibat tindakan
diskriminatif tersebut. Namun demikian perlu dililmaotif dan dampakanya untuk
memutuskan apakah praktik tersebut dapat diterirreau didak. Beberapa
perusahaan lainnya misalnya memberlakukan diskasninntuk mengembangkan
pengusaha lokal, mengembangkan UKM dan diskrimide&riminasi lain yang
bernuansa positif. Untuk memastikan bahwa alasaseal tersebut tidak hanya
digunakan sebagai kamuflase untuk tindakan korgaii kepentingan pribadi,

diperlukan investigasi lebih jauh.

2.5.2 DISKRIMINASI DALAM HUKUM  PERSAINGAN  USAHA
INDONESIA

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk tdapdakukan
diskriminasi, suatu perusahaan harus memiliki pasgan pasam@arket contral.
Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaaar pdiartikan sebagai
kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pembentblkrga, atau
kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sepaaér. Aspek lainnya tersebut
dapat berupa, namun tidak terbatas pada pemaspeanbelian, distribusi,

193 |bid.

184 bid.
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penggunaan, atau akses atas barang atau jasauedtguasar bersangkutaf.
Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh satu kelasaha atau secara bersama-
sama dengan pelaku usaha lainnya, dan dapat teairisatu atau beberapa
kegiatan sekaligus.

Kegiatan penguasaan pasar sangat erat kaitanngard@emilikan posisi
dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pbsesangkutan. Penguasaan
pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, keitara sendiri maupun
bersama-sama, tidak memiliki kedudukan yang kugbdar bersangkutan. Selain
didukung oleh pemilikan posisi dominan, dan atauiiki kekuatan pasar yang
signifikan, penguasaan pasar oleh pelaku usaha higa terjadi melalui
pemilikan faktor-faktor khusus yang tidak dimilikieh pesaingny&® Faktor-
faktor khusus ini dapat berupa, namun tidak tegbgiada HAKI, regulasi
pemerintah, hal ekslusif (lisensi), jaringan dmisi, dukungan finansial, fasilitas
penting, loyalitas atau preferensi konsumen. P&ariliatas satu atau lebih faktor-
faktor ini membuat pelaku usaha berada pada pgaisg lebih diuntungkan
dibandingkan para pesaingnya.

Kegiatan melakukan praktik diskriminasi terhadapake usaha tertentu
merupakan penentukan perlakuan dengan cara yangedazer mengenai
persyaratan pemasokan atau persyaratan pembeliangbdan/atau jasa. Segala
macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku ueebatu dapat termasuk
dalam cakupan Pasal 19 huruf d ini. Kemudian, yaegbedakan antara Pasal 6
dan Pasal 19 huruf d adalah bahwa diskriminasi ydingaksud dalam Pasal 5
adalah diskriminasi dalam bentuk harga kepada pkergaeg dilakukan dalam
bentuk perjanjian, sedangkan diskriminasi dalanaPEs huruf d dilakukan tidak
hanya dalam bentuk harga tetapi juga dalam berdinnya yang tidak harus
dilakukan dalam bentuk perjanjian.

Melakukan praktik diskriminasi artinya termasuk mkak sama sekali
melakukan hubungan usaha, menolak melakukan sakadi sebungan usaha,
menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan timana pelaku usaha lain

diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Bentuikake diskriminasi tidak

%5 pid., hal. 5.

188 1bid., hal. 6.
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terhitung, dan usaha untuk menentukan bahwa seafatin diskriminasi cukup
berasalan atau tidak tergantung kepada setiap ksshisigga peran yurisprudensi
menjadi penting®’ Namun, bagian yang paling penting dalam menentskatu
perbuatan diskriminasi berasalan atau tidak, digarl analisis pengimbangan
antara kepentingan pelaku usaha yang melakukanirdisksi dan pelaku usaha
yang mengalami diskriminasi. Dengan demikian makaeptuan harga yang
berbeda-beda (antara lain potongan harga menuramtikas) tidak otomatis
dilarang karena bisa saja potongan harga dilakwafaipat berkurangnya biaya
transaksi atau sebagai respon terhadap persaiffgan.

Perilaku diskriminatif dapat juga dilakukan olehm@esok barang bermerek
kepada penyalurnya dengan alasan untuk memperi@haegutasi, kualitas, atau
harga. Selain itu, diskriminasi juga bisa dilakukarhadap pelaku usaha yang
telah menjadi mitra tetap dan yang tidak denganguleah sistem penjualan dari
yang menggunakan penyalur menjadi penjualan lamgdenkonsumen akhir.
Dalam kasus ini, perjanjian dengan penyalur suararly yang tergantung pada
produsen hanya dapat dibatalkan jika masa berlakusydah cukup lama
sehingga penyalur yang bersangkutan berkesempatark umencari kontrak
penjualan lairt®®

Pasal 19 huruf d tidak hanya berlaku untuk pemasoloplie) yang
menjual barang/jasa saja, tetapi juga kepada pelsiaina yang membelinya.
Kondisi ini terjadi ketika pemasok barang atau jamamgantung kepada

pelanggannya apabila pelanggan tersebut memilisispa@lominan atau tidak

7 Hansenet al, Undang-Undang Larangan Praktik Monopolj.hal. 296. lihat kasus
United Statey. Colgate & Co.Pada kasus ini FTC menilai bah@algate & Co(Colgaté telah
melakukanprice fixing agreemenkarena telah menetapkd&PM (Resale Price Maintenange
Policy bagi paradealersnya, apabila pardealerstidak setuju dengan harga jual tersebut maka
Colgate akan memutus hubungan jual dengan merekfugal to dedl Colgate mengatakan
bahwaRPM policytersebut dibuat untuk mengamankan harga jual shrpagar tidak terjadi haga
yang terlalu rendah atau terlalu tinggi di pasakhifya hakim memutus bahwa perusahaan
Colgatetidak bersalah karena hakim menilai bahwa tindaBalgate membuaRPM policytidak
melanggar prinsip persaingan, hal ini disebabkarera justru dengan adanya penolakan
hubungan tersebut akan meminimalisir terjadinyaulhgln/perjanjian yang bersifat kolusif antara
perusahaamanufacturedandealer.

168 | pid.

19 pid., hal. 297.
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tersedia alternatif yang cukup dan pantas bagi peknantuk menjual barang/jasa
kepada pelanggan lat®’ Jika pelaku usaha memiliki posisi yang kuat dalam
pasar menyalahgunakan posisinya tersebut untuk onemgl pelaku usaha lain
dalam rangka hubungan usaha agar memberikan dgéimaéwa tanpa adanya
alasan yang meyakinkan, maka perilaku yang sepperpada umumnya disebut
sebagai “diskriminasi pasif’. Perilaku seperti itbharu dapat dianggap
menghambat persaingan jika pembeli tidak memberparakuan yang sama
terhadap semua calon pemasok dalam rangka memp@®igyaratan pembelian
yang paling menguntungkan, melainkan melakukan peladn secara
sistematik:’* Namun, apabila pembedaan dilakukan hanya mencpitgngan
harga yang melambangkan persaingan harga dandajatitaka alasan tersebut
secara materil dianggap meyakinkan sehingga tidaiatd dianggap sebagai
perilaku diskriminatif.

Secara ringkas contoh hipotesa dari praktik disk@asi yang melanggar

Pasal 19 huruf d antara lain:
1. Penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan;

PT X melakukan penunjukan langsung kepada PT Yatamglalui proses
tender guna melakukan pengembangan sisteeportingdanmonitoringyang
disertai pemberian hak eksklusif sebagai satu-gatpenyelenggara sistem e-
reporting dan monitoring di tempat PT X dan memunigiaya aplikasinya
kepada perusahaan yang menggunakannya. KebijakahtBrEebut dianggap
telah mendiskriminasi pelaku usaha jasa penyeleaggsteme-reporting
lainnya dengan memperlakukan PT Y secara istime@@ntoh kasus ini

melanggar Pasal 19 huruf@.

2. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak ntertéanpa
justifikasi hukum, sosial, ekonomi, teknis, dansala lainnya yang dapat
diterima;

70| bid.

17 pid., hal. 298.

172 K omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPBagkground Paper Pedoman Pasal 19 d
UU No. 5 Tahun 1999tidak dipublikasikan), hal. 17.
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PT A merupakan produsen tepung terbesar dan tedbdildonesia. Pada
saat ini sudah terdapat beberapa pabrik tepungh$eTla A dan juga terdapat
banyak impor terigu dari Turki. PT D sebagai prausoti premium ingin
mendapatkan terigu kualitas paling baik yang dipksd PT A, namun ketika
mengajukan permintaan pembelian ditolak tanpa algseng jelas, padahal
kapasitas produksi PT A mempu memenuhi permintaamelbut. Pada
dasarnya PT A memiliki banyak pesaing, tetapi psedutepung menganggap
bahwa kualitas tepung produksi PT A merupakan ymgaik di kelasnya
sehingga membutuhkan bahan tersebut. Tetapi PT Aolale menjual dan

lebih memilih menjual kepada afiliasiny4.

3. Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah &epadusahaan
tertentu tanpa justifikasi hukum, sosial, ekonongknis, dan alasan
lainnya yang dapat diterima;

PT B memiliki produk obat dengan zanlodipineuntuk penyakit darah
tinggi yang sangat laku di pasar sehingga banysikilslitor yang ingin turut
memasarkan obat tersebut. Akan tetapi untuk menggsiributor, PT B
menyaratkan kepemilikan modal dan alat tertentuyylaenya dapat dipenuhi
oleh PT C yang merupakan afiliasinya. Tidak dipemydn syarat yang
dimaksud membuat perusahaan lainnya tidak bisaatedistributor. Padahal
beberapa perusahaan lain yang memiliki cakupanrpgaag luas tidak

diberikan kesempatan untuk ikut mendistribusikadpk tersebut’*

4. Menetapkan persyaratan yang berbeda untuk peladaugang berbeda
dalam pasar yang sama;
PT A adalah hipermarket yang menerima pasokan Qadari para
suppliernya untuk memenuhi kebutuhan tokonya. Untuk meriekebutuhan

dairy product PT A menyaratkan kepemilikan lemari pendinginib@d C

73 |bid.

174 pid., hal. 17-18.
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untuk dipasang di tokonya tetapi tidak menyaratkahyang sama kepada PT
B, karena perusahaan B dapat menggunakan lematinggm milik PT A"

5. Menetapkan persyaratan yang sama untuk pelaku ugahg secara
ekonomi berbeda kelas.

PT C yang merupakan sebuah supermarket menetapkanat s
perdagangantrading term$ dan besarafee yang sama baik kepada pemasok
yang termasuk golongan Usaha Kecil dan MenengatJuidaupun golongan
pemasok besar. Hal ini tentu saja secara reladif akrasakan lebih berat bagi
pemasok kelompok UKM sehingga dapat diartikan bat®a C hanya
menghendaki pemasok kolompok usaha besar. Dengaikide persyaratan
yang sama untuk kelas yang berbeda dapat diangip@ga persyaratan yang
diskriminatif sehingga dapat dikategorikan melandemsal 19 huruf &’°

Berdasarkan contoh-contoh hipotesa pelanggaramggdaaan diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa indikasi untuk dapktkwukannya kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang diuraikan dalam Padalri® d antara lain:

a. Adanya perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pelakaha terhadap
pelaku usaha tertentu, dan/atau
b. Perlakuan istimewa tersebut sama sekali tidak Barélan pertimbangan

yang beralasaH.

2.5.3 DAMPAK NEGATIF DISKRIMINASI

Secara teoritis, diskriminasi non harga berpotengrugikan bagi
masyarakat dan lembaga karena hilangnya persaiygag sehat dalam pasar
yang bersangkutan. Dengan demikian, berbagai damgesnomi akibat
persaingan yang tidak sehat berupa inefisiensi diadweightloss berpotensi

®|bid., hal. 18.
178 |bid.
17 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “RancaRgdoman Pasal 19 Tentang

Penguasaan Pasar,” edisi 19 Desember 2006, halhtfiy’//www.kppu.go.id/docs/Pedoman/
draft pasal_19.pdfdiunduh 24 April 2011.
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terjadi. Tindakan pemilihan pemasok secara apdapat menyebabkan pemasok
yang terpilih, bukan pemasok yang terbaik, bailageharga maupun kualita€.
Namun demikian, juga harus diakui dalam beberaph timalakan
penunjukan langsung atau diskriminatif lainnya Kitkerhindarkan. Peraturan dan
perundangan juga membuka peluang untuk dilakukardigriminasi secara
legal. Dalam hal inigood governancgang menjamin bahwa peluang ini tidak
disalahgunakan menjadi sangat pentifigDengan demikianrule of reason
menjadi penting untuk memutuskan apakah suatu Kardaliskriminatif akan
mempunyai dampak pro atau anti persaingan. Suatusgaan dapat saja
membatasi suplai barangnya untuk berbagai wilayaigperbeda hanya kepada
pengecer tertentu saja sehingga masing-masing eengenendapatkan
keuntungan yang lebih besar dan mempunyai insgatiy lebih besar untuk
mempromosikan produk dan menyediakan pelayanan e baik kepada
konsumen. Hal ini pada akhirnya dapat saja berdamgngembangkademand
untuk produk perusahaan tersebut lebih besar dibgkah peningkatademand
akibat harga yang lebih rendah pada saat diskrsntitak dilakukart®
Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yangliishatkan dari
pelanggaran Pasal 19, antara lain meliputi, nandak terbatas pada:
a. ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari jesaangkutan, atau
b. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi peranapat(groporsi makin
kecil) di pasar bersangkutan, atau
c. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat nsekek kehendaknya
di pasar bersangkutan, atau
d. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misdag@datan masuk atau
ekspansi) di pasar bersangkutan, atau
e. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasanigkutan, atau
f. dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli, atau

g. berkurangnya pilihan konsumen.

78 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPBagkground Paper Pedoman Pasal 19 d

UU No. 5 Tahun 1999tidak dipublikasikan), hal. 16.
179 bid.

180 1bid.
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h. berkurangnya efisiensi ekonomi dan kesejahteraayanakat®*

2.6 PENERAPAN PENDEKATAN “PER SE ILLEGAL” DAN “RULE OF
REASON” DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam persaingan usaha ditetapkan norma laranganryemiliki dua sifat
atau pendekatan yang digunakan dalam melihat uefanjian atau kegiatan
pelaku usaha, yakni larangan yang bers$tet Se(Per Se lllegdl dan pendekatan
larangan yang bersif®ule of Reasotf? Dasar pemikiran kedua pendekatan ini
adalah haruskah seseorang dihukum karena melalpdanjian atau perbuatan
yang “dianggap” membahayakan persaing&hRi sisi lain, perlukah dilakukan
pembuktian dengan asumsi mahal, lama, dan sulgkuklan akan adanya
pengurangan atau perusakan persaingan terhadappmrgnjian atau perbuatan
yang hamipr pasti merugikan atau merusak persaiifabua pertanyaan inilah
yang mendasari adanya dua model pendekatan inadekgentuan dalam hukum
persaingan usaha yang mempunyai daya jangkau yamgats luas sehingga
memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsieg@akah sesorang
dinyatakan melanggar atau tidak melanggar hukumenkar menghambat
persaingart®> Namun baik pendekatd®er SemaupunRule of Reasorhertujuan

sama, yakni bagaimana akhirnya tindakan pelaku audatak menghambat

181 hid., hal. 19.

182 pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 disempunrdgagan dikeluarkannya Act to
Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraimind Monopolies yang dikenal dengan
sebutan the Clayton Act. Pada tahun yang samabilkan Act to Create a Federal Trade
Commission, to Define Its Powers and Duties, amdCfther Purposes yang lebih dikenal dengan
the Federal Trade Commission Act. Kemudian padarta®36, the Clayton Act disempurnakan
dengan the Robinson-Patman Act, di mana penyemannya terbatas pada Pasal 2 the Clayton
Act yang mengatur tentang Diskriminasi Harga. Liisphen F. RosBrinciples of Antitrust Law
(Westbury New York: The Foundation Press, Inc.,3)9%al. 395-399.

183 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 59.
184 bid.

185 persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya dinedia,(Jakarta: Elips, 1999),
hal. 61.
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persaingan sehingga tindakan inefisiensi dan yaergugikan konsumen dapat
dihindarkan:*®

2.6.1 PENDEKATAN “PER SE ILLEGAL”

Pendekataper sedisebut jugaer se illegal per se rules, per se doctrine,
dan jugaper se violation®’ Larangan-larangan yang bersifaer Se adalah
larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlakndabngka memberi kepastian
bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tedm@s mutlak disebabkan
perilaku yang sangat mungkin merusak persaingamggd tidak perlu lagi
melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebutadre@, pendekataper se
melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan ddaksertentangan dengan
hukum.

Per se illegalsebuah pendekatan dimana suatu perjanjian ataat&eg
usaha dilarang karena dampak dari perjanjian ategiatan tersebut telah
dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menglitéemgersaingan. Oleh karena
itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapok tmalu membuktikan adanya
dampak suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukbeh pelaku usaha
pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwaapggn yang dimaksud telah
benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksald benar-benar dilakukan

oleh pelaku usaha pesaingriya.

18 A. M. Tri Anggraini, “Larangan Praktek Monopoli d&ersaingan Tidak Sehat: Per se
lllegal atau Rule of Reason,” (Tesis Program P&sagana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:
2003) , hal. 399.

187 Sebutan per se berasal dari bahasa latin yangtibeyatself, in itself, taken alone, by
means of itself, through itself, inherently, inlé&mn, unconnected with other matter, simpley as
such, in its own nature without reference to ittatiens. Sedangkarsebutanper se doctrine
diartikan jika sebuah aktivitas jelas tujuannya t@ndampak merusak, maka hakim tidak eprlu
melihat masuk akal atau tidak perbuatan tersebeiats jelas perbuatan tersebut adalah
pelanggaran, sedangkan sebufaer se violation menunjukkan bahwa terhadap jenis-jenis
perbuatan tertentu misalnya penetapan harga seeeraontal merupakan bentuk perjanjian yang
antipersaingan tanpa perlu pembuktian, sebab perbtersebut jelas telah merusak. Lebih lanjut
lihat Black, Henry CampbellBlack Law Dictionary Definition of the Term and Phrase and
Phrase of American and English Yurisprudence, Arnicend Modern,(St. Minnesota: West
Publishing Co, 1990), dan Davidson, Danielef,al, Comprehensive Business Law, Prinsiples
and Caseg(Kent Publishing Company, 1987).

188 Syamsul Ma’arif, “Perjanjian Penetapan Harga DaRerspektif UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersaingaahblsTidak Sehat,” (malakah disampaikan
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Pendekatarper se illegalharus memenuhi dua syarat, yakmrtama
harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” gada situasi pasar, karena
keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disedaigpiksaan lebih lanjut,
misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupifiyadal ini adalah adil jika
perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengkgh perusahaan, yang
seharusnya dapat dihindakedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah
mengenai praktik atau batasan perilaku yang teng® Dengan perkataan lain,
penilaian atas tindakan dari perilaku baik di pasaaupun dalam proses
pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudahkipdes demikian diakui
bahwa terdapat perilaku yang terlarang dan perijag satt’* Sebab penerapan
per se illegalyang berlebihan dapat menjangkau perbuatan ydenaeya tidak
merugikan bahkan mendorong persaingan.

Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurang@ebihannya
antara lain adalapertama terjadinya kepastian hukum terhadap suatu pexsoal
hukum antimonopoli yang munctl Ketika terjadi penetapan hargarice
fixing), boycott horizontal market divisiondan tying arrangementdilakukan
pelaku usaha, maka hakim dapat menggunakan peadekatsecara langsung.
Kedua, jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukang hampir pasti
merusak dan merugikan persaingan, maka untuk aga barsusah payah
melakukan pembuktian, tidak hanya memakan waktmumajuga biaya yang

mahal'®® Ketiga, pendekatanper se lebih memudahkan hakim memutuskan

pada rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitam #Vawasan Hukum Bisnis Lainnya,
Jakarta, 15 Februari 2004), hal. 60.

189 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 61.
190 bid.

191 Anggraini, “Larangan Praktik Monopoli dan PersaindgJsaha Tidak Sehat...”, hal. 92-
93.

192 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 61.
19 balam penerapan Undang-undang Antitrust di Ame8kakat, beberapa jenis perilaku
bisnis tertentu dipandang sebagmdr se illegal, terlepas dari penilaian mengenai berbagai
akibatnya terhadap persaingan, dan atau terlepaskaladisi yang melingkupinya. Salah satu
manfaat besar dari penggunaan metode per se ibeigddh kemudahan dan kejelasannya dalam
proses administratif. Di samping itu, pendekatarmmamiliki kekuatan mengikat (self-enforcing)
yang lebih luas daripada larangan-larangan yamgatenng pada evaluasi mengenai pengaruh
kondisi pasar yang kompleks. Oleh karena itu, penggn pendekatan ini dapat memperpendek
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perkara persaingan usatta.Hukum persaingan mempunyai daya jangkau yang
sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim umeekafsirkan secara
“bebas” apakah seorang dinyatakan telah melanggamaenghambat persaingan.
Karenanya, menggunakan pendekatan ini membuat hekim mudah sekaligus
cepat memutuskan perkara persaingan usaha.

Namun di sisi lain melakukan penerapan pendekgten se secara
berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang mung#iak merugikan atau
bahkan mendorong persaingan menjadi salah sec&amhuSebab, terkadang
pendekatan ini tidak selalu akurat menghasilkardpagan apakah suatu tindakan
pelaku usaha benar-benar tidak efisien dan memdiasumen. Tentunya hal ini
menyebabkan penerapan hukum persaingan usaha mamae-produktif.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pendekptainse biasanya
digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kdlihteiang” tanpa kalimat
tambahan “.yang dapat mengakibatkal?>.”atau dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingarhasi@dak sehat, sebagaimana
diisyaratkan dalam pendekatRale of Reason.

Apabila para pelaku usaha melakukan perjanjian Kegiatan yang
dilarang secarper se maka negara (dalam hal ini KPPU) cukup membuktika
bahwa telah terjadi pelanggaran sesuai denganpgen@njian atau perbuatannya.
Pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatag gigarang tanpa melihat
akibat atau efek yang ditimbulkan dari perbudfén.

proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanasn slndang-undang. Suatu proses dianggap
relatif mudah dan sederhana, karena hanya meligatitifikasi perilaku yang tidak sah dan
pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalamirtiatidak diperlukan lagi penyelidikan
terhadap situasi serta karakteristik pasar. Lihatl Gleysen and Donald F. Turnekntitrust
Policy: an Economic and Legal Analys{€ambridge: Harvard University Press, 1971) héR.1

194 | bid.

19 Mengenai implikasi hukum atas kata-kata “yangadapengakibatkan” maupun “patut
diduga” dalam UU No. 5 Tahun 1999 masih sesunggaldigertanyakan mengingat sewaktu
pembahasan UU ini di DPR saat itu masih diwarnagda retorika melawan dari pengusaha besar
yang menguasai sektor-sektor perekonomian. Karen@eycantuman kata-kata tersebut besar
kemungkinannya tidak mempertimbangkan implikasiadalpenerapannya, sehingga terdapat
beberapa ketentuan dalam UU ini yang tidak seldeagian praktik penerapan kedua pendekatan
dalam perkara-perkara antimonopoli. A.M. Tri AnggiaPenerapan Pendekatan Rule of Reason
dan Per se lllegal dalam Hukum Persaingdacnal Hukum Bisnis Vol. 24 (2005), hal. 6.

1% Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 62.
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2.6.2 PENDEKATAN “RULE OF REASON”

Pendekatanrule of reasonadalah kebalikanper se illegal Dalam
pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yandulikan melanggar hukum
persaingan harus mempertimbangkan situasi dan som@disus. Karenanya,
perbuatan yang ditudukan tersebut harus diteltihlelahulu, apakah perbuatan
itu telah membatasi persaingan secara tidak patotuk disyaratkan bahwa
penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbutkam perjanjian, kegiatan,
dan posisi dominan yang telah menghambat persairajan menyebabkan
kerugian®®’

Dengan kata lain, teorrule of reason mengharuskan pembuktian,
mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatay posisi dominan tertentu
guna menentukan apakah perjanjian atau kegiataebier menghambat atau
mendukung persainga®® Dalam melakukan pembuktian harus melihat seberapa
jauh tindakan yang merupakan antipersaingan tersdimiakibat kepada
pengekangan persaingan di pasar. Dalam tewei of reasonsebuah tindakan
tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbugtamy dituduhkan tersebut
kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan d&anikpendekatan ini
memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpré¢gisadap undang-undang
dan juga interpretasi pasar.

Hambatan persaingan usaha yang berkaitan dengganjmer tujuan
utamanya tidak terkena penerapan ketentuan huktimaropoli, atau perjanjian
yang disertai manfaat pro persaingan yang mengigib&eaerugian terhadap
persaingan usaha yang terjadi, serta perlu untukcapai keuntungan pro
persaingan tersebute@sonably necessary restraiptdarus dikecualikan dari
larangan kolusif!®® Penerapan asas ini didasarkan pada hukum sebbét,aki
dimana tindakan pelaku usaha secara langsung matigain langsung telah
berakibat merugikan pelaku usaha lainnya dan/atasyamakat konsumen pada

97 bid., hal. 66.

19% R.S. Khemani and D.M. ShapirGlossory of Industrial Organization Economics and
Competition Law(Paris: OECD, 1996), hal. 6.

199 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 66.
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umumnya. Selain bersifat antipersaingan, juga merygiualasan pembenaran
yang menguntungkan dari pertimbangan sosial, kaadrhaupun efek yang
ditimbulkannya serta juga unsur maksirdenf).>*

Dengan asarule of reasonni dapat diketahui akibat yang tercipta karena
tindakan atau perjanjian yang mengakibatkan pegaairtidak sehat dan praktik
monopoli sehingga merugikan pihak lain. Dalam satsitUndang-undang No. 5
Tahun 1999 umumnya mayoritas menggunakan pendekatianof reason
Penggunaarrule of reasontergambar dalam konteks kalimat yang membuka
alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebuusatibuktikan dulu akibatnya
secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur y#egtukan dalam
undang-undang apakah telah mengakibatkan terjaghrakdik monopoli ataupun
praktik persaingan tidak sehat. Untuk melihat ata@mbuktikan bahwa telah
terjadi persekongkolan yang menghambat perdagaatmun persaingan dapat
dilihat dari kondisi yang ad&:

Alasan yang sah untuk melarang suatu perjanjianm letgiatan berbeda-
beda antara satu negara dengan negara lainnyanttargadari tujuan ukum
persaingan yang berlaku. Apabila tujuannya adaetapainya efisiensi ekonomi
seperti di Amerika Serikat, maka praktek bisnismysalnya integrasi vertikal
tidak akan dilarang apabila intergrasi tersebuittkti menghasilkan produk yang
lebih efisien ketimbang tidak terintegrasi. Demikiguga apabila hukum
persaingan yang berlaku di suatu negara mempuuopart nonekonomi, maka
alasan non ekonomi dapat digunakan dalam melaraaty skegiatan usaha.
Alasan non ekonomi tentu saja berbeda-beda antdwanegara dengan negara
lain tergantung pada tujuan pembangunan ekononifya.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1988¢ of reasonni dapat dilihat
dari kalimat “mengakibatkan atau dapat mengakibathkarjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan tidak sehat, atau pgjagan patut diduga”.

Kalimat ini menyiratkan bahwa perlu penelitian yamgndalam tentang suatu

2001hid., hal. 67.
201 pid.,

292 syamsul Ma’arif Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU Bdahun
1999...,hal. 192.
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perjanjian atau kegiatan apakah berdampak terjadjpnaktik monopoli atau
tidak. Walau demikian, belum seluruh pasal yandapeat dalam Undang-undang
No. 5 Tahun 1999 dapat mengklasifikasikan secalas jgenis kegiatan atau
perjanjian yang termasuk dalaper se dan rule of reason Karenanya, ada
beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yantgyamatkan dengan
pendekataper seataupurule of reason®®

Dalam pendekatan hukum persaingan usaha ini, pkekim sangat
menentukan untuk memutuskan apakah suatu perkanadek dalanper seatau
rule of reason Hal ini disebabkan karena praktik bisnis yang gagah kepada
monopoli kerap kali mengalami perubahan dan maoakiikbentuknya yang
merupakan implikasi dari perkembangan dalam bidekgnomi, sosial, dan
politik.>** Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan sebasis kpersaingan
usaha, pandangan dasar putusan hakim didasarkan tiged hal, yakni lebih
menekankan pada efisiensi ekonomi, perlindungamde@mengusaha kecil, atau
perlindungan terhadap konsuntén.

Dengan demikian dapat kita lihat kekhasan dalamde@ieatanrule of
reasonadalah aspek dampak atau hasil suatu perjanganka&giatan usaha, serta
aspek cara dijalankannya kegiatan tersebut. Pgukk alampak atau hasil dapat
terjadi dua hal, yaitu terjadinya penghambatana@ap persaingan dan merugikan
kepentingan umum. Menghambat persaingan merupaiah satu unsur praktik
monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.ntberarti untuk menentukan
apakah suatu perjanjian atau kegiatan ekonomi adiitgr ditentukan terlebih
dahulu apakah dampaknya telah mengakibatkan pergitam persaingan.

203 penerapan pendekatper se illegalataurule of reasordalam beberapa ketentuan Pasal-
pasal UU No. 5 Tahun 1999 tidak terlalu tepat. Bape ketentuan tersebut meliputi antara lain,
ketentuan Pasal 5 yang melarang sepataseterhadap penetapan harga, padahal tidak semua
tindakan penetapan harga selalu tepat dinilai dengandekatan tersebut. Pada umumnya
pendekatarper se diterapkan terhadap penetapan harga vertikal. igda penetapan harga
horizontal mulai bergeser menggunakate of reason Ketentuan pembagian wilayah pada Pasal
9 ditentukan dengarule of reason,padahal pada umumnya negara menetapkan spearse
illegal. Demikian pula terhadap kartel yang dalam Pasalpatla umumnya negara menetapkan
secargper se illegal tetapi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ditetapkan sebade of reasonLihat
A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha kidsehat: Per se
lllegal atau Rule of Reasoral. 401-402.

204 Rokan,Hukum Persaingan Usaha.hal. 69.

205 | pid.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



76

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskanyapg dimaksud dengan
hambatan persaingan. Hambatan persaingan dalaan aempit berarti hambatan
untuk masuk ke pasar atau hilangnya atau berkuyanguatu persaingan.
Pengertian ini merupakan perwujudan dari tujuan uhukpersaingan yang
menitikberatkan pada persaingan atau terciptangtu fersaingan. Namun dalam
hambatan persaingan juga dapat mencakup berbaganmdampak negarif dari
penyalahgunaan kekuatan monopoli termasuk didalanatialah terhambatnya
efisiensi?®®

Aspek “dampak atau hasil” yang lain adalah merugikepentingan
umum. Merugikan kepentingan umum adalah unsur @kakionopoli. Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan istisetout. Sedangkan pada
aspek “cara’” Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jugaxemikan bahwa
perjanjian atau kegiatan usaha dapat dianggap easéiimgan dan karena itu
dilarang apabila perjanjian atau kegiatan tersehlakukan dengan cara tidak
jujur atau melawan hukum. Dua aspek ini adalah upsusaingan usaha tidak

sehat®’

2.7 SEJARAH SINGKAT BP BATAM

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam pakan
Kotamadya ke-2 (dua) di propinsi Riau, dimana sabhelya Kotamadya yang
pertama mendapatkan status otonom adalah Pekant@amadya Batam pada
mulanya merupakan suatu wilayah kecamatan, yaitcailatan Batam, yang
termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tatgk Kepulauan Riau.
Batam sendiri adalah nama sebuah pulau terbesi@edah Riau, tetapi tidak jelas
diketahui dari mana literatur sejarah masa lampaaldu Johor dan Riau masih
merupakan Kerajaan Melayu.

Pada abad ke-18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaaggris telah
melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belasg@aingga Pulau Batam

208 Anggraini, “Larangan Praktik Monopoli dan PersaindJsaha Tidak Sehat,.Hal. 166.

27 Syamsul Ma’arif Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU Bdahun
1999...hal. 168.
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yang merupakan pulau kembar dengan Singapura kiserkepada Pemerintah
Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 KomisandralePemerintah Hindia
Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagsidéh Riau atas nama
Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Mud&guRmenunjuk Raja Isa
untuk memegang pemerintahan atas daerah NongsRatgau Taklukanny®®
Atas Dasar peristiva sejarah tersebut, maka tangaDesember 1829 telah
ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Batam melaluattesn Daerah Kota Batam
Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yauapanggal 18 Desember
2009 akan berumur 180 (seratus delapan puluh) tahun

Terbentuknya Pemerintahan Kota Batam sebagaiusstiksekutif yang
melaksanakan roda pemerintahan pembangunan dansya&@makatan menjadi
harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahapumatantangan yang
muncul sesuai dengan perkembangan Sosial-EkonasialBudaya, politik dan
lainnya dalam masyarakd. Pemerintahan Kotamadya Batam dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun #883diresmikan pada
tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administcatpimpin oleh Walikota
yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/KaolgemBaerah Tingkat Il
lainnya, yang eksistensinya berada di bawah datarggung jawab langsung
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Riau.

Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan imptasietas dasar
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undaregignmmor 5 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Matidédentuknya Kotamadya
Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanayana&st dan pembangunan
wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya klaBwdau Batam untuk
menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih Kapal Bariwisat&® Oleh sebab
itu dilakukanlah peningkatan status Kecamatan Bayamg dulunya termasuk
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kepulauan Rizenjadi daerah tersendiri

28 «gejarah  Ringkas,” http://wwwskpd.batamkota.go.id/bapeda/files/2011/01/Sejarah-
Singkat.pdf, hal. 1,diunduh 25 April 2011.

29 petrus Danang Agus Wiseso, “Pemberian Hak atashTBagi WNA di Otorita Batam,”
(Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponeg&®marang, 2002), hal. 79.

21%1pid., hal. 80.
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dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya AdministrataBayang terdiri dari atas
3 (tiga) Kecamatan.

Luas wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.64%®88, yang terdiri
dari lautan 1.035,30 khdan daratan 612,53 Kmsedangkan banyaknya pulau
berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuniif#hbuah pulau lagi masih
kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak p&isa Pulau Batam dengan
luas kurang lebih 415 Km Pulau Bulan dan Kepala Jeri. Karena wilayah
Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis padla pelayaran
international yang paling ramai di dunia dengaakdranya 12,5 mil laut (20 km)
dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas taisan yang keluar masuk
dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekup@®ngan modal inilah maka
Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memadermpbangan di wilayah
Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnyaddng ekonomi dalam
rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI, amagemerintah
mengembangkan Pulau Batam menjadi Daerah Industi@auPBatam, yang
pengusahaannya diselenggarakan oleh dan dipertagiggtabkan kepada Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDNrB)g disingkat dengan
nama Otorita Batam.

Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Batam
tersebut menjadi daerah industri dan perdaganddrkapal, penumpukan dan
basis logistik serta pariwisata, maka dikeluarkabdrapa Surat Keputusan
Presiden atau Mentri maupun Dirjen, salah satumgah Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973. Dengan dikeluarkannya Keputu3eesiden No. 41
Tahun 1973, ditetapkan Pulau Batam sebagai daedhlstri. Hak Pengelolaan
yang diberikan kepada Otorita Pulau Batam. Ot@@tam adalah penguasa yang
bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuharahdaedustri dan
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengendalikan pengembangan Balam sebagai
suatu daerah industri;
2. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatagatih-kapalan

(transshipment) di Pulau Batam;
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3. Merencanakan kebutuhan prasaranaa dan pengusatsaladi-instalasi
prasarana dan fasilitas lainnya;

4. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha y#&jgkan oleh para
pengusaha serta mengajukannya kepada instansisnsta/ang
bersangkutan; dan

5. Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberiara-j@g yang
diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usah&ufau Batam
dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatumytk dapat
menumbuhkembangkan minat para pengusaha menananddainya di
Batam?®'!

Dengan demikian Otorita Batam memiliki kewenangangy sangat luas
untuk mengelola Pulau Batam, terutama dalam ramg&aarik investor dalam
menanamkan modalnya di Pulau Batam. Kewenanganebigrs meliputi
penyelenggaraadual function yaitu (a) sebagian fungsi pemerintahan, berupa
pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahansdbhagainya, atas dasar
pendelegasian berbagai kewenangan Pemerintah Bgsddepartemen teknis
terkait; (b) fungsi pembangunan, dimana OtoritaaBatmengelola sarana dan
prasarana seperti bandara, pelabuhan laut danup@latderi, listrik, air minum,
rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertafianélaya saing sebagai
kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagamigenpariwisatd>

Globalisasi ekonomi selain telah mendorong ketesbok ekonomi di
banyak negara, serta membuat hilangnya atau bedmya berbagai hambatan
perdagangan dengan kecenderungan ke aeab tarif juga telah mendorong
perubahan pola produksi dan distribusi produsedysen dunia. Produsen dunia
yang berasal dari negara-negara maju, dengan twjofuk meningkatkan daya
saing dan menekan biaya operasional dari produlg ydihasilkan, dimana
produsen dunia tersebut dalam memproduksi suatukrakan melakukaout-

sourchingke negara-negara dengan biaya produksi rendahld#es logistik atau

1 Indonesia (d)Keputusan Presiden Tentang Daerah Industri PulataBaKepres No.
41 Tahun 1973. Lembaran Lepas 1973, Pasal 4 ayat (1

212 «TANTANGAN BATAM PADA ERA OTONOMI DAERAH...,” http://www.pu.go.
id/punetnew?2010/indexa.asp?site_id=0202&noiddiuinduh 9 April 2011.
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terletak di lokasi yang strategf$® Dengan situasi ekonomi yang sedemikian rupa,
maka Pemerintah Indonesia kemudian mengembangkemBaisamping juga
Bintan dan Karimun, menjadi Kawasan Perdagangama8dbn Pelabuhan Bebas
(KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun.

Sebenarnya Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Belads dskenal di
Indonesia sejak tahun 1970-an yaitu dengan adangang-undang No. 4 Tahun
1970 tentang Penetapan Sabang menjadi KPBPB. Ngpeambangunan di
Sabang pada kenyataannya tidak berkembang separg diharapkan oleh
pemerintah pusat, sehingga pada tahun 1985 Peafedhisat mencabut status
KPBPB tersebut melalui Undang-undang No. 10 TaH85%

Sejalan dengan perkembangan politik di Indonesgiajtama setelah Era
Reformasi dan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusatkoieda perbaikan atas
KPBPB pada Undang-undang No. 4 Tahun 1970 menjadabg-undang No. 36
Tahun 2000 dan diikuti dengan Undang-undang No.T@@un 2000 tentang
Penetapan Kembali Sabang sebagai KPBPRBIntuk Batam sendiri, pada tahun
2000 Pemerintah Pusat dalam menyusun landasan huktuk KPBPB Batam,
Bintan dan Karimun melakukan beberapa kali perubaRarpu dan akhirnya
diundangkan menjadi Undang-undang No. 44 Tahun 2@®ifang KPBPB
Batam, Bintan dan Karimun. Berdasarkan undang-umpd@nsebut akhirnya
pemerintah membuat landasan hukum bagi KPBPB Bdamian dan Karimun.
Salah satunya adalah penetapan KPBPB Batam mélahaturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2009.

Pada bulan Februari 2009, Presiden Soesilo Bambdénghoyono
meresmikan bahwa Batam, disamping Bintan dan Karjnmenjadi KPBP
dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 nTa@09 tentang
Perlakukan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai dimdd#&®BPB, dengan
peraturan pelaksananya yang dibuat juga pada Bydahtahun 2009. Kemudian
pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2009, dissbbahwa Otorita Batam

213 panduan Pelayanan Investasi Bata(Batam: Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam, 2009), hal. 54.

2 pid.
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(OBDIPB) berubah menjadi Batam Pengusahaan KawBatam atau disingkat
BP Batam dan keberadaan BP Batam selama 70 tajaknPssraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2009 tersebut ditandatangani. Kemugala Peraturan Pemerintah
No. 2 Tahun 2009 ditegaskan kembali bahwa BP Batdrentuk oleh Dewan
Kawasan dan tugas BP Batam tetap sama dengan betikama Otorita Batam,
yaitu bertanggung jawab terhadap pembangunan, ipédkegan dan pengelolaan
Batam?!® seperti yang termuat dalam Keputusan Presiden N@®sdahun 2005
yang merupakan perubahan kelima atas Keputusamd@meblomor 41 Tahun
1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Untuk menjalankan tugasnya dalam hal pembanguregkembangan, dan
pengelolaan Batam, maka BP Batam juga secara tataisung bertanggung
jawab dalam usaha meningkatkan industri pariwidaBatam. Salah satu caranya
adalah termasuk untuk membuat regulasi terkait @ergegiatan pariwisata di
Batam. Oleh karena itu BP Batam juga diberikan pekgelolaan atas pelabuhan
atau terminal feri di Batam, yang merupakan sakti g@lur keluar masuknya
wisatawan dari dan ke Batam dan membuat berbagatupan terkait dengan
fungsinya sebagai pemegang hak pengelolaan atabub@n atau terminal feri

tersebut.

218 pid.
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BAB Il

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 32/KPPU-L/ 2009
TENTANG PENJUALAN JASA ASURANSI KECELAKAAN
PENUMPANG FERI BATAM — SINGAPURA ATAU MALAYSIA DI

TERMINAL FERI KOTA BATAM

3.1 KASUS POSISI

Adapun para pihak yang terlibat dalam perkara @ajujasa asuransi

kepada penumpang kapal feri Batam-Singapura atdayMa di terminal feri

Kota Batam yang diperiksa oleh Komisi Pengawasdfggan Usaha (KPPU) ini

antara lain:

1) Terlapor |, Badan Pengusahaan Batam (dahulu Otorita Penggeaban
Daerah Industri Pulau Batam), selanjutnya diselbuBatam.

2) Terlapor Il, PT Jasa Raharja (Persero) Batam, selanjutnya digdbu
Jasa Raharja.

3) Terlapor lll, PT Asuransi Jasaraharja Putera Batam, selanjutnya
disebut PT Asuransi Jasaraharja Putera.

4) Terlapor IV, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam, séigaju
disebut PT Jasa Asuransi Indonesia.

5) Terlapor V, PT Indodharma Corpora, selanjutnya disebut PT
Indodharma Corpora.

6) Terlapor VI, PT Synergy Tharada, selanjutnya disebut PT Synergy
Tharada.

7) Terlapor VII, PT Senima Bay Resort, selanjutnya disebut PT Senimb

Bay Resort.

Majelis Komisi pada perkara ini terdiri dari TresRa Soemardi (ketua),

Dedie S. Martadisastra, dan Ahmad Ramadhan Siregar.

Pada akhir tahun 2009, KPPU menerima laporan memngelanya dugaan

pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1999 pada kasjualan jasa asuransi

kepada penumpang ferry Batam—-Singapura atau Malaygelabuhan feri Kota

Batam. Dugaan pelanggaran dimaksud adalah dugéamggearan Pasal 9 tentang
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Pembagian Wilayah dan Pasal 15 ayat (2) tentangrifian Tertutup, Pasal 17
ayat (1) tentang Praktik Monopoli dan Pasal 19 hyd) tentang Perilaku
Diskriminasi Pelaku Usaha yang dilakukan oleh BRaBra PT Jasa Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi de@onPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRkes

Sebagimana diketahui bersama Kota Batam adalah sata kota yang
berdampingan langsung dengan Negara Tetangga, dalaim adalah Singapura
dan Malaysia, yang secara tidak langsung juga bgrdl kepada tingginya
tingkat kedatangan wisatawan yang pada akhirnyandiix suatu lembaga yang
secara khusus untuk mempromosikan Kota Batam mdiseyang dalam hal ini
adalah BTPB Batam Touris Promotion Boayd Adapun dibentuknya BTPB
adalah salah satu langkah upaya atau strategi peaterdaerah untuk lebih
meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Batam a@engara dibuatnya
agenda tahunan wisata Kota Batam.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikasa aman kepada
wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam dengan merakan transportasi
laut, maka Pemerintah dalam hal ini BP Batam, midkan setiap
Penumpang/Wisatawan yang datang di Kota Batam mpabdperlindungan
asuransi selama wisatawan itu sendiri berada da Baitam. Untuk memastikan
bahwa setiap penumpang telah merasa dirinya teldinduhgi dengan
perlindungan asuransi, oleh karena itu Pemerintata Batam dalam hal ini BP
Batam menghimbau dan menyarankan bahwa perlu diadgerlindungan
asuransi bagi wisatawan yang menuju dan berangkatsdtiap Pelabuhan di
Kota Batam, yang sekaligus dianggap sebagai daikalagi wisatawan untuk
datang ke Kota Batam.

Terkait dengan perlindungan asuransi bagi pararmppang, pada masa itu
diketahui adanya beberapa regulasi yang mengatang kewajiban asuransi
bagi para pengguna alat-alat transportasi. Dianyaradalah:

1. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Rgagan Wajib

Kecelakaan;

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentangnkete-Ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaampang;
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3. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1978 jo. Perateeanerintah No. 8
Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asufanugian Jasa
Raharja;

4. Keputusan Menteri No. 337/KMK.011/1981 tentang Mgukan
Perusahaan Perseroan Asuransi Kerugian Jasa Rahamjak
menyelenggarakan Dana  Pertanganggungan Wajib Keesla

Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Namun dari semua peraturan tersebut, belum addupan yang secara
khusus mengatur tentang kewajiban asuransi bag pangguna transportasi
penyeberangan kapal feri dengan rute internasi@wlingga akhirnya beberapa
kali BP Batam mengeluarkan surat keputusan, diavdmhgan 3 keputusan
berikut ini.

Keputusan tentang
Peraturan tentang
Kewajiban Asuransi bagi
Biro Perajalananyang
beroperasidiBatam (5K
No. 10/SKEP/KA/NV/20) [

AN
2

BATA /

dengan PT Jasa Rajaharia "'. Surat kepadaPT Jasa
tentang Kerjasama Raharjatentang besaran

Pertanggungan Asuransi Premi Asuransi
Kecelakaandiri(No. kecelakaan penumpang .I
19/SPI/KA/X,/1992 & feri (B/310/KA/V/1997).

P/07/SPP/X/1992) '

Tidak berhenti disitu, BP Batam juga mengeluarkabdoapa surat
kesepakatan bersama dengan perusahaan asurangiakerdan pengelola
pelabuhan/terminal feri di Kota Batam, yang diamqgabagai surat penunjukan
langsung untuk pengelolaan pelabuhan/terminal @@m penutupan asuransi

kecelakaan diri penumpang feri di pelabuhan/terhiagratersebut. diantaranya:
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Perjanjan
PengelolaanTerminal
Ferry International
SekupangdgPT
IndodharmaCorpora

Perjanjan

! Perjanjian
Pengelolaan Terminal | BP ) Pengje' oJ' =zn
Ferry International i L | | by Pelabuhan Ferry Teluk
Batam Centredg PT | BATAM / Senimba dgPT
Synergy Tharada / Senimba Bay Resort
Y 4

Perjanjan Kerjasama dengan
dan PTlasaRaharja, PT
Asuransilasaraharja Putera,
PTlasa Asuransilndonesia
[Momor 01 /KB, G M-
TermMX1/2003, Nomor ]
P/PFK,/D01/X! /2003, dan

wﬂﬂl_ﬂﬂ/ 2003)

Selanjutnya masing-masing pengelola pelabuhanfatmiferi ini
membuat  perjanjian penutupan  asuransi kecelakaanri dbagi
wisatawan/penumpang feri dengan beberapa perusalemmansi yang
sebelumnya telah ditunjuk/dibuat perjanjian kemasaya dengan BT Batam,
yaitu PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasaraharjaaPwtan PT Jasa Asuransi
Indonesia, dengan rincian:

1. PT Indodharma Putera membuat perjanjian denganaBa Raharja dan
PT Asuransi Jasaraharja Putera;

2. PT Synergy Tharada membuat perjanjian dengan P& Za&siransi
Indonesia;

3. PT Senimba Bay Resort membuat perjanjian dengafiaBa Raharja dan
PT Asuransi Jasaraharja Putera.

Kemudian, dalam setiap perjanjian penutupan asutatelakaan diri
penumpang/wisatawan yang dibuat antara pengeld&bydegan Terminal Ferry
Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Inteiorzed Batam Centre, dan
Pelabuhan Ferry Teluk Senimba dengan perusahaaegbean asuransi
kecelakaan tersebut, sama-sama memuat klausa yamgatakan besaran premi

asuransi wajib adalah sebesar Sin $ 1 (Satu DSllagapura) per penumpang.
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Sehingga hal ini sesuai dengan isi surat yang tilmkeh Kepala Satuan
Pelaksanan Otorita Pengembangan Daerah IndustriauPuatam No.
B/310/KA/V/1997 tertanggal 9 Mei 1997, yang ditugik kepada Pimpinan PT
Jasa Raharja tentang besarnya premi asuransi keaeladiri yang harus

ditanggung oleh setiap wisatawan/penumpang feri.

3.2  TINJAUAN HUKUM KASUS MONOPOLI DAN DISKRIMINASI
DALAM  PENJUALAN JASA ASURANSI KECELAKAAN
PENUMPANG FERI BATAM-SINGAPURA ATAU MALAYSIA DI
TERMINAL FERI KOTA BATAM: STUDI PUTUSAN KPPU NO.
32/KPPU-L/2009.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dipaparkanusebga maka peneliti
akan memfokuskan analisis terkait pada dua dugaganggaran hukum
persaingan usaha yang terkait kasus tersebut yalemgenai dugaan praktik
monopoli dan dugaan praktik diskriminasi pelakuhaspada tahap pemeriksaan
oleh KPPU.

3.2.1 PRAKTIK MONOPOLI

Berdasarkan pertimbangan KPPU dalam putusannyaaiterkasus
penjualan jasa asuransi kecelakaan diri wisatawanfppang feri Batam-
Singapura atau Malaysia di terminal feri Kota Batdraik BP Batam, PT Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jas@anss Indonesia, PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan PTntenBay Resort dapat
dikenakan ketentuan mengenai praktik monopoli seteragan Pasal 17 Undang-
undang No.5 Tahun 1999 karena secara bersama-sanguasai pasar jasa
asuransi kecelakaan diri wisatawan/penumpang &fa pnasing-masing terminal
feri di Kota Batam, antara lain Terminal Ferry hm@sional Sekupang, Terminal
Ferry Internasional Batam Centre, dan Pelabuhary Fetuk Senimb&*’

Pada pertimbangan selanjutnya dikatakan bahwa dengdanya

penguasaan pada Terminal Ferry Internasional Segup&eh PT Indodharma

217 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&uUKNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
68.
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Corpora, PT Jasa Raharja dan PT Asuransi JasadPatgra, penguasaan pada
Terminal Ferry Internasional Batam Centre oleh B3aJAsuransi Indonesia dan
PT Synergy Tharada, serta penguasaan pada PelabeiguiTeluk Senimba oleh
PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja dan PT Wsufasaraharja Putera,
yang kesemuanya itu difasilitasi olen BP Batam, ungrkkan telah terjadinya
pemusatan kekuatan ekonomi di pelabuhan/termimadig<ota Batam tersebut
yang telah mengakibatkan pelaku usaha lain di lgidesuransi tidak bisa masuk
ke pasar terseb@t®

Dalam putusan KPPU tersebut hanya hal tersebutkag ymenjadi
pertimbangan KPPU dalam menyatakan dapat diteraykaketentuan mengenai
praktik monopoli dalam Pasal 17 Undang-undang N@abun 1999 terkait kasus
ini. Hal yang sangat penting untuk dianalisis addidak adanya penjabaran yang
lebih rinci terkait unsur-unsur pasal yang didutgghd<PPU sebelumnya padahal
untuk melihat bagaimana suatu dugaan terbukti atadplak maka seharusnya
setiap unsur-unsur pasal yang diduga tersebutikauraecara lebih jelas. Setiap
unsur pasal yang dibuktikan oleh KPPU mengindikasilkada atau tidaknya
praktek persaingan usaha yang tidak sehat yantamk@an oleh pelaku usaha,
namun dengan tidak dijelaskannya setiap unsur Esara lebih rinci tersebut
menimbulkan banyak pertanyaan terkait penerapang yseharusnya dari
ketentuan mengenai praktik monopoli dalam PasalUbdang-undang No.5
Tahun 1999.

Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya uki&ak analisis lebih
lanjut mengenai bagaimana penerapan hukum pessaugpha yang ada dalam
ketentuan mengenai Praktik Monopoli pada Pasal ddabg-undang No.5 Tahun

1999 dimana Pasal 17 menyatakan bahwa:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atasikigrodan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mertgakib@rjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidakt.se

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukagupsaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jaggasmana dimaksud
dalam ayat (1) apabila:

218 pid., hal. 69.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



88

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum bdtitgsinya; atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masutakam persaingan
usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. satu pelaku atau kelompok pelaku usaha mengudshidari 50% pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Setelah melihat pemaparan Pasal 17 tersebut mddwjugrya peneliti
akan menguraikan unsur-unsur Pasal 17 tersebutkdéannya dengan kasus
penjualan jasa asuransi kecelakaan kepada penurgraBsatam-Singapura atau
Malaysia di terminal feri Kota Batam yang telah uiss oleh KPPU dalam
putusan KPPU No: 32/KPPU-L/2009.

1) Penerapan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tain 1999
Adapun unsur-unsur pasal 17 ayat (1) Undang-undémg5 Tahun

1999 antara lain sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undangamita5 Tahun
1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, bagkb@entuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dakegeidukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Rgplrigonesia,
baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui  perjanjian
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgbakonomi.?°

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka selagajtiaznys kita uraikan
unsur-unsur Pasal 1 angka 5 tersebut agar kitat capagetahui apakah
BP Batam, PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasaraRatga, PT Jasa
Asuransi Indonesia, PT Indodharma Corpora, PT $yn€harada, dan PT
Senimba Bay Resort memenuhi kriteria pelaku usabagaimana yang

dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999.

a. Setiap orang perorangan atau badan usaha

29 Indonesia (h)Pasal 13.

220 bid, Pasal 1 angka 5.
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Definisi orang perorangan atau badan usaha bessfagat luas. Baik
orang perorangan maupun badan usaha diartikan aelragg atau badan
yang melakukan kegiatan uséaffa tidak memperdulikan bentuknya,
didirikan atau dikuasai oleh perorangan swasta aemara®, melainkan
lebih menitikberatkan pada pelaku kegiatan ekon@ang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan.

BP Batam adalah suatu lembaga pemerintah yang paddnya
bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Badtam (selanjutnya
disebut Otorita Batam). Otorita Batam sendiri adakuatu lembaga
pemerintah yang dibentuk berdasarkan KeputusanideresRepublik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Ind@slau Batam dan
berubah nama menjadi BP Batam sejak dikeluarkaatttan Pemerintah
No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan BlemaPelabuhan
Bebas Batam. Sebagai lembaga yang bertanggung jaatais
pembangunan di Pulau Batam, BP Batam juga menjadiegang hak
pengelolaan atas terminal/pelabuhan feri yang a#@th Batam. Adanya
hak pengeloaan tersebut menjadikan BP Batam mefepependapatan
atau keuntungan dari pengelolaan terminal/pelabtgradi Batam.

Namun disini yang perlu dipertanyakan adalah apakaliatan
ekonomi yang dilakukan oleh suatu kegiatan ekondamtas membuat
satu lembaga pemerintah dapat disejajarkan deng@anbusaha? Bahkan
Pasal 2Il Huruf c UNCTAD Model Law mengecualikandakan-tindakan
seperti itu dari jangkauan hukum antimonopoli: ‘@kdberlaku untuk
tindakan berdaulat negara itu, atau untuk pemérindaerah...yang
diperintahkan oleh negara atau pemerintah daerau Bmbaga
pemerintah yang bertindak dalam rangka kekuasaan yang dilikgrah
kepadany&®® Sayangnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak
memberikan dasar yang memungkinkan kegiatan neaeaksa menurut

hukum antimonopoli, hanya diatur apabila negarairbak melalui badan

221 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 50
222 |pid., hal. 49.

3 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 54.
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usaha publik milik negara. Sehingga dengan dittapatya pendapatan
tersebut membuat BP Batam dapat dikategorikan seb@glan usaha.
Oleh karena itu hal ini tidak menutup kemungkinaenganggap berbagai
lembaga pemerintah sebagai pelaku usaha apabilatd&egya bersifat
ekonomi, karena penerapan undang-undang yang msyapatkan
adanya kegiatan ekonofffl tidak ada parameter tetap tentang apakah
kegiatan ekonomi tersebut, asalkan dapat menghask&untungan. Oleh
karena itu, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tal999,1BP Batam
dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karenBd&&m memperoleh
pendapatan atau keuntungan dari pengelolaan pemgeeai Pulau
Batam.

PT Jasa Raharja adalah suatu badan usaha yanigatidierdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1980 tanggal Bember 1980
tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Peraorpési Kerugian
Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (PeiRérdasa Raharja
didirikan dengan Anggaran Dasar PT Jasa RaharjadRg sebagaimana
dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 198tg dibuat di
hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. yang telah bpbekali diubah dan
ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 72 tanggalMdi 2006 yang
dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.HSavidi Jakarta.

PT Asuransi Jasaraharja Putera adalah suatu basidra Uberbentuk
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Beay Keputusan
Rapat Pemegang Saham PT Asuransi Aken Raharja mangerubahan
Anggaran Dasar Perseroan yang Akte Pendiriannyaatliblihadapan
Notaris Ny. Machmudah Rijanto, S.H. dengan Akta d@ist Nomor 81
tanggal 27 November 1993 dan disahkan oleh MeKignakiman dengan
Keputusan Nomor C2- 369.HT.01.04.TH.93 tanggal E3dinber 1993,
dan berganti nama menjadi PT Asuransi JasarahatgePpada tanggal
29 Desember 1995 dihadapan Notaris Sucipto, S.Hlalarta dengan
Akta Nomor 30 tanggal 6 Juni 1996 dan telah mendgessetujuan

224 |bid.
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Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-
10.812.HT.01.04.TH.96 tanggal 5 Desember 1996.

PT Jasa Asuransi Indonesia adalah suatu badan usafbentuk
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Aktaor 1 tanggal 2
Juni 1973 dihadapan Notaris Mohamad Ali di Jakadian telah
mengalami Perubahan Anggaran Dasar Perusahaamd2eréBersero) PT
Jasa Asuransi Indonesia Nomor 42 tanggal 10 Ma®&8 ldihadapan
Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta.

PT Indodharma Corpora adalah suatu badan usahariekiperseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan pangrundangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbdtaman Akta
Perubahan Terakhir Nomor 06 tanggal 10 Januari 389g dibuat oleh
Notaris Siti Marjami Soepangat, S.H., melakukani&i@m usaha antara
lain perdagangan, pembangunan, jasa industri, a&mgkupertanian,
perbengkelan, percetakan, biro iklan, perawatanumgdedung dan
pertambangan.

PT Synergy Tharada adalah suatu badan usaha b#tbpetseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan pangrundangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbdtaman Akta
Perubahan Terakhir Nomor 66 tanggal 15 Mei 2001gydibuat oleh
Notaris Agus Madjid, S.H.

PT Senimba Bay Resort adalah suatu badan usahenbekiperseroan
terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 3dgtd 14 Februari
2007 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.Helakukan kegiatan
usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidambgegunan dan
pengelolaan pelabuhan laut, terminal ferry, kapaliki keberangkatan dan
kedatangan baik domestik maupun internasional dasrmapa,
menjalankan  usaha dalam bidang pembangunan, panjual
pengembangan, penjualan, dan pengurusan kantayrkdah ruangan-

ruangan kantor dan rumah-rumah dan pembangunangnguban.
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Berdasarkan uraian diatas, maka seluruh terlagandkasus ini telah
memenuhi kriteria sebagai badan usaha, dan dengamkidn unsur

“setiap orang perorangan atau badan usaha” it tetpenuhi.

b. Baik yang berbentuk badan hukum atau bukan bademmu

Dalam hukum Indonesia ada beberapa bentuk perusatesasy yang
dapat digolongkan sebagai badan hukum, antaraddatah Perseroan
Terbatas, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun. Dalauskiani BP Batam
adalah suatu lembaga pemerintah non departemeimggaehBP Batam
tidaklah berbentuk suatu badan hukum.

Sedangkan baik PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jagardtutera, PT
Jasa Asuransi Indonesia, PT Indodharma CorporaSyiergy Tharada,
dan PT Senimba Bay Resort merupakan badan usalta bembentuk
badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diéam Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatag telah
disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi

Dengan demikian maka unsur “baik yang berbentulabdaikum atau

bukan badan hukum” ini telah terpenuhi.

c. Yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan dtagi dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia

Pada kasus ini baik BP Batam, PT Jasa Raharja, BiraAsi
Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi Indonesimd®@harma Corpora,
PT Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort ildidir dan
berkedudukan di wilayah hukum negara Republik lredoa

BP Batam didirikan berdasarkan Keputusan PresideepuBlik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Indestau Batam jo.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang ga@awRerdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan bekedudukinEgigkau Putri
Nomor 01, Batam Center, Batam, Provinsi Kepulau@uR

PT Jasa Raharja Batam didirikan dan berkedudukdaldn Ir. Sutami
Nomor 01, Komp. Perkantoran Sekupang, Batam, Psouepulauan
Riau 29422. PT Asuransi Jasaraharja Putera didiiilken berkedudukan di
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Jalan Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A Norfdy Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. PT Asuransi Indonesia rididn dan
berkedudukan di Komp. Regency Park Blok I/3, Jalauku Umar —
Lubuk Baja, Pulau Batam 29432.

PT Indodharma Corpora didirikan dan berkedudukahedminal Ferry
Internasional Sekupang, Jalan R.E. Martadinata, ujsetg, Batam,
Provinsi Kepualaun Riau.PT Synergy Tharada didirikan dan
berkedudukan di Batam Centre Point, Internatiomaty=Terminal, Batam
Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. PT Seni@naBesort didirikan
dan berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dhalan, Kokjaterfont City
Nomor 01, Sei Temiang, Batam, Provinsi KepulauauRi

Dengan demikian maka unsur “yang didirikan atauakgtan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia'terah terpenuhi.

d. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

Semua Terlapor baik baik BP Batam, PT Jasa Rah@fjaAsuransi
Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi IndonesianB&@& Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRadalah pelaku
usaha yang menjalankan usahanya secara sendiriurNgka dikaitkan
dengan kasus penjualan jasa asuransi kecelakaad&g@enumpang feri
Batam-Singapura atau Malaysia di terminal feri K&atam, terdapat
perjanjian-perjanjian yang melatarbelakangi kegiatsaha penjualan jasa
asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri da Batam tersebut,
misalnya pada Terminal Ferry Internasional Sekupditadkukan kegiatan
usaha penjualan jasa asuransi kecelakaan wisatevampang feri
berdasarkan perjanjian antara PT Indodharma Corderman PT Jasa
Raharja dan PT Asuransi Jasaraharja Putera, padainbd Ferry
Internasional Batam Centre dilakukan kegiatan uspbajualan jasa
asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri kadas perjanjian
antara PT Jasa Asuransi Indonesia dengan PT Syiéayada, dan pada
Pelabuhan Ferry Teluk Senimba dilakukan kegiatahaigpenjualan jasa

asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri kadas perjanjian
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antara PT Senimba Bay Resort dengan PT Jasa RalaawjRT Asuransi
Jasaraharja Putera.

Kesemuanya difasilitasi dengan perjanjian kerjasamtara BP Batam
dengan PT Jasa Raharja tentang Kerjasama Pertajayguisuransi
Kecelakaan Diri dan perjanjian kerjasama tentarsgutmg/a premi asuransi
kecelakaan diri yang harus ditanggung oleh setieatawan/penumpang
feri.

Dengan demikian maka unsur “baik sendiri maupursdrea-sama

melalui perjanjian” ini telah terpenuhi.

e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamdekonomi

Dalam kasus semua terlapor baik baik BP Batam,&3& Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuranside@orPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRewlakukan
kegiatan di bidang ekonomi.

BP Batam adalah lembaga pemerintahan yang dibemu#lasarkan
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973, dan telalgahemi perubahan
lima kali, yang terakhir dengan Keputusan Presiden 25 Tahun 2005.
Salah satu tugas BP Batam berdasarkan Keputusasidé&retersebut
adalah untuk menjamin agar tata cara perizinanp#gmnberian jasa-jasa
yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankamasli Pulau Batam
dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatumytk dapat
menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan maddiniualu
Batam®®® Kegiatan pemberian izin-izin itu dilakukan dalarangka
meningkatkan pemasukan daerah bagi Kota Batam, §grignya untuk
memajukan perekonomian Kota Batam. Maka secar& tategsung, BP
Batam melaksanakan kegiatan yang turut menunjangiaties
perekonomian di Kota Batam tersebut. Sehingga ddpatakan turut
melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

% Indonesia (e)Keputusan Presiden Tentang Perubahan Kelima atgsitsan Presiden
No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri PulavaBatepres No. 25 Tahun 2005. Lembaran
Lepas 2005, Pasal 4 ayat (1) huruf e.
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PT Jasa Raharja (Persero) Batam, PT Asuransi basgrdutera, dan
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam adakxusghaan-
perusahaan yang melaksanakan kegiatannya dengayediegtan jasa
asuransi kecelakaan diri. Sedangkan kegiatan paayegasa merupakan
salah satu bentuk/cabang kegiatan produksi. Kegigtaduksi adalah
kegiatan menyalurkan barang dan jasa untuk memeéihituhan. Jadi
produksi tidak melulu selalu berhubungan dengan bpewan barang,
melainkan termasuk penyediaan jasa.

PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan éhintha Bay
Resort adalah perusahaan-perusahaan yang melakegetannya dalam
bidang pembangunan dan pengelolaan pelabuhan tEwtterminal feri.
Kegiatan pengelolaan juga termasuk dalam bidangateay penyediaan
jasa, yaitu jasa pengelolaan. Sedangkan kegiatanyegman jasa
merupakan salah satu bentuk/cabang kegiatan prodidgiatan produksi
adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa unémkemuhi kebutuhan.
Jadi produksi tidak melulu selalu berhubungan denmanbuatan barang,
melainkan termasuk penyediaan jasa.

Dengan demikian maka unsur “menyelenggarakan barldeggiatan

usaha dalam bidang ekonomi” telah terpenuhi.

2. Unsur “Melakukan penguasaan atas produksi dan/gtemasaran
barang dan/atau jasa”

Mengenai istilah ‘penguasaan’ dalam Pasal 17 entik dengan yang
terdapat di Pasal 4 ayat (1) UNCTAD Model L& Sebagaimana dalam
hal Pasal 4, dalam rangka interpretasi yang bdrtalari anggapan
UNCTAD harus disimpulkan bahwa ketentuan tersebamyh tertuju
kepada pelaku usaha yang memiliki kekuatan passy gangat besaf’
Karena itu, istilah ‘penguasaan’ diinterpretasiksaima dengan istilah

‘posisi dominan’ sebagaimana diterangkan dalamldasgat (4). “Posisi

226 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 275.

227 pid., hal. 276.
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dominan penguasaan pasar’ menunjuk pada kepadaisiitmana pelaku
usaha, sendiri, atau bersama pelaku usaha lainpmanenguasai pasar
bersangkutan untuk barang atau jasa atau kelompo&nd atau jasa
tertentu??®

Adapun Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Ta88@ herbunyi:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku uisi#kamempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalaiemkdengan pangsa
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyasi pertinggi
diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalartankalengan
kamampuan keuangan, kemampuan akses pada pasalgreajualan,
serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan ataunpesin barang
atau jasa tertenti’

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka selapjupgylu untuk
menguraikan unsur-unsur penting agar dapat diketglakah BP Batam,
PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja PuteraJaBd Asuransi
Indonesia, PT Indodharma Corpora, PT Synergy Thaamdah PT Senimba
Bay Resort memenuhi penguasaan pasar atau mendouokiki dominan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang NahGin 1999.
Dalam Pasal 1 angka 5 ini ada beberapa alternagiiruyang ditawarkan,

antara lain:

a.) “Tidak mempunyai pesaing yang berarti atau gpogertinggi
diantara pesaingnya”

Unsur ini mengandung makna bahwa persaingan taagggip lagi
melaksanakan fungsi utama pengawasan terhadapupetaiha yang
bersangkutan, yaitu kalau pelaku usaha bersanglddapat bergerak
bebas terhadap pesainganya sehingga mempunyai gexag yang
tidak lagi dikuasai persaingan secukupfifsSementara mengenai opsi
posisi tertinggi diantara pesaingnya cenderunghlemiudah untuk
diterapkan. Posisi tertinggi ini haruslah diartikadak terbatas oleh

?28 |pid, hal. 36.
22 Indonesia (b), Pasal 1 angka 4.

20pid., hal. 37.
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satu pelaku usaha saja yang menempati posisi doffithanelainkan
berlaku juga jika terdapat beberapa pelaku usahg yaemiliki posisi
tertinggi diantara pesaingnya, sehingga unsur iemjadi lebih mudah
diterapkan bagi pelaku usaha.

Dalam kasus dapat dilihat bahwa BP Batam adalahbdgm
pemerintah yang ditunjuk berdasarkan keputusan idenes untuk
bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbkengiatan
ekonomi di Pulau Bataff? Selain itu, BP Batam juga sebagai otoritas
satu-satunya yang memegang hak pengelolaan amasaépelabuhan
feri di Kota Batanf>® Dengan demikian jelas bahwa BP Batam tidak
memiliki pesaing dalam kaitannya dengan fungsi y@ifgdankannya.

Sementara bagi perusahaan-perusahaan asuransaekeyagu PT
Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, Bd Asuransi
Indonesia, sulit untuk mengatakan bahwa tidak @saipg yang berarti
bagi mereka dalam bidang asuransi kerugian, halisgbabkan karena
masih banyaknya pelaku usaha di bidang asuransigier dan
perusahaan-perusahaan juga masih memiliki pangsamea sendiri.
Sampai dengan tahun 2010 sendiri, di Batam terddpgterusahaan
asuransi yang mengkhususkan kegiatannya dalam didaaransi
kecelakaan diff** Hal ini menunjukan bahwa semua perusahaan
asuransi kecelakaan diri tersebut masih mampu t@Ecdeebas dalam
persaingan di bidang asuransi kerugian, oleh sgbdbl Jasa Raharja,
PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asumdnsesia tidak
dapat dikatakan tidak mampunyai pesaing yang her@dupun

memiliki posisi yang lebih dari tinggi dari pesaiyg dalam pasar

?*!1bid., hal. 38.
%32 |ndonesia (), Pasal 4 ayat (1).

233 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&KNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
52.

234 “Direktori Perasuransian Indonesia 2010,” www.h@gre.go. id/perasuransian/...
[direktori_perasuransian_indonesia_2010.@téinduh 12 Maret 2011.
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bersangkutan, terlebih ketiganya mempunyai pangsarpyang tidak
sampai 50%.

Melihat fakta bahwa PT Jasa Raharja, PT Asuransardharja
Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesia adalalp¢igku usaha yang
mendapatkan penguasaan pasar karena mendapatkes aks BP
Batam, PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharaala PRI Senimba
Bay Resort melalui perjanjian penutupan asuransi tiga
pelabuhan/terminal feri tersebut, membuat PT Jashafa, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuradmidsia , hal ini
membuat ketiga perusahaan asuransi kerugian térsebuiliki posisi
yang tertinggi diantara pesaingnya. Kedudukanrtggiiini bukan lahir
secara alamiahn@tural) melainkan lahir dari suatu mekanisme yang
anti persaingaf®’

Seharusnya BP Batam, PT Indodharma Corpora, PT r@yne
Tharada, dan PT Senimba Bay Resort dapat melakolei@anisme
yang lebih pro persaingan dan mengedepankan edisidalam
memiliki pelaku usaha untuk melakukan penutupatdpggungan
asuransi, misalnya dengan dilakukannya tender. iakani dilakukan
mungkin saja akan menciptakan harga premi yang) ledisaing karena
tidak semuanya menawarkan premi sebesar Sing $afu (Sollar
Singapura) dan akhirnya akan menguntungkan konsumen

Sementara untuk PT Indodharma Corpora, PT Synetgyata,
dan PT Senimba Bay Resort adalah satu-satunya Ipénge
pelabuhan/terminal feri yang ditunjuk oleh BP Batafsecara
berurutan) untuk Terminal Ferry Internasional Sekgy Terminal
Ferry Internasional Batam Centre, dan Pelabuhary AFeluk Senimba.
Hal ini menyebabkan PT Indodharma Corpora, PT Spndiharada,
dan PT Senimba Bay Resort tidak mempunyai pesaahgrd sektor

usahanya.

235 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&kNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
57-59.
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Dengan demikian unsur “tidak mempunyai pesaing yang
berarti/posisi tertinggi diantara pesaingnya” tekatpenuhi.

b.) Dalam pasar yang bersangkutan

Pasal 1 angka 10 menyebutkan pasar bersangkutkain ada

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitamard¢mpkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usalsabatang
dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau subsidtisbarang
dan/atau jasa tersetiif.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dilihatvbgbasar terdiri
dari dua dimensi, dimensi produksef of producfsyang terlihat pada
kalimat “atas barang dan/atau jasa yang sama ad@nis atau
substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut” diamensi wilayah
(relevant geographic marKetyang terlihat pada kalimat “berkaitan
dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertemtti”.dari dua
dimensi tersebut adalah menekankan pada adanyaitssibbarang
dan/atau jasa yang diusahakan oleh pelaku usalandahsar yang
relevan, baik dari konsumendgmand-side substitutipn produsen
(supply-side subtitution maupun dalam jangkauan geografis yang
bersangkutaf®”

Dalam putusan terkait kasus penjualan jasa asurkesada
penumpang feri Batam—Singapura atau Malaysia da Battam, KPPU
mempertimbangkan mengenai pasar bersangkutan imgade
membaginya dalam katergorgeographical marketdan product
market?® Dalam pertimbangannya KPPU mengatakan bahwa yang
menjadi geographical marketadalah Terminal Ferry Internasional
Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Cemta@ Pelabuhan
Teluk Senimba. Sementara yang menjadiduct marketadalah jasa

asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan/penumpangdf Terminal

3% Indonesia (b), Pasal 1angka 10.
237 Andi Fahmi Lubiset al, Hukum Persaingan Usaha,.hal. 51-54.

238 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&uUKNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
19-20.
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Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Irdsional Batam
Centre, dan Pelabuhan Teluk Senimba. Sehingga pgsag
bersangkutan dalam perkara ini adalah Jasa Asukatslakaan diri
bagi wisatawan/penumpang feri di Terminal Ferryeinasional
Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Cemiaa Pelabuhan
Teluk Senimba.

Definisi pasar bersangkutan berdasarkan Pasal 2df ha
UNCTAD Model Law menunjuk kepada sektor perdagangan yang
mengalami hambatan persaingan usaha dan menunpad&edaerah
geografis pasar bersangkutan, didefinisikan agdipaotesemua barang
dan jasa yang dapat mendistribusi, serta semuangesi daerah
berdekatan yang dapat dihubungi pembeli apabila bhtan atau
penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kenaikaa lyarmy berart*®
Dengan demikian definisi pasar haruslah diartikeas] dimana terdapat
barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis, tersalssitusi barang
tersebut*®, yaitu substitusi permintaan dari sisi konsumaengand-side
substitution dan substitusi dari sisi produsesuply-side substitutign
Dengan demikian pasar disini termasuk meliputi kead sebelum
ataupun sesudah terjadinya praktik monopoli dalakupgan geografis
pasar yang bersangkutan, yaitu dimana substitusnip@an dan
penawaran ini berada.

Dengan demikian apabila ingin tetap konsisten, menpeneliti,
KPPU seharusnya mendefinisikan pasar dalam kasusdak hanya
terbatas pada Terminal Ferry Internasional Sekupaegminal Ferry
Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan Telukn®en melainkan
juga harus mendefinsikan pasar bersangkutan unta&ingrmasing
Terlapor termasuk BP Batam, PT Indodharma CorpBfa,Synergy
Tharada, dan juga PT Senimba Bay Resort.

2% Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 94.

249 pid., hal. 95.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



101

Khusus untuk BP Batam, sebagaimana disebutkan baBiva
Batam adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk lsaran undang-
undang khusus untuk melaksanakan pengelolaan tgrh&dgiatan
ekonomi termasuk memegang hak pengelolaan atassfpelabuhan
feri di Kota Batam, sehingga yang merupakan pasesangkutan dari
BP Batam ini adalah jasa atas pengelolaan kegektanomi atau hak
pengelolaan atas terminal/pelabuhan feri di KotéaBa yang mana
jelas bahwa dalam pasar tersebut tidak ada sudiattu

Untuk Terlapor PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasgeaRutera,
dan PT Jasa Asuransi Indonesia, yang menjadi feesaangkutannya
adalah penjualan jasa penutupan asuransi kecelaRaaal 1 angka 17
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sendiri mendefiaisikasa sebagai
berikut:

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekexjaarprestasi
yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimtaiaaleh
konsumen atau pelaku us&fia.

Adapun asuransi dapat dikategorikan sebagai jaseen&a
merupakan layanan yang berbentuk pekerjaan atastapre Yang
dimaksud dengan jasa penutupan asuransi kecelalkaadalah suatu
pertanggungan yang wajib dilakukan oleh perusabhaaransi kerugian
yang telah ditunjuk untuk masing-masing Terminalryénternasional
Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Cemiae Pelabuhan
Ferry Teluk Senimba bagi para penumpang feri yahghtmembayar
premi sebesar Sing $ 1 (Satu Dollar Singapura)aoeaan dengan
pembayaran tiket penyeberangan feri dari atau kegapura atau
Malaysia. Kewajiban untuk pertanggungan inilah yamgrupakan
layanan prestasi kepada para penumpang/wisatawaefebayar uang

premi.

Dalam putusan KPPU, hanya jenis pasar bersangkuitah yang
dipertimbangkari®® itupun sesudah ditunjuknya ketiga perusahaan

41 |ndonesia (b), Pasal 1 angka 17.
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asuransi tersebut melalui perjanjian dengan PTdhdona Corpora,
PT Synergy Tharada, dan juga PT Senimba Bay Resotuk
melakukan penutupan asuransi kecelakaan diri dmihed Ferry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadiddatam Centre,
dan Pelabuhan Teluk Senimba. Hal ini menurut peneia menjadi
tidak tepat, karena pasar bersangkutan juga hardsfirdsikan
terhadap substitusi produk (dalam hal ini jasa)gydifual, yaitu semua
produk asuransi kecelakaan diri dari semua perasah@suransi
kecelakaan yang ada di Batam atau berpotensi nsehdgai penyedia
jasa asuransi kecelakaan di Terminal Ferry Intéonaé Sekupang,
Terminal Ferry Internasional Batam Centre, dan [Réian Teluk
Senimba. Jika definisi pasar dibatasi pada keadatalah penunjukan
pelaku usaha penyedia asuransi, maka secara oc$oRTatlasa Raharja,
PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asurshenesia
memiliki penguasaan pada ketiga terminal/pelabulesebut dan hal
ini tentunya menjadi tidak relevan dengan defipasar bersangkutan.
Pasar bersangkutan terakhir yang harus didefimsikilam
putusan KPPU adalah pasar bersangkutan dari Tefapéndodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan juga PT Senimba Masort.
Ketiga perusahaan tersebut adalah sebagai pengelola
pelabuhan/terminal feri di Kota Batam, vyaitu TeralinFerry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadiddatam Centre,
dan Pelabuhan Teluk Senimba. Sehingga yang menpadiar
bersangkutannya adalah jasa pengelolaan pelabetramal feri, dan
dalam mendefinisikan pasar ini pun harus luas, puglisubstitusi dari
konsumen dan substitusi produsen dalam cakuparrafeogasar yang
bersangkutan, yaitu di Batam. Mengenai pasar bgksdéan inipun
tidak diketahui mengenai potensi pelaku usaha pgsataupun
substitusi yang ada yang diharapkan mampu untulkuknke dalam

pasar bersangkutan tersebut, hal ini dikarenakatukumasalah

242 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&KNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
54.
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penguasaan telah ditutup melalui perjanjian kensgpengelolaan
pelabuhan/terminal feri antara BP Batam dengan Rdodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan juga PT SenimgaRBaort.

Sebaliknya yang dijadikan pasar bersangkutan dakmmbangan
dalam putusan KPPU ini hanya penjualan jasa asukanslakaan diri
wisatawan/penumpang feri, padahal terdapat Terl&frBatam dan
PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, sert&éhimba Bay
Resort yang jelas memiliki pasar bersangkutan yzerpeda. Hal ini
membuat seharusnya keempat pelaku usaha ini tidp&t dlikenakan
dalam satu pasar bersangkutan, karena menjadi tickd&van
hubungannya antara pelaku usaha dengan pasar giarsam yang
dikuasainya. KPPU seharusnya memberikan rasio npestigan
keempat pelaku wusaha ini dengan masing-masing pasar
bersangkutannya, baru dapat dikatakan bahwa meeekakti dalam
unsur pasal ini.

Dengan demikian, menurut peneliti, jika melihat gad
pertimbangan KPPU yang hanya menuliskan pasar rggestannya
adalah  penjualan  jasa  asuransi kecelakaan  diri  bagi
wisatawan/penumpang feri di Terminal Ferry Interoaal Sekupang,
Terminal Ferry Internasional Batam Centre, dan Rdlan Teluk
Senimba, maka unsur “melakukan penguasaan ataskziodan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa” hanya dapat dipelathTerlapor
PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Puter&®Tddasa Asuransi
Indonesia. Sedangkan untuk Terlapor BP Batam, miodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRiégak dapat
dipenuhi karena jenis pasar bersangkutan yang skoga tidak
relevan dengan kedudukan masing-masing Terlapseliat.

3. Unsur “Yang dapat mengakibatkan terjadinya fikakonopoli atau
persaingan usaha tidak sehat”
Sebagai elemen penting dari unsur ini, maka defoedam Pasal 1

angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. BnTHPO9 tentang
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praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sebhatishah terpenuhi.
Adapun Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 Tah@® Bérbunyi:

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekooteghi satu atau
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainydugisi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu gahmgnimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikaentiegan
umum?*3

Sementara Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 TAaB98

mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagéiit:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan eleku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearasmrang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujm atelawan hukum
atau menghambat persaingan usdha.

Berdasarkan bunyi rumusan pasal tersebut, makaaipgaes usaha
tidak sehat ditandai tiga alternatif kriteria aatéain, (1) persaingan usaha
yang dilakukan dengan cara tidak jujur, (2) melawamkum, (3)
menghambat persaingan usaha. Bunyi ketentuan undatang tersebut
menegaskan bahwa poin (1) dan poin (2) menganggealaku tersebut
sebagai persaingan usaha tidak sehat, sedangkarmppad(3) menunjuk
kepada akibat suatu perilaku tertentu tersébut.

Unsur ini adalah unsur yang sangat penting untwukgkapkan dan
dibuktikan oleh KPPU karena tidak semua kondisiapasonopoli itu
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, naepertsyang telah
dijelaskan sebelumnya KPPU tidak menjelaskan seledmia terperinci
setiap unsur yang ada dalam Pasal 17 Undang-urdarig Tahun 1999
terkait dugaan praktik monopoli pada kasus tersetmrmasuk unsur
“vyang dapat mengakibatkan terjadinya praktek mohoman/atau
persaingan usaha tidak sehat” sehingga pertimbaysyag diberikan oleh

KPPU tersebut masih bersifat sangat umum. Olehnkaitu melalui

3 Indonesia (b), Pasal 1 angka 2.
244 Indonesia (b), Pasal 1 angka 6.

%5 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 61.
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penelitian ini diharapkan dapat melakukan analsisg lebih mendalam
mengenai unsur ini seperti yang Peneliti lakukashepanalisis unsur-unsur
sebelumnya.

Dalam Pasal 17 Undang-undang No.5 Tahun 1999 mekamjbahwa
pada prinsipnya tidak semua monopoli dilarang, y@ngenting sepanjang
tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau pagan usaha tidak
sehat. Dalam suatu praktik monopoli ada beberapayaag perlu
diperhatikan antara lain bahwa praktik monopoli menekankan pada
adanya pemusatan kekuasaan, sehingga terjadi kopdsar yang
monopoli. Karenanya, praktik monopoli tidak harasdsung bertujuan
menciptakan monopoli, tetapi istilah ini pada umymmenggambarkan
suatu usaha mencapai atau memperkuat posisi domimasar*® Dalam
pasar monopoli pelaku usaha tidak memiliki pesakagena adanya
hambatan l{arriers to entry bagi pelaku usaha lain untuk memasuki
industri yang bersangkut&f.

Pada pertimbangan KPPU, disebutkan bahwa telafdteyja praktik
monopoli pada Terminal Ferry Internasional Sekupargrminal Ferry
Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan FerryukTebenimba
disebabkan karena adanya pemusatan kekuatan ekodbnkietiga
pelabuhan/terminal tersebut yang mengakibatkarkpalaaha lain tidak
dapat masuk ke pasar tersebut. Hal ini dianggapgselsuatu bentuk
barriers to entry bagi pelaku usaha asuransi kecelakaan lain untuk
memasuki industri yang bersangkutan. Jika dililepirgas memang benar
terlihat bahwa dengan adanya pemusatan kekuateaa paaninal Ferry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadi@aam Centre, dan
Pelabuhan Ferry Teluk Senimba telah menciptddaaners to entryyang
kemudian menyebabkan persaingan usaha yang tithak padarelevant

market Namun ada baiknya kita melihat konsistensi antamausan unsur

%% HansenUndang-Undang Larangan Praktik Monopolihal. 25.Monopolistic practices
therefore do not necessarily directly aim to esetbmonopolies, but the term generally describes
an effort to create or to amplify a dominant pasitiof the market.

247 Andi Fahmi Lubiset al, Hukum Persaingan Usaha.hal. 31.
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pasal dengan pertimbangan KPPU dalam melakukan ydgrab terhadap
unsur pasal tersebut.

Dalam Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (gang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/afmrsaingan usaha
tidak sehat” ini memang tidak diatur dapat dipdnofeelalui cara yang
seperti apa, termasuk melalui perjanjian sekalipB8ehingga hal ini
membuat Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjadk tkdansisten
dalam membagi Bab Perjanjian yang Dilarang dengam legiatan yang
Dilarang®*® Di satu sisi Pasal 17 masuk dalam bagian Kegigtny
Dilarang, namun disisi lain ini KPPU telah membarikpertimbangan
terbuktinya unsur Pasal 17 ini dengan menyatakawahbarriers to entry
terhadap pelaku usaha asuransi kecelakaan laimtdibaelengan cara
dibuatnya perjanjian penutupan asuransi oleh paré&gor dalam kasus
tersebut. Kalau memang Pasal 17 masuk dalam B&nteKegiatan yang
Dilarang, seharusnya KPPU konsisten dalam membenieatimbangan
terhadap unsur pasal ini, jangan lagi mengaitkan atendalilkan adanya
perjanjian-perjanjian sebagai pembentbérriers to entry. Penjelasan
lebih lanjut mengenabarriers to entryini akan dibahas dalam bagian
penerapan unsur-unsur Pasal 17 ayat (2) Undangddnta. 5 Tahun
1999 di bawah.

Maka untuk dapat menilai apakah unsur pasal “yarapad
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/afmrsaingan usaha
tidak sehat” telah terpenuhi atau tidak, terlebdhwu harus dikaitkan
dengan penjelasan dan penjabaran unsur Pasal tl2paymdang-Undang
No. 5 Tahun 1999 di bawah ini.

2) Penerapan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang NoT&hun 1999
Adapun unsur-unsur pasal 17 ayat (2) Undang-undémg5 Tahun

1999 antara lain sebagai berikut:

248 «egiatan” dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998lad merupakan suatu usaha,
aktifitas, tindakan, atau perbuatan hukum secagrihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa
melibatkan pelaku usaha lainnya. Lihat Rachmadi &isidukum Persaingan Indonesi@akarta:
Gramedia Pustaka Utama, 20043l. 67.
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1. Unsur “Pelaku Usaha”
Sebagaimana telah dijelaskan dalam penerapan R&sayat (1)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diatas, maka dedgamkian unsur

“pelaku usaha” telah terpenuhi.

2. Unsur “Patut diduga atau dianggap melakukangpasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jdmEgas@mana
dimaksud dalam ayat (1)”

Penggunaan kata “patut diduga” dengan kata “ataangdjap”
menimbulkan masalah dalam hal melakukan intergrefedama suatu
“dugaan” dalam undang-undang dapat dibantah, makahtidak dapat
dilakukan terhadap “anggapan” melakukan perbuagaritu yang dirinci
lebih lanjut oleh ketentuan undang-undang. Denganikian hanya suatu
dugaanlah yang dapat membuka kemungkinan bagi eladaha
bersangkutan untuk melepaskan diri dari penilai@ang-undang®*®

Berdasarkan susunan Kkata-kata ketentuan terselmdk tdapat
disimpulkan hubungan antara “dugaan” dengan “anggapUndang-
undang tidak memberikan batasan yang jelas samgleerapa jauh
terdapat tumpang tindih penerapan kedua istiledebeit, atau apakah dan
bagaimanakah membedakan antara keduanya. Apabilagadd”
merupakan alternatif bagi “anggapan”, maka “dugaanmiumnya lebih
mengalah dan akhirnya tidak diperlukan. Kemudiaabdp suatu keadaan
dapat diduga dan tidak dapat dibantah, maka tideknggal lagi ruang
bagi alternatif menggunakan anggapan yang sifatayang ketat karena
dapat dibantah. Oleh karena itu kata-kata “patdugh atau dianggap”
interpretasinya masih bersifat subjektif dan secaekna bahasa harus
tetap dikaitkan dengan prinsiple of reasorf>°

Dalam kasus ini seperti yang telah dijelaskan sgbeya, bahwa dalam
menguraikan unsur penguasaan dan pasar bersangkganrut peneliti

KPPU seharusnya mendefinisikan pasar dalam kasusidek hanya

% Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal.128-129.

20 |bid, hal. 129.
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terbatas pada Terminal Ferry Internasional Sekupdmgminal Ferry

Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan Telukn®en melainkan

juga harus mendefinsikan pasar bersangkutan untakingrmasing

Terlapor termasuk BP Batam, PT Indodharma Corp&®&, Synergy

Tharada, dan juga PT Senimba Bay Resort. Hal imadsudkan agar
tidak terjadi inkonsistensi antara pelaku usahagderpasar bersangkutan
yang dikuasainya.

Fakta yang terjadi adalah bahwa yang dijadikan rphsasangkutan
dalam pertimbangan dalam putusan KPPU ini hanya jasuransi
kecelakaan diri wisatawan/penumpang fetipadahal terdapat Terlapor
BP Batam dan PT Indodharma Corpora, PT SynergyaHaarserta PT
Senimba Bay Resort yang jelas memiliki pasar beglsaan yang
berbeda. Hal ini membuat seharusnya keempat pelakha ini tidak
dapat dikenakan dalam satu pasar bersangkutanpekamenjadi tidak
relevan hubungannya antara pelaku usaha denganhgasangkutan yang
dikuasainya. KPPU seharusnya memberikan rasionpigatigan keempat
pelaku usaha ini dengan masing-masing pasar bdus@mmya, baru
dapat dikatakan bahwa mereka terbukti dalam uressadpni.

Dengan demikian, maka unsur “Patut diduga ataugdiam melakukan
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran bdsngtau jasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” hanya dapzndhi untuk
Terlapor PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasarahatg@al dan PT Jasa
Asuransi Indonesia. Sedangkan untuk Terlapor BRrBaPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRedak dapat
dipenuhi karena jenis pasar bersangkutan yang shionga tidak relevan

dengan kedudukan masing-masing Terlapor tersebut.

3. Unsur “Apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belasuatitusinya; atau

%1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&kNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
54.
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b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapatukndse dalam
persaingan usaha barang dan taau jasa yang sama, at
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelakwaus@nguasai lebih

dari 50% pangsa pasar satu jenis barang ataugdeatt.”

Rumusan unsur pasal diatas merupakan suatu aiteyaatg artinya
tidak harus dipenuhi ketiganya, melainkan dengaerdihi salah satu saja
kondisi dari ketiga pilihan kondisi yang ada, makesur tersebut dapat
dikatakan telah terpenuhi. Dengan demikian selaggutpeneliti akan
menjabarkan satu-persatu kondisi dalam rumusanr pesal tersebut di
bawah ini.

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belamsudditusinya

Mengingat kenyataan bahwa persaingan substitiedt ida, maka
timbul dugaan yang dapat dibantah, yaitu adanyasipdeminan di
pasar, yang dimiliki oleh pesaing yang pangsa pasapaling besar.
Namun demikian sebelum dapat diketahui “barangalan/jasa yang
bersangkutan belum ada substitusinya” perlu dit@ldrkembangan
situasi terakhir pasdr® Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah
perilaku peserta dalam pasar di masa lalu dan kgkmen di masa
depan karena dengan cara itulan dapat dilihat sasgiserapa jauh
pelaku usaha bersangkutan tidak tergantung kepaldkuypusaha lain di
pasar dalam mengembangkan kegiatarifiya.

Sebelum masuk dalam barang atau jasa substietama-tama
harus melihat pada definisi pasar bersangkutaati@ridahulu. Seperti
telah disebutkan diatas bahwa dalam kasus ini petda (tiga) pasar
bersangkutan, yaitu pasar bersangkutan untuk BPanBatpasar
bersangkutan untuk PT Jasa Raharja, PT Asuransialasja Putera,
dan PT Jasa Asuransi Indonesia dan pasar bersangkutuk PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan jug&éhimba Bay
Resort.

%2 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 277.

253 |bid., hal. 278.
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Untuk BP Batam, sebagai pemegang hak pengeloktas
terminal/pelabuhan feri di Kota Batam, maka yangnjagi pasar
bersangkutan dari BP Batam ini adalah jasa atagep@laan kegiatan
ekonomi atau hak pengelolaan atas terminal/pelabdéa di Kota
Batam, yang mana jelas bahwa dalam pasar tersetbak tda
substitusinya.

Untuk PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasaraharjaaPwan PT
Jasa Asuransi Indonesia, yang menjadi pasar bdustampnya adalah
penjualan jasa penutupan asuransi kecelakaan. Daldnsan KPPU,
hanya jenis pasar bersangkutan inilah yang dipbemngkan, itupun
sesudah ditunjuknya ketiga perusahaan asuransebtdarsmelalui
perjanjian dengan PT Indodharma Corpora, PT Syn&lgrada, dan
juga PT Senimba Bay Resort untuk melakukan penatwgsauransi
kecelakaan diri di Terminal Ferry Internasional @kng, Terminal
Ferry Internasional Batam Centre, dan PelabuhamkT&enimba,
artinya KPPU tidak mempertimbangkan adanya sulsstswbstitusi
dari jasa yang diperdagangkan tersebut. Padakasllpahwa seharusnya
jasa asuransi kecelakaan diri tersebut memiliki sstusi, dari
seharusnya jasa asuransi kecelakaan diri yang dbedasi semua
perusahaan asuransi kecelakaan yang ada di Batmbatpotensi
masuk sebagai penyedia jasa asuransi kecelakaderaiinal Ferry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadiddatam Centre,
dan Pelabuhan Teluk Senimba selain dari ketigaspbaan asuransi
kerugian tersebut.

Yang terkahir adalah pasar bersangkutan dari PTdimarma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan juga PT Senimba Besort.
Ketiga perusahaan tersebut adalah sebagai pengelola
pelabuhan/terminal feri di Kota Batam, vyaitu TeralinFerry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadiddatam Centre,
dan Pelabuhan Teluk Senimba. Sehingga yang menpadiar
bersangkutannya adalah jasa pengelolaan pelabeimamal termasuk

substitusinya, vyaitu jasa pengelolaan pelabuhanifted yang
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disediakan pelaku usaha lain diluar PT Indodharmap@a, PT
Synergy Tharada, dan juga PT Senimba Bay Res&atdim.

Dengan demikian, maka untuk unsur “Barang dan gsa yang
bersangkutan belum ada subtitusinya” tidak dappé¢rdihi oleh Para
Terlapor, kecuali untuk Terlapor BP Batam yang Kidaemiliki
substitusi atas barang dan/jasa yang dikuasainya.

b. “Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapaisuk ke dalam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama”

Menurut peneliti, ada 2 (dua) bagian yang pendalgm unsur ini,
yang pertama adalah “definisi pelaku usaha lainfn dgang kedua
adalah “tidak dapat masuk ke dalam persaingan”’g¥Yaana kedua hal
ini akan dibahas satu-persatu oleh peneliti dibanwah

1) “Definisi pelaku usaha lain”

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalaakpelisaha
yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikeland pasar
bersangkutaf>* Formulasi ini bertujuan agar pesaing potensiaigyan
tidak signifikan tidak perlu diperhatikan pada samsuk ke pasar
bersangkutan, hambatan seperti ini hanya memenatsyaratan
kasus apabila berkaitan dengan pesaing yang méealmplikasi
masuknya ke pasar secara nyata mengancam posairmam pelaku
usaha kuat yang telah melakukan kegiatan di pasaabgkutan.

Dikaitkan dengan kasus, maka keberadaan pelakuauain tetap
harus dihubungkan dengan pelaku usaha yang memildsar
bersangkutan masing-masing. Jadi pelaku usaha digini harus
terdiri dari antara lain pesaing dari BP Batam,apes dari PT Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasarnss Indonesia,
dan pesaing dari PT Indodharma Corpora, PT Synél@rada, PT
Senimba Bay Resort.

Pada pelaku usaha BP Batam, jelas bahwa pelakuausi tidak

memiliki pesaing potensial yang signifikan terhag@sarnya, karena

%4 Indonesia (b), Penjelasan Pasal 17 ayat (2) Huruf
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ia satu-satunya lembaga pemerintah yang ditunjh aindang-
undang untuk melakukan pengelolaan kegiatan ekortinBatam
termasuk memiliki hak pengelolaan atas pelabuhamittal feri.
Untuk pelaku usaha PT Indodharma Corpora, PT Syné&l@rada,
dan PT Senimba Bay Resort, dalam putusan memaaigdidebutkan
adanya pelaku usaha potensial signifikan yang imaauk ke pasar
mereka sebagai penyedia jasa pengelola pelabutidngga dapat
diasumsikan bahwa tidak ada pelaku usaha lain yaegupakan
pesaing dari ketiga pelaku usaha ini. Sementarakup¢laku usaha
PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera,Pda Jasa
Asuransi Indonesia jelas memiliki pelaku usaha kEebagai pesaing
yang mampu menyediakan substitusi atas jasa ygoglmdia dan
dalam jangkauan pasar bersangkutannya, yaitu L&geaan asuransi
kecelakaan lainnya yang beroperasi di Pulau Batdab.ini dapat
dilihat dari pertimbangan KPPU dalam putusannyangygada
pokoknya menyatakan bahwa perbuatan perjanjianraarRd Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan P3a Aasgransi
Indonesia dengan pengelola pelabuhan yang di&silibleh BP
Batam merupakan bentuk hambatan kepada pelaku uUaahali
bidang asuransi untuk masuk ke pasar bersangkugesebut>®
Secara tidak langsung pertimbangan tersebut magatedan bahwa
ternyata ada pelaku usaha lain di bidang asuraasg jkemudian

dirugikan oleh adanya perjanjian itu.

2) “Tidak dapat masuk ke dalam persaingan”

Hambatan masuk ke dalam pasar menurut pengé&disal 1 angka
11 merupakan indikasi pentingnya makna potensiapegan terhadap
proses persaingan di pasar bersangktfarDalam hal ini perlu
dibedakan antara berbagai jenis hambatan masukr, pgsiu

hal. 59.

55 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&UKNo: 32/Kppu-L/2009,

2% Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 41.
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hambatan masuk pasar dari segi hukum, hambatan kmaessar

faktual, dan hambatan masuk pasar strategis. Hamlmaasuk pasar
strategis inilah yang biasanya berdasarkan pesjargksklusif atau
atau antisipasi keuntungan akibat persaingan yangas marak sudah
sangat kecil sehingga tidak menguntungkan lagirjiesuk pasar’

Faktor yang menentukan dalam Pasal 17 apakalakpepelaku
usaha yang bersangkutan merupakan penyebab adamybatan
masuk ke pasaf. Hal tersebut di satu sisi disimpulkan rumusarmkat
kata “tidak dapat’, yang menjadi dasar ketentuakahusekedar
hambatan masuk ke pasar, melainkan penutupan katsammasuk
ke pasar. Menurut peneliti disinilah letak mengapa pembagian
Bab dalam undang-undang antara “Perjanjian yaragatiy” dengan
“Kegiatan yang dilarang” dimana Pasal 17 dimasukatam Bab
tentang “Kegiatan yang dilarang”. Seharusnya yaegqbuat lahirnya
praktik monopoli jika ingin dikenakan Pasal 17 hExikegitan bukan
perjanjian.

Dalam pertimbangannya KPPU, selalu mengaitkanngaea
lahirnya praktik monopoli dan hambatan masuk bagaku usaha
disebabkan karena adanya suatu perjanjian. Namunurotepeneliti
hal ini yang jadi tidak konsisten jika peletakanmdiemasukan dalam
Bab IV undang-undang tentang “Kegiatan yang DilgfarHal ini
senada dengan tulis&éfarold Demsetziari Department of Economics
UCLA tentang Barriers to Entry®®, menyatakan bahwa terdapat
berbagai macam kegiatan dapat dilakukan oleh sggrataku usaha
untuk membentuk hambatan masuk pasarriers to entry) antara
lain dengan menciptkan harga yang sangat tinggi séagat rendah,
sehingga pelaku usaha pesaing tidak mungkin lagukumasuk

bersaing, atau dengan cara meningkatkan outputu spadbduk

27 |pid.
28 )pid., hal. 278.

%9 Harold Demsetz, “Barriers to Entry,” Departmen Efonomics UCLA Discussion
Paper #192 (Januari 1981), hal. 15-16.
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sebanyak-banyaknya sehingga barang yang beregasdr menjadi
sangat banyak, atau dengan cara membentuk/menraiptitka merek
pemasok (pelaku usaha) yang istimewa. Jadi dislagjbahwa tidak
semata-mata cara untuk membenbakriers to entryadalah dengan
melakukan perjanjian ekslusif diantara pelaku usabatuk
menutup/melarang pelaku usaha lain untuk masulakarp

Namun sebagaimana telah disebutkan diatas, datmal ini
menurut peneliti merupakan kelemahan Pasal 17 y#dgk
mempersoalkan dari mana sebabnya monopoli itudiejgdi asalkan
seorang pelaku usaha terbukti memenuhi unsur-yressal dan telah
melarang pelaku usaha lain untuk masuk ke pasaamgkutan, maka
Pasal 17 telah terbukti. Jadi akibatnya akan sahgatak pelaku
usaha yang rawan terbukti melanggar Pasal 17 ini.

Dalam kasus, dapat dilihat bahwa BP Batam memihak
memiliki pesaing dan karenanya tidak ada juga haambgang dibuat
untuk menghalangi masuknya pelaku usaha lain kearpas
bersangkutannya. Untuk PT Indodharma Corpora, PTheiQy
Tharada, dan juga PT Senimba Bay Resort, dalansauotdiketahui
bahwa ketiga pelaku usaha tersebut ditunjuk sebagaigelola
pelabuhan secara langsung melalui perjanjian karjas Tidak jelas
apakah memang mekanisme yang harus dijalani seépieatiau tidak,
karena tentunya proses penunjukan langsung tidakasedengan
prinsip persaingan yang mengedepankan persainggiangnya hal
ini tidak terlalu dipertimbangkan dalam putusan KPRarena KPPU
hanya terfokus pada penunjukan langsung ketigasphaan asuransi
kecelakaan diri yaitu PT Jasa Raharja, PT Asurdassaraharja Putera,
dan PT Jasa Asuransi Indonesia. KPPU menilai batemainjukkan
langsung dengan perjanjian kerjasama itu telah mjakkan itikad
yang tidak baik baik dari para Terlapor untuk meghgi informasi
tentang adanya kegiatan penutupan asuransi keeelaka, sehingga
menjadi hambatan bagi pelaku usaha asuransi lauk ukut dalam
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prosedur persaingan yang sehat menjadi penyed& pasutupan
asuransi kecelakaan, seperti melalui tenderla¢auty contest.
Dengan demikian unsur “Mengakibatkan pelaku adaim tidak
dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang aarjast yang
sama” hanya dapat dipenuhi secara penuh oleh RI'Rasarja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asurawkindsia.
Sementara BP Batam dan PT Indodharma Corpora, Rier@y
Tharada, PT Senimba Bay Resort tidak dapat memeamsur ini,
meskipun keempat perusahaan inilah yang turut m&d@n
halangan bagi perusahaan asuransi kecelakaan g@esifam

memasuki pasar bersagkutannya.

c. “Satu pelaku usaha atau satu kelompok peleaha menguasai
lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barangadauertentu”
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikamgbasan

tentang apa yang dimaksud dengan ‘kelompok pelaahai yang

termuat dalam Pasal 1 angka 5. Mengingat bahwarikebk pelaku
usaha’ harus menguasai produksi dan/atau pemabarang untuk
terkena definisi istilah hukum monopoli, diperlukaglanya suatu
saling keterkaitan hukum diantara anggota-anggotdonkpok
tersebuf® Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memuat
ketentuan yang relevan bagi monopoli dan menjagiiaoadalam Bab
yang mengatur tentang “Kegiatang yang dilaranghgae demikian
dapat disimpulkan bahwa kelompok pelaku usaha iafugiah
sekolompok perusahaan yang memiliki karakter gabamqgrusahaan
atau suatu badan hukdth bukan beberapa perusaaan yang
melakukan suatu perjanjian kerjasama kemudian mk#ak usaha
secara bersama-sama karena bagian tentang “pananjii sudah

diatur tersendiri dalam Bab Il Pasal 4-16.

%0 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 22.

261 |bid.
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Jika dikaitkan dengan kasus, maka dapat dikatb&hwa alternatif
“Kelompok pelaku usaha” ini tidak terlalu relevaar&na tidak ada
entitas pelaku usaha yang bergabung atau membenttk badan
hukum hingga disebut kelompok pelaku usaha menpeaigertian
diatas, sehingga alternatif tersebut sebaiknyatiitggalkan dan fokus
saja pada definisi “satu pelaku usaha”.

Untuk BP Batam, karena sebagai satu-satunya pargedak
pengelolaan atas terminal/pelabuhan feri di KottaBa maka dalam
pasar bersangkutannya yaitu jasa atas pengelokgiatkn ekonomi
atau hak pengelolaan atas terminal/pelabuhan if&o Batam, jelas
bahwa BP Batam ini tidak ada pesaing dan mengua6aba.
Sedangkan untuk untuk PT Jasa Raharja, PT Asudassiraharja
Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesia, yang memmasar
bersangkutannya adalah penjualan jasa penutupeemaskecelakaan
diri wisatawan/penumpang feri di Kota Batam. Sel&i Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan Pa Aasransi
Indonesia, masih terdapat 10 perusahaan asuranslakean lain
yang beroperasi di Kota Batam, selain itu penguas@d Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan Pa Aasgransi
Indonesia terhadap pasar bersangkutannya masinggndslak
mencapai angka 5098°

Dalam putusannya, KPPU hanya menilai adanya psagnapada
pasar jasa penutupan asuransi kecelakaan diriamiaalpenumpang
di Terminal Ferry Internasional Sekupang, Termin&erry
Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan Telukntben setelah
penunjukan PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasardhagaa, dan PT
Jasa Asuransi Indonesia sebagai penutup asuranslakaan diri
tersebut. Hal ini menjadi tidak relevan dengan rdsifi pasar
bersangkutan yang telah dibahas sebelumnya, dimadaiam

mendefinisikan pasar tersebut perlu untuk mempbegmgkan segala

62 Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2011 dengaikwati S.E., Kepala Sub-Bagian
Promosi BP Batam dan Bapak Samsudin, Kepala BitwuHgan Masyarakat (Humas) BP Batam.
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barang atau substitusinya dalam satu wilayah (@disyrtertentu.
Jelas bahwa disini KPPU tidak tepat mempertimbandied tersebut.

Pasar bersangkutan terakhir adalah pasar dari ndddharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan juga PT Senimba RBzsort,
yaitu jasa pengelolaan pelabuhan/terminal feri.aKidlidefinisikan
berapa pangsa pasar masing-masing pelaku usahakagdananya
tidak dapat diketahui apakah melebihi 50% atauktidarenanya
ketentuan unsur pasal ini tidak dapat diterapkam tidak relevan
untuk pelaku usaha PT Indodharma Corpora, PT Syn€hgrada,
dan juga PT Senimba Bay Resort.

Dengan demikian unsur “Satu pelaku usaha atau lssittmpok
pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa gaisgjenis barang
atau jasa tertentu” hanya dapat dipenuhi untuk BRamB. Untuk PT
Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, Haada Asuransi
Indonesia tidak dapat memenuhi unsur pasal iniaggihn untuk PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan jug&dtimba Bay

Resort tidak dapat dipakai alternatif unsur pasal i

Seperti telah disebutkan di bagian awal, untuk medikan unsur
“yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik motioplan/atau
persaingan usaha tidak sehat” pada ayat (1) telgleriuhi atau tidak,
terlebih dahulu harus dikaitkan dengan penjelasam plenjabaran
unsur Pasal 17 ayat (2). Berdasarkan penjabaram Basal 17 ayat
(2) diatas, maka dapat dilihat bahwa hanya PT Redsarja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asunmahsndsia yang
memenuhi unsur secara penuh, sedangkan BP BatamdBdharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan juga PT SenimlgeR@aort tidak
dapat memenuhi secara keseluruhan unsur Pasalal 723y Dengan
demikian maka, yang dapat memenuhi unsur *“yang tdapa
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/giatsaingan usaha
tidak sehat” pada Pasal 17 ayat (1) hanyalah P& Baharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asunalasidsia.
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3.2.2 DISKRIMINASI PELAKU USAHA

Berdasarkan pertimbangan KPPU dalam putusannyaaiterkasus
penjualan jasa asuransi kecelakaan kepada penungraBgtam-Singapura atau
Malaysia di terminal feri Kota Batam, baik BP BataRil Jasa Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi da@onPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BawprRdapat dikenakan
ketentuan mengenai Diskriminasi Pelaku Usaha sefragan Pasal 19 huruf d
Undang-undang No.5 Tahun 1999 karena secara beisame melakukan
tindakan diskriminasi bagi pelaku usaha lain diabigl jasa asuransi kecelakaan
diri penumpang/wisatawan feri pada masing-masingitel feri di Kota Batam,
antara lain Terminal Ferry Internasional Sekupdrerminal Ferry Internasional
Batam Centre, dan Pelabuhan Ferry Teluk Senimbgattepara tidak membuka
informasi yang terbuka mengenai adanya pasar jageamsi kecelakaan diri
tersebut®®

Pada pertimbangan selanjutnya dikatakan bahwa dengdanya
penguasaan pada Terminal Ferry Internasional Sekup&eh PT Indodharma
Corpora, PT Jasa Raharja dan PT Asuransi JasadPaigra, penguasaan pada
Terminal Ferry Internasional Batam Centre oleh B3aJAsuransi Indonesia dan
PT Synergy Tharada, serta penguasaan pada PelabehgiTeluk Senimba oleh
PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja Batam daAsBiiansi Jasaraharja
Putera, yang kesemuanya itu difasilitasi oleh BRaBa telah menunjukkan
adanya kegiatan diskriminasi terhadap pelaku u&shadi bidang jasa asuransi
kecelakaan diri yang mengakibatkan pelaku usalmatémsebut tidak bisa masuk
ke pasar bersangkut&.

Dalam putusan KPPU tersebut hanya hal tersebutkig ymenjadi
pertimbangan KPPU dalam menyatakan dapat diteragkaketentuan mengenai
Diskriminasi Pelaku Usaha dalam Pasal 19 huruf dddg-undang No.5 Tahun
1999 terkait kasus ini. Hal yang sangat pentingukirdianalisis adalah tidak

adanya penjabaran yang lebih rinci terkait unswuurpasal yang diduga oleh

63 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&kNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
59.

264 pid., hal. 70.
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KPPU sebelumnya padahal untuk melihat bagaiman#u sdagaan terbukti
ataupun tidak maka seharusnya setiap unsur-unsal yang diduga tersebut
diuraikan secara lebih jelas. Setiap unsur pasap y@dibuktikan oleh KPPU
mengindikasikan ada atau tidaknya praktek persaingaha yang tidak sehat
yang dijalankan oleh pelaku usaha, namun dengak tdijelaskannya setiap
unsur pasal secara lebih rinci tersebut menimbulkamyak pertanyaan terkait
penerapan yang seharusnya dari ketentuan meng&iainbinasi Pelaku Usaha
dalam pasal 19 huruf d Undang-undang No.5 Tahu®.199

Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya ukiéak analisis lebih
lanjut mengenai bagaimana penerapan hukum pessaugpha yang ada dalam
ketentuan mengenai Diskriminasi Pelaku Usaha pasalPL9 huruf d Undang-

undang No.5 Tahun 1999 dimana pasal 19 huruf d atekgn bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau bebkegatan, baik sendiri

maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mbeagan terjadinya

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tida&tdgerupa:

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku as@ntentif°®

Setelah melihat pemaparan Pasal 19 huruf d tersebid selanjutnya
Peneliti akan menguraikan unsur-unsur Pasal 19f ltltersebut dan kaitannya
dengan kasus penjualan jasa asuransi kecelakaad&@enumpang feri Batam-
Singapura/Malaysia di terminal feri Kota Batam yaeth diputus oleh KPPU

dalam putusan KPPU No: 32/KPPU-L/2009.

Penerapan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tanu1 999

Adapun unsur-unsur Pasal 19 huruf d Undang-undamgbNrahun
1999 antara lain sebagai berikut:
1. Unsur “Pelaku Usaha”
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undanggiita5 Tahun
1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, batgkbenentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dakdoleildukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Rigplrizionesia,

2% Indonesia (b), Pasal 19 huruf d.
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baik  sendiri  maupun bersama-sama melalui  perjanjian
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgbekenomi.*®®

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka selanjhizys kita uraikan
unsur-unsur pasal 1 angka 5 tersebut agar kitat dapagetahui apakah
BP Batam, PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasaraRatgra, PT Jasa
Asuransi Indonesia, PT Indodharma Corpora, PT $yné&harada, dan
PT Senimba Bay Resort memenuhi kriteria pelaku aiss¢gbagaimana

yang dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999.

a. Setiap orang perorangan atau badan usaha

Definisi orang perorangan atau badan usaha bessfajat luas. Baik
orang perorangan maupun badan usaha diartikan &aetragpg atau badan
yang melakukan kegiatan usaffa tidak memperdulikan bentuknya,
didirikan atau dikuasai oleh perorangan swasta aémara® melainkan
lebih menitikberatkan pada pelaku kegiatan ekon@ang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan.

BP Batam adalah suatu lembaga pemerintah yang paddnya
bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Bdtam (selanjutnya
disebut Otorita Batam). Otorita Batam sendiri adakuatu lembaga
pemerintah yang dibentuk berdasarkan KeputusanideresRepublik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah IndBstau Batam.
Kemudian Otorita Batam berubah nama menjadi BP rBatejak
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 26@i#ng Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Slelnalgaga yang
bertanggung jawab atas pembangunan di Pulau Bé&&mBatam juga
menjadi pemegang hak pengelolaan atas termindbipiedam feri yang ada
di Kota Batam. Adanya hak pengeloaan tersebut rdiwja BP Batam

%% |bid, Pasal angka 5.
%7 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopali 50

%8 |bid., hal. 49.
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memperoleh  pendapatan atau keuntungan dari  peagslol
terminal/pelabuhan feri di Batam.

Namun disini yang perlu dipertanyakan adalah apakehiatan
ekonomi yang dilakukan oleh suatu kegiatan ekondamtas membuat
satu lembaga pemerintah dapat disejajarkan deng@anbusaha? Bahkan
Pasal 21l Huruf c UNCTAD Model Law mengecualikandakan-tindakan
seperti itu dari jangkauan hukum antimonopoli: ‘@kdberlaku untuk
tindakan berdaulat negara itu, atau untuk pemérindaerah...yang
diperintahkan oleh negara atau pemerintah daeralu Bmbaga
pemerintah yang bertindak dalam rangka kekuasaan yang dilikgoah
kepadanya®® Sayangnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak
memberikan dasar yang memungkinkan kegiatan negeaksa menurut
hukum antimonopoli, hanya diatur apabila negararmak melalui badan
usaha publik milik negara. Sehingga dengan did@apatya pendapatan
tersebut membuat BP Batam dapat dikategorikan seld@gan usaha.
Oleh karena itu hal ini tidak menutup kemungkinaenganggap berbagai
lembaga pemerintah sebagai pelaku usaha apabilat&egya bersifat
ekonomi, karena penerapan undang-undang yang meyapatkan
adanya kegiatan ekonoffif tidak ada parameter tetap tentang apakah
kegiatan ekonomi tersebut, asalkan dapat menghask&untungan. Oleh
karena itu, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tal®99,1BP Batam
dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karenBd&&m memperoleh
pendapatan atau keuntungan dari pengelolaan perggeai Pulau
Batam.

PT Jasa Raharja adalah suatu badan usaha didikkaasarkan
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1980 tanggal #ember 1980
tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PeraorpAsi Kerugian
Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (PeRRérdasa Raharja
didirikan dengan Anggaran Dasar PT Jasa RaharjadRg sebagaimana
dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 198thg dibuat di

29 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopali hal. 54.

210 pid.
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hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. yang telah bpbekali diubah dan
ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 72 tanggalMdi 2006 yang
dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.HSavidi Jakarta.

PT Asuransi Jasaraharja Putera adalah suatu begidra uberbentuk
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan BReay Keputusan
Rapat Pemegang Saham PT Asuransi Aken Raharja mangerubahan
Anggaran Dasar Perseroan yang Akte Pendiriannyaatlilblihadapan
Notaris Ny. Machmudah Rijanto, S.H. dengan Akta dist Nomor 81
tanggal 27 November 1993 dan disahkan oleh MeKgnakiman dengan
Keputusan Nomor C2- 369.HT.01.04.TH.93 tanggal E3dinber 1993,
dan berganti nama menjadi PT Asuransi JasarahatgePpada tanggal
29 Desember 1995 dihadapan Notaris Sucipto, S.Hlaklarta dengan
Akta Nomor 30 tanggal 6 Juni 1996 dan telah mendgesasetujuan
Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-
10.812.HT.01.04.TH.96 tanggal 5 Desember 1996.

PT Jasa Asuransi Indonesia adalah suatu badan usafentuk
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Aktaor 1 tanggal 2
Juni 1973 dihadapan Notaris Mohamad Ali di Jakadan telah
mengalami Perubahan Anggaran Dasar Perusahaamd2eréeersero) PT
Jasa Asuransi Indonesia Nomor 42 tanggal 10 Ma®&8 ldihadapan
Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta.

PT Indodharma Corpora adalah suatu badan usahariekiperseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan pangrundangan
Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbdtaman Akta
Perubahan Terakhir Nomor 06 tanggal 10 Januari 38@g dibuat oleh
Notaris Siti Marjami Soepangat, S.H., melakukanid&@g usaha antara
lain perdagangan, pembangunan, jasa industri, amgkupertanian,
perbengkelan, percetakan, biro iklan, perawatanumgdedung dan
pertambangan.

PT Synergy Tharada adalah suatu badan usaha hétbpetseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan pangrundangan

Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbdtaman Akta
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Perubahan Terakhir Nomor 66 tanggal 15 Mei 2001gydibuat oleh
Notaris Agus Madjid, S.H.

PT Senimba Bay Resort adalah suatu badan usahenbéklperseroan
terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13dgtd 14 Februari
2007 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.Helakukan kegiatan
usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidambgregunan dan
pengelolaan pelabuhan laut, terminal ferry, kapaliki keberangkatan dan
kedatangan baik domestik maupun internasional dagrmapa,
menjalankan  usaha dalam bidang pembangunan, panjual
pengembangan, penjualan, dan pengurusan kantayrkdanh ruangan-
ruangan kantor dan rumah-rumah dan pembangunangmguban.

Berdasarkan uraian diatas, maka seluruh terlagandkasus ini telah
memenuhi kriteria sebagai badan usaha, dan dengamkidn unsur

“setiap orang perorangan atau badan usaha” irii telpenuhi.

b. Baik yang berbentuk badan hukum atau bukan bademmu

Dalam hukum Indonesia ada beberapa bentuk perusafsasy yang
dapat digolongkan sebagai badan hukum, antaraddatah Perseroan
Terbatas, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun. Dalauskiai BP Batam
adalah suatu lembaga pemerintah non departemeinggehelas bahwa
BP Batam tidaklah berbentuk suatu badan hukum.

Sedangkan baik PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jagardtutera, PT
Jasa Asuransi Indonesia, PT Indodharma CorporaSyiergy Tharada,
dan PT Senimba Bay Resort merupakan badan usalt bembentuk
badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diidéam Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatag telah
disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi

Dengan demikian maka unsur “baik yang berbentulabduikum atau

bukan badan hukum” ini telah terpenuhi.

c. Yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan dtagi dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia
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Pada kasus ini baik BP Batam, PT Jasa Raharja, BiraAsi
Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi Indonesitmd®@iharma Corpora,
PT Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort ildidir dan
berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Iredoam

BP Batam didirikan berdasarkan Keputusan PresidespuBlik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Indestau Batam jo.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang gawRerdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan bekedudukinEdigkau Putri
Nomor 01, Batam Center, Batam, Provinsi Kepulau@uR

PT Jasa Raharja Batam didirikan dan berkedudukdaldn Ir. Sutami
Nomor 01, Komp. Perkantoran Sekupang, Batam, Psou®pulauan
Riau 29422. PT Asuransi Jasaraharja Putera didiiileen berkedudukan di
Jalan Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A Norfdy Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. PT Asuransi Indonesia rikidn dan
berkedudukan di Komp. Regency Park Blok I/3, Jalauku Umar —
Lubuk Baja, Pulau Batam 29432.

PT Indodharma Corpora didirikan dan berkedudukahedminal Ferry
Internasional Sekupang, Jalan R.E. Martadinata, us®lg, Batam,
Provinsi Kepualaun Riau.PT Synergy Tharada didirikkan dan
berkedudukan di Batam Centre Point, Internatiomaty-Terminal, Batam
Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. PT SenianaBesort didirikan
dan berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dhalan, Kokjaterfont City
Nomor 01, Sei Temiang, Batam, Provinsi KepulauaauRi

Dengan demikian maka unsur “yang didirikan atauakgtan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesiatetah terpenuhi.

d. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

Semua Terlapor baik baik BP Batam, PT Jasa Rah@fjaAsuransi
Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi IndonesianB&@& Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagrRadalah pelaku
usaha yang menjalankan usahanya secara sendiriurNgka dikaitkan
dengan kasus penjualan jasa asuransi kecelakaad&g@@enumpang feri
Batam-Singapura atau Malaysia di terminal feri K&atam, terdapat
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perjanjian-perjanjian yang melatarbelakangi kegiatsaha penjualan jasa
asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri da Batam tersebut,
misalnya pada Terminal Ferry Internasional Sekupditadkukan kegiatan
usaha penjualan jasa asuransi kecelakaan wisaf@evampang feri
berdasarkan perjanjian antara PT Indodharma Corgergan PT Jasa
Raharja dan PT Asuransi Jasaraharja Putera, padainbe Ferry
Internasional Batam Centre dilakukan kegiatan uspbajualan jasa
asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri kafdas perjanjian
antara PT Jasa Asuransi Indonesia dengan PT Syiméaypada, dan pada
Pelabuhan Ferry Teluk Senimba dilakukan kegiatathaipenjualan jasa
asuransi kecelakaan wisatawan/penumpang feri kadas perjanjian
antara PT Senimba Bay Resort dengan PT Jasa RalaawrjBT Asuransi
Jasaraharja Putera.

Kesemuanya difasilitasi dengan perjanjian kerjasamtara BP Batam
dengan PT Jasa Raharja tentang Kerjasama Pertajajguisuransi
Kecelakaan Diri dan perjanjian kerjasama tentarsgqumg/a premi asuransi
kecelakaan diri yang harus ditanggung oleh setiesatawvan/penumpang
feri.

Dengan demikian maka unsur “baik sendiri maupursdrea-sama

melalui perjanjian” ini telah terpenuhi.

e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamdekonomi

Dalam kasus semua terlapor baik baik BP Batam,a3& Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransida@grPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BagprReslakukan
kegiatan di bidang ekonomi.

BP Batam adalah lembaga pemerintahan yang dibdmuttasarkan
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973, dan telalgatemi perubahan
lima kali, yang terakhir dengan Keputusan Presiden 25 Tahun 2005.
Salah satu tugas BP Batam berdasarkan Keputusasidéhretersebut
adalah untuk menjamin agar tata cara perizinanpggmberian jasa-jasa
yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankatasli Pulau Batam
dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatumyak dapat
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menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan maddiniualu
Batam?’* Kegiatan pemberian izin-izin itu dilakukan dalarangka
meningkatkan pemasukan daerah bagi Kota Batam, tarignya untuk
memajukan perekonomian Kota Batam. Maka secar& tategsung, BP
Batam melaksanakan kegitan yang turut menunjang iateey
perekonomian di Kota Batam tersebut. Sehingga ddipatakan turut
melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

PT Jasa Raharja (Persero) Batam, PT Asuransi basgrdutera, dan
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Batam adakxiusghaan-
perusahaan yang melaksanakan kegiatannya dengayediegtan jasa
asuransi kecelakaan diri. Sedangkan kegiatan paaegasa merupakan
salah satu bentuk/cabang kegiatan produksi. Kegigtaduksi adalah
kegiatan menyalurkan barang dan jasa untuk mememihituhan. Jadi
produksi tidak melulu selalu berhubungan dengan bpewan barang,
melainkan termasuk penyediaan jasa.

PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan €iintha Bay
Resort adalah perusahaan-perusahaan yang melakegetannya dalam
bidang pembangunan dan pengelolaan pelabuhan tewtterminal feri.
Kegiatan pengelolaan juga termasuk dalam bidangateey penyediaan
jasa, yaitu jasa pengelolaan. Sedangkan kegiatanyegman jasa
merupakan salah satu bentuk/cabang kegiatan prodidgiatan produksi
adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa unémkemuhi kebutuhan.
Jadi produksi tidak melulu selalu berhubungan denmanbuatan barang,
melainkan termasuk penyediaan jasa.

Dengan demikian maka unsur “menyelenggarakan barlaggiatan

usaha dalam bidang ekonomi” telah terpenuhi.

2. Unsur “Melakukan satu atau beberapa kegiatan”
Kegiatan yang dimaksud dalam unsur ini terkait @enkegiatan yang

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a-d, sehingga dpasal tersebut tidak

2" |ndonesia (e), Pasal 4 ayat (1) huruf e.
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memiliki arti tersendir?’® Selain itu undang-undang juga tidak
memberikan definisi ataupun penjelasan tentangrupasal ini. Namun
berdasarkan Rancangan tentang Pedoman Pasal 1@likehgarkan oleh
KPPU tanggal 19 Desember 2006, disebutkan bahwa yarmasuk
“melakukan satu atau beberapa kegiatan” bisa ddlemuk perjanjian,
kegiatan secara terpisah, ataupun beberapa kegsdhkaligus yang
ditujukan kepada seorang pelaku usd@falika melihat pada rancangan
pedoman tersebut dapat dilihat lagi adanya ketiolagilstenan dengan
Pasal 19 yang dimasukan dalam Bab IV tentang Kagigang Dilarang.
Hal ini karena KPPU kembali memasukan elemen p@gandalam
rancangan pedoman Pasal 19 tersebut.

Dalam kasus, dapat dapat dilihat bahwa sebagiaar hieslakan yang
dilakukan oleh Terlapor adalah dalam bentuk peganjsebagaimana
perjanjian-perjanjian tersebut telah diuraikan gagu satu dalam bagian
Kasus Posisi dalam penelitian ini. Maka dengan dukannya perjanjian
sebagai perluasan dari “kegiatan” dalam rancangadormpan Pasal 19,
maka membuat semua Terlapor dalam kasus ini telemenuhi unsur
pasal ini. Padahal jelas sebelumnya bahwa Pasalas@k lingkup dalam
Bab IV tentang “Kegiatan yang Dilarang”, dan temfgerjanjian sudah
ada bagian tersendiri yang mengaturnya dalam Bhlyaditu tentang
“Perjanjian yang Dilarang”.

Berhubung unsur “Melakukan satu atau beberapa teagiani harus
dikaitkan dengan kegiatan yang termasuk dalam @ak&®asal 19 huruf a-
d, dengan demikian sesuai dengan dugaan pelangg&®@hl, unsur ini
belum bisa dipenuhi sebelum dipenuhinya unsur ikattiskriminasi

dalam Pasal 19 huruf d.

272 Ningrum Natasyat al, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usah@dakarta: The Indonesia

Netherlands National Legal Reform Program, 2018), 83. Lihat juga Hanseet. al, Undang-
undang Larangan Praktik Monopali, hal. 292.

73 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “RancaRgdoman Pasal 19 Tentang

Penguasaan Pasar,” edisi 19 Desember 2006, halhtfi@//www.kppu.go.id/docs/Pedoman/
draft pasal_19.pdfdiunduh 24 April 2011.
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3. Unsur “Baik sendiri maupun bersama pelaku usziha

Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaharupakan
keputusan dan perbuatan independen tanpa bekegadangan pelaku
usaha yang lain. Sementara kegiatan yang dilake&eara bersama-sama
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usgdlam pasar
bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha memphalgangan
dalam kegiatan usaha yang saff2Pada dasarnya rumusan ini menjamin
bahwa ketentuan ini dapat diterapkan baik terhgmEpaku persaingan
usaha oleh satu pelaku usaha maupun terhadap pkgyaban yang
dilakukan berbagai pelaku usaha bersama. Untuk tidak mutlak
diperlakukan perjanjian yang menghambat persaingalainkan sudah
memadai dengan adanya perilaku paralel para peSaingdapun
pengertian dari pelaku usaha lain adalah pelakbaugang mempunyai
kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasambgksitart.’® Jadi
titik beratnya adalah bahwa pelaku usaha itu halaiam satu pasar
bersangkutan.

Dikaitkan dengan kasus, seperti disebutkan diatde tiga jenis pelaku
usaha yang memiliki 3 (tiga) pasar bersangkutarg yarbeda, yaitu BP
Batam dengan pasar bersangkutannya adalah jasa patagelolaan
kegiatan ekonomi atau hak pengelolaan atas terfpeiabuhan feri di
Kota Batam. PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasaadPargra, dan PT Jasa
Asuransi Indonesia, yang pasar bersangkutannyaladaénjualan jasa
penutupan asuransi kecelakaan. PT Indodharma GorpdF Synergy
Tharada, dan PT Senimba Bay Resort yang pasamiggrgannya adalah
jasa pengelolaan pelabuhan/terminal feri di Batam.

Dalam pasar bersangkutan BP Batam jelas tidak eld&y usaha lain,
jadi disini BP Batam dianggap melakukan tindakansgaara sendiri.

Sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat dengénJ&a Raharja, PT

27 bid., hal. 9.
2> Hansenet al, Undang-undang Larangan Praktik Monopali hal. 292.

%’® Indonesia (b), Penjelasan Pasal 17 ayat (2) Huruf
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Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransida@grPT Indodharma
Corpora, PT Synergy Tharada, dan PT Senimba BayprRéskanlah

masuk kriteria kegiatan secara bersama sebagainaae unsur pasal
ini, ini dikarenakan mereka berada dalam pasarabgiguitan yang

berbeda-beda. Demikian pula dengan tindakan PTdimalona Corpora,
PT Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort yaegbuat

perjanjian penutupan asuransi kecelakaan dengadaBa Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuradwmidsia, juga tidak
dapat dianggap sebagai kegiatan secara bersamaakarereka berada
dalam pasar yang berbeda. Sehingga dalam kasysanai, Terlapor tidak
ada yang melakukan kegiatan secara bersama. Sementak kegiatan
secara sendiri tidak ada persyaratan dan aturah labjut, sehingga
ketentuan ini lebih mudah dipenuhi oleh pelaku asdan dalam kasus ini
kegiatan yang dilakukan oleh para Terlapor daplkatdgorikan sebagai
kegiatan secara sendiri. Dengan demikian unsurk‘Bandiri maupun

bersama pelaku usaha lain” telah terpenuhi.

4. Unsur “Yang dapat mengakibatkan terjadinya fgcaknonopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat”

Kata “dapat mengakibatkan” pada rumusan unsumaiu menjelaskan
bahwa dalam penerapan ketentuan tersebut tidalahearys diperhatikan
hambatan persaingan yang telah terjadi, melainkaga jhambatan
persaingan potensial. Artinya tidak harus menunggumpai terjadi
hambatan persaingan, sebaliknya dengan adanya agdjambatan
persaingan, maka sudah dapat memenuhi unsur inanysd gejala
hambatan persaingan atau persaingan potensialas fidak ada ukuran
yang obyektif, sehingga diperlukan suatu ‘dugaamtuk dapat
menginterpretasikannya, dimana ‘dugaan’ ini sifatngnasih sangat
subyektif dan secara makna bahasa harus tetapkdikailengan prinsip

rule of reasorf’’ Kedua persyarat ini berfungsi sebagai alternaitfis

2" Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolhal. 129.
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sama lairf’® Artinya tidak harus menunggu sampai terjadi hamenbat
persaingan, sebaliknya dengan adanya gejala hampataaingan, maka
sudah dapat memenuhi unsurAffi.

Adapun yang dimakud dengan “persaingan usaha tiddlat” telah
tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nlah&n 1999 yang
berbunyi sebagai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan elaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearasmrang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jupu atelawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan bunyi rumusan pasal tersebut, makaaipgae usaha
tidak sehat ditandai tiga alternatif kriteria aatéain, (1) persaingan usaha
yang dilakukan dengan cara tidak jujur, (2) melawlamkum, (3)
menghambat persaingan usaha. Bunyi ketentuan undatang tersebut
menegaskan bahwa poin (1) dan poin (2) menganggalaku tersebut
sebagai persaingan usaha tidak sehat, sedangkarppad(3) menunjuk
kepada akibat suatu perilaku tertentu terséBubengan merujuk pada
poin (3), maka indikator yang dapat dipakai untu&lihat apakah telah
terjadi suatu persaingan usaha yang tidak seh&thadpakah telah terjadi
suatu hambatanbérriers to entry atau potensial hambatan persaingan
usaha dalam suatu pasar bersangkutan tersebuts Wesa dibuktikan
bahwa perilaku usaha tidak sehat sebagaimana dptam (2) dapat
mengakibatkan/menciptakan persaingan usaha tidh&t sbagaimana
dimaksud dalam poin (3). Jadi ada 2 elemen untuklmuétikan unsur ini,
yang pertama mengacu pada perbuatan pelaku usahyatg kedua

adalah akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut.

8 |pid., hal. 276.
2 pid., hal. 26.
20 |ndonesia (b), Pasal 1 angka 6.

81 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 61.
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Hal ini diperkuat dengan suatu doktrin yang dikeigdmerika Serikat,
yaitu Colgate DoctineDoktrin ini lahir dari kasus kasusdnited Statew.
Colgate & Co.Pada kasus ini FTC menilai bahwalgate & Co(Colgate
telah melakukarprice fixing agreemenkarena telah menetapkd&PM
(Resale Price MaintenangdPolicy bagi paradealersnya, apabila para
dealers tidak setuju dengan harga jual tersebut mé&kagate akan
memutus hubungan jual dengan merekafugal to degl Colgate
mengatakan bahwRPM policytersebut dibuat untuk mengamankan harga
jual di pasar agar tidak terjadi haga yang terialudah atau terlalu tinggi
di pasar. Akhirnya hakim memutus bahwa perusah@alyate tidak
bersalah karena hakim menilai bahwa tindakarigate membuatRPM
policy tidak melanggar prinsip persaingan, hal ini disébalkarena justru
dengan adanya penolakan hubungan tersebut akan nmetsir
terjadinya hubungan/perjanjian yang bersifat kdl@sitara perusahaan
manufacturedandealer.

Menurut doktrin ini, suatu perusahaan manufaktun nwonopolistik
diperbolehkan untuk memiliki pihak yang akan menjdealers (retail)-
nya secara bebas. Sehingga perusahaan manufakdapait menolak
pihak-pihak retail yang tidak mau tunduk pada atysangelolaan harga
penjualan Resale Price Maintanat®PM) yang telah ditetapkan oleh
perusahaan manufaktur tersebut, dimana RPM iniabdphtokan harga
bagi perusahaan retail dalam menjual barang-bafaasgjl produksi
perusahaan manufaktur ke konsurff®Namun terdapat limitasi dari
ketentuan Colgate Doctrineini, yaitu bahwa perusahaan manufaktur
tersebut dapat secara bebas memilih pihak yangaaiengtailnya asal
tidak ada maksud/intensi untuk menciptakan dan naegun kondisi
monopoli?®*® Hal inilah yang membuat apakah suatu praktik disikasi

282 vRefusal To Deal As A Per Se Violation Of The Shan Act: Russel Stover Attacks

The Colgate Doctring The American University Law Revi&l. 33 (1984), hal. 463-464This
antitrust principle underlies the Colgate doctrinehich permits a nonmonopolistis manufacturer
to choose freely the parties with whom it will deBthe Colgate doctrine in particular permits a
nonmonopolistic manufacturer to refuse to deal withailers who do not comply with an
announced resale price maintanace (RPM) policy undaich a manufacturer sets the price at
which retailers must sell its goods.
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telah menyebabkan persaingan usaha yang tidak sedm@jadi sangat
penting untuk dibuktikan lebih lanjut.

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999mayegharuskan
bahwa tercapainya kondisi praktik monopoli atausggigan usaha tidak
sehat harus berdasarkan kegiatan yang sudah lindidédsm huruf a-d.
Karena dalam kasus ini menekankan pada praktikridigsiasi yang
dilakukan oleh para Terlapor, maka harus dapatkdiiktan bahwa praktik
diskriminasi tersebut dapat mengakibatkan suatsapegan usaha yang
tidak sehat. Dengan demikian, sebelum membuktikesuiu“Yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan apmusaingan usaha
tidak sehat”, jelas harus membuktikan unsur “Mekaltu praktik
diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu” ténlelahulu dibawah ini.

5. Unsur “Melakukan praktik diskriminasi”

Dalam pertimbangannya KPPU menilai bahwa BP BatBm, Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasamss Indonesia, PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan PTntbenBay Resort
secara bersama-sama telah melakukan praktik diskagin KPPU hanya
mempertimbangkan bahwa dengan dikuasainya pasar gssiransi
kecelakaan diri wisatawan/penumpang feri di Teringary Internasional
Sekupang oleh PT Indodharma Corpora, PT Jasa Raldar) PT Asuransi
Jasaraharja Putera dengan difasilitasi BP Bataah tedlendiskriminasi
pelaku usaha lain di bidang asuransi untuk dapasukngke pasar.
Kemudian dengan dikuasainya pasar jasa asuranslakean diri
wisatawan/penumpang feri di Terminal Ferry Interoaal Batam Centre
oleh PT Synergy Tharada dan PT Jasa Asuransi Isgongengan
difasilitasi oleh BP Batam telah mendiskriminasiapge usaha lain di
bidang asuransi untuk dapat masuk ke pasar. Seigajjuga demikian
dengan dikuasainya pasar jasa asuransi kecelakaan

wisatawan/penumpang feri di Pelabuhan Ferry Telakir8ba oleh PT

%83 |bid., hal. 469.The Court held a manufacturer who does not intemcestablish a
monopoly can “freely... exercise his own indepemndiscretion as to parties with whom he will
deal ... and ... may announce in advance the cistantes under which he will refuse to sell.
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Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja, dan PT Asulaseraharja Putera
dengan difasilitasi BP Batam telah mendiskriminasiaku usaha lain di
bidang asuransi untuk dapat masuk ke pasar.

Selain itu, menurut pertimbangan KPPU, bahwa pexgupasar jasa
asuransi pada ketiga pelabuhan/terminal tersebsébdbkan karena
adanya penunjukkan langsung kepada PT Jasa RalfarjaAsuransi
Jasaraharja Putera, PT Jasa Asuransi Indonesi& orgnyelenggarakan
usaha jasa penutupan asuransi kecelakaan diri pa&sing-masing
pelabuhan/terminal feri tersetiif. Adanya penunjukan langsung dianggap
merupakan suatu bentuk penutupan informasi kepaglakyp usaha
asuransi lain yang akan masuk atau berpotensi mdsukpasar
bersangkutan. Hal ini mau menunjukkan bahwa suatserkpatan
berkompetisi hanya diberikan kepada beberapa peaasssaja, sementara
sebagian perusahaan lain yang juga mampu tidakikBioepeluang untuk
bersaing®°

Dalam Background PapePedoman Pasal 19 d UU No. 5/1999 yang
dibuat oleh KPPU, menyebutkan bahwa ada beberaleas yang perlu
diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran kasuskrirdinasi
sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf d, diamtaraneliputi namun
tidak terbatas pada:

a. Ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku usahattedepasar yang
bersangkutan.

b. Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memilisstifikasi yang
wajar dari sisi legal, sosial, teknis, dan alagan yang dapat diterima.
Tidak semua bentuk praktik diskriminasi melanggangip-prinsip
persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi non-h&édgk jarang

mempunyai motif yang dapat dipahami selama diladdsam secara

284 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&kNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
57-61

85 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPMBagkground Paper Pedoman Pasal 19 d
UU No. 5 Tahun 199@idak dipublikasikan)hal. 8.
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transparan, seperti pengembangan pengusaha lokagembangan

UKM dan bentuk diskriminasi positif lainnya.

c. Dampak dari perbedaan perlakuan tersebut, menyabap&rsaingan
usaha yang seh&t®

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memang tidak mekdyebatasan
yang lebih spesifik tentang yang dimaksud dengalakgan diskriminatif.
Adanya penunjukkan langung yang dilakukan oleh BRtaB, PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan PTn#enBay Resort
terhadap PT Jasa Raharja, PT Asuransi JasarahsgeaPdan PT Jasa
Asuransi Indonesia untuk menyelenggarakan jasa tppan asuransi
kecelakaan di pelabuhan/terminal feri di Kota Batasecara sekilas
memperlihatkan adanya tendensi untuk menghilangl@asaingan (anti-
persaingan) dalam suatu pasar bersangkutan. Napakala penunjukkan
langsung itu masuk ruang lingkup kegiatan praktikskigiminasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d atak, @#d@an dijawab dalam
penjelasan di bawah ini.

Namun sebelum itu, peneliti menganggap perlu unhenjelaskan
ruang lingkup dalam Pasal 19 Undang-undang No.Huid999 sebagai
bagian dari Bagian tentang Pengusaan Pasar. Istu&bm penguasaan
pasar sendiri menurut pandangan UNCTAD berkaitaat efengan
pemilikian posisi dominaff’ artinya adalah pelaku usaha yang memiliki
kemampuan melakukan penguasaan pasar pada pasandi¢uan. Oleh
karena itu dalam Pasal 19 Undang-undang No. 5 Td8998 salah satu
unsur yang penting juga untuk dibuktikan adalahgpsaan pasar dalam
pasar bersangkutan.

Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 199fyebatkan
pasar bersangkutan adalah

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitaardgggkauan atau
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atasgbdan/atau jasa

288 pid., hal. 10.

%7 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 291.
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yang sama atau sejenis atau substitusi dari badargatau jasa
tersebut®®

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dilihatvagtasar terdiri dari
dua dimensi, dimensi produkset of producisyang terlihat pada kalimat
“atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenissabstitusi dari
barang dan/atau jasa tersebut” dan dimensi wilgyglvant geographic
marke) yang terlihat pada kalimat “berkaitan dengan kaumn atau
daerah pemasaran tertentu”. Inti dari dua dimemssebut adalah
menekankan pada adanya substitusi barang dané&sawydng diusahakan
oleh pelaku usaha dalam pasar yang relevan, bark ldmsumen
(demand-side substitutipnprodusen gupply-side subtitution maupun
dalam jangkauan geografis yang bersangkeftan.

Dalam putusannya, KPPU mempertimbangkan mengenaarpa
bersangkutan ini dengan membaginya dalam katergengraphical

market dan product markef®

Dalam pertimbangannya KPPU
mengatakan bahwa yang menjagiographical marketdalah Terminal
Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Irdsronal Batam Centre,
dan Pelabuhan Teluk Senimba. Sementara yang memadiuct market
adalah jasa asuransi kecelakaan diri bagi wisat@eaompang feri di
Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal ryeinternasional
Batam Centre, dan Pelabuhan Teluk Senimba. Sehipggar yang
bersangkutan dalam perkara ini adalah Jasa Asukaasiakaan diri bagi
wisatawan/penumpang feri di Terminal Ferry Inteimaal Sekupang,
Terminal Ferry Internasional Batam Centre, dan IReédan Teluk
Senimba.

Definisi pasar bersangkutan berdasarkan Pasal &if tuUNCTAD
Model Law menunjuk kepada sektor perdagangan yang mengalami
hambatan persaingan usaha dan menunjuk kepadehdgeografis pasar

88 Indonesia (b), Pasal 1angka 10.
289 Andi Fahmi Lubiset al, Hukum Persaingan Usaha,.hal. 51-54.

2% Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&uUKNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
19-20.
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bersangkutan, didefinisikan agar meliputi semuaatgrdan jasa yang
dapat mendistribusi, serta semua pesaing di ddmmalekatan yang dapat
dihubungi pembeli apabila hambatan atau penyala®yuntersebut

mengakibatkan kenaikan harga yang befattDengan demikian definisi
pasar haruslah diartikan luas, dimana terdapatnadan/atau jasa yang
sama atau sejenis, termasuk subsitusi barang taf&elyaitu substitusi

permintaan dari sisi konsumedefnand-side substitutiprdan substitusi

dari sisi produsers(pply-side substitutignDengan demikian pasar disini
termasuk meliputi keadaan sebelum ataupun seswigtinhya praktik

monopoli dalam cakupan geografis pasar yang beks#g yaitu dimana

substitusi permintaan dan penawaran ini berada.

Seperti telah dijelaskan dalam penjabaran unsual R&s para terlapor
dalam kasus ini jelas tidak memiliki pasar bersamgk yang sama. BP
Batam, adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk dserttan undang-
undang khusus untuk melaksanakan pengelolaan tgrhagiatan
ekonomi termasuk memegang hak pengelolaan atasntfpelabuhan
feri di Kota Batam, sehingga yang merupakan pasegamgkutan dari BP
Batam ini adalah jasa atas pengelolaan kegiatamoehio atau hak
pengelolaan atas terminal/pelabuhan feri di KotgaBa Untuk PT Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan RTA#sansi Indonesia,
yang menjadi pasar bersangkutannya adalah penjyatan penutupan
asuransi kecelakaan. Terakhir, untuk terlapor Ribdinarma Corpora, PT
Synergy Tharada, dan juga PT Senimba Bay Resort ilikierpasar
bersangkutan berupa jasa pengelolaan pelabuhamgieri.

Dalam Background PapeiPedoman Pasal 19 d Undang-undang No.
5/1999 yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingsaha (KPPU)
Republik Indonesia, disebutkan bahwa praktik dmkmasi dapat

diberlakukan  terhadap pelaku usaha yang berbeda ar pas

1 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopalihal. 94.

292|pid., hal. 95.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



137

bersangkutanny®> Adanya ketentuan ini seakan-akan memperluas ruang
lingkup dari pengaturan tentang praktik diskriminashingga BP Batam,

PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, dan &intha Bay
Resort yang memiliki pasar bersangkutan yang berbdmti PT Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan RTARsansi Indonesia
dapat digolongkan telah melakukan praktik diskriasinterhadap pelaku
usaha lain di bidang asuransi kecelakaan kareah iklut menghalangi
perusahaan asuransi tersebut untuk masuk ke pasar qsuransi
kecelakaan.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan KPPU No: 32/42009, yang
mempersalahkan BP Batam, PT Indodharma Corpora, Syiergy
Tharada, serta PT Senimba Bay Resort karena tetdakokan praktik
diskriminasi dalam suatu pasar penjualan jasa asuieecelakaan diri
wisatawan/penumpang feri, padahal jelas bahwa katrtgylapor ini
memiliki pasar bersangkutan yang berbeda dari pasajualan jasa
asuransi kecelakaan tersebut. Dengan kata lainni diSPPU mau
mengatakan bahwa praktik diskriminasi dapat dialkuoleh pelaku
usaha siapapun, tidak memandang berasal dari pasangkutan mana.

Hal tersebut diatas menurut peneliti jelas tidagadaiterima. Praktik
diskriminasi sendiri merupakan tindakan atau pewa&kdalam berbagai
bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh seorarakpelisaha terhadap
pelaku usaha tertentu dalam suatu pasar bersangk{itMelakukan
praktik diskriminasi artinya termasuk menolak sasekali melakukan
hubungan usaha, menolak melakukan sama sekali pabumisaha,
menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan ¢timana pelaku usaha
lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama.rgma tersebut hanya
berlaku untuk pelaku usaha yang menguasai pgas8elain itu, Pasal 19

293 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPMBaykground Paper Pedoman Pasal 19 d
UU No. 5 Tahun 199¢idak dipublikasikan)hal. 12.

294 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “RancaRgdoman Pasal 19 Tentang
Penguasaan Pasar,” edisi 19 Desember 2006, hdlttp¥/www.kppu.go.id/docs/Pedoman/
draft pasal_19.pdfdiunduh 24 April 2011.

2% Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 291.
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huruf d hanya berlaku untuk pelaku usaha yang hgksaan apabila
kegiatan mereka secara langsung atau tidak langbarigiitan dengan
pasar bersangkutan dimana pelaku usaha tersebu¢gaem penguasaan
pasar®

Berdasarkan pendapkhud Hanserdiatas, jelas bahwa ruang lingkup
dalam Pasal 19 huruf d, terbatas pada praktik idishasi yang dilakukan
hanya oleh pelaku usaha yang menguasai pasar atauililkn posisi
dominan dalam pasar yang bersangkutan. Sehinggianpangan KPPU
yang mengatakan bahwa praktik diskriminasi dapakwukan oleh pelaku
usaha siapapun tanpa memandang berasal dari psangkutan mana,
jelaslah tidak dapat diterima. Dengan demikian akah penunjukkan
langsung oleh BP Batam, PT Indodharma Corpora, ®ergy Tharada,
dan PT Senimba Bay Resort terhadap PT Jasa RalrarjgAsuransi
Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesituk
menyelenggarakan  jasa  penutupan asuransi  kecelakadin
pelabuhan/terminal feri di Kota Batam tidaklah mkasuang lingkup
praktik diskriminasi sebagaimana yang diatur daRasal 19 huruf d.

Selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakahl&& Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuradsndsia dapat
dikategorikan melakukan praktik diskriminasi menuPasal 19 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Seperti diganusebelumnya,
melakukan praktik diskriminasi artinya termasuk wlak sama sekali
melakukan hubungan usaha, menolak melakukan sakad sebungan
usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perblata dimana pelaku
usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak $&h@alam kasus
dapat dilihat bahwa dengan ditunjuknya PT Jasa fghBT Asuransi
Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesituk
menyelenggarakan jasa penutupan asuransi keceldkdarminal Ferry

Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadi@aam Centre, dan

% Ipid.

2" Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 291
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Pelabuhan Ferry Teluk Senimba mengakibatkan temtyat hambatan
masuk barriers to entry bagi pelaku usaha asuransi kecelakaan lain yang
akan masuk atau berpotensi masuk ke dalam pasmafs@njasa asuransi
kecelakaan penumpang wisatawan/penumpang feriratirtal feri Kota
Batam. Terbentuknydarriers to entryjelas merupakan suatu bentuk
halangan bagi pelaku usaha pesaing untuk melakbk@nngan usaha
dalam pasar bersangkutan, oleh karenanya dapdiutlisebagai praktik
diskriminasi.

Namun apakah praktik diskriminasi tersebut apakadsuk ruang
lingkup Pasal 19 huruf d, maka faktor selanjutngag/ patut dijadikan
pertimbangan adalah masalah penguasaan pasakdt controf pada
pasar penjualan jasa asuransi kecelakaan penumpang
wisatawan/penumpang feri di terminal feri Kota BataHingga tahun
2010, terdapat 39 perusahaan asuransi yang megalamsahanya di
Pulau Batanf® dimana dari jumlah tersebut terdapat 13 perusahaan
asuransi yang mengkhususkan kegiatannya dalam gid@suransi
kecelakaan difi?® Dengan demikian selain PT Jasa Raharja, PT Asurans
Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuransi Indomeagh terdapat 10
perusahaan asuransi kecelakaan diri lagi yang beaspdi Pulau Batam.
Dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahug9,18itegaskan
bahwa perilaku diskriminasi terhadap pelaku usalesaipg hanya
dimungkinkan dilakukan oleh pelaku usaha yang te&tebih dahulu
memegang penguasaan pada pasar yang bersandKuiadj tidak
semata-mata untuk mendapatkan penguasaan pada [pesamgkutan
melainkan lebih untuk mempertahankan posisi dormypardengan cara

menciptakan suatu hambatan masuk pada pasar bleusamg

2% Development Progress of Batam Indonesia: Edisi aea 2010 (Batam: Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, 2010 &a

29 “Dijrektori Perasuransian Indonesia 2010,” www.hzse.go.id/perasuransian/.
./direktori_perasuransian_indonesia_2010.dafnduh 12 Maret 2011.

30 Hanseret al, Undang-undang Larangan Praktik Monopolihal. 291. Lihat Fahmi
Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha.him. 139.
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Dalam putusan KPPU dapat dilihat bahwa kepada Ba Baharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asunalmsidsia mendapatkan
penguasaan pada pasar penjualan jasa penutupaanssiecelakaan
penumpang feri di Terminal Ferry Internasional S$elag, Terminal Ferry
Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan FernykT®enimba. karena
adanya penunjukan langsifiy kepada ketiga perusahaan. Kegiatan
penunjukan langsung ini membuat PT Jasa Raharja, ABliransi
Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuransi Inddeksiainggul dibanding
perusahaan asuransi kecelakaan lain yang merugedsaingnya, karena
adanya kemudahan/akses untuk masuk ke pasar blensamganpa harus
melewati proses persaingan itu sendiri, dan aksgsin yang digunakan
untuk meciptakarbarriers to entrybagi perusahaan asuransi kecelakaan
lainnya untuk masuk ke pasar tersebut.

Namun dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebenatim@akan aktif
diskriminasi dilakukan oleh BP Batam, PT Indodhar@arpora, PT
Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort karemaunpkan
langsung tersebut, namun PT Jasa Raharja, PT Asudasaraharja
Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesia hanyalagaietkorban” dari
kegiatan diskriminasi tersebut. Hal semacam iniakudering dijumpai
dalam kasus-kasus persaingan di Indonesia, cordolpgda kasus
monopoli air bersih PT ATB di Batam, dalam putuséaRPU No:
11/KPPU-L/2008. Dalam kasus ini PT ATB mendapatkak ekslusif
untuk memonopoli pengelolaan air bersih di Batand&sarkan pada surat
keputusan yang dikeluarkan oleh BP Batam, padadiak jpbahwa BP
Batam tidak memiliki kewenangan berdasarkan peaatuyperundang-
undangan untuk menunjuk suatu badan usaha untukakokan
pengelolaan air bersih di Batam. Dalam putusanakiirnya PT ATB
terbukti telah melanggar Pasal 17 tentang prakokaopoli, sedangkan BP

Batam bahkan tidak dijadikan terlapor sama sekali.

301 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PutuB&kNo: 32/Kppu-L/2009, hal.
57-59.
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Dalam kasus monopoli air bersih tersebut Pasalkan &bih mudah
dikenakan, mengingat sebagaimana telah dijelaskaelamnya bahwa
Pasal 17 hanya mengatur persoalan keadaan pasapatioyang dimiliki
oleh seorang pelaku usaha, tidak memperdulikaniimaga monopoli itu
didapatkan dengan cara seperti apa. Padahal tetakias monopoli itu
diperoleh dengan cara yang melanggar prinsip-grinsérsaingani’?
Permasalahan yang serupa dengan Pasal 19 hurudahghundang No. 5
Tahun 1999. Pasal 19 huruf d ini jelas tidak memaked dan mengatur
apakah praktik diskriminasi ini harus diartikaratedilakukan secara aktif
atau pasif. Sehingga dengan mudah setiap pelakwa u$apat dianggap
melakukan praktik diskriminiasi, padahal rumusarsgbatersebut jelas
dinyatakan dengan kalimat aktif. Hal ini dapatdili dari kata “pelaku
usaha dilarang .melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu.” Namun disisi lain, pasal ini dirumusksecararule of reason
yang artinya melihat pada dampaknya, apakah tel@mgakibatkan
praktik monopoli atau persaingan usaha tidak s&fat.

Pada kasus ini, tindakan adanya penunjukan langsuhgdap PT Jasa
Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan RTARsansi Indonesia
telah menghilangkan persaingan dalam pasar jasgugtem asuransi

kecelakaan penumpang feri di Batam, sehingga jetksh melanggar

** Monopolistic practices therefore do not necessatitgctly aim to establish monopolies,

but the term generally describes an effort to oczeat to amplify a dominant position of the
market. There are two important elements of ArEigst, the defendent must be a monopolist-that
is the firm must have monopoly power over somaneéfmarket. But Art. 2 does not criminalize
the mere status of being a monopolist. Thus, thergkelement is that the defendent must have
“monopolized”, or acted in some way that warrantsndemnationLihat F. RossPrinciples of
Antitrust Law,hal. 22 dan Hansen, Undandndang-undang Larangan Praktik Monopdial. 25.

%3 Dengan demikian dapat kita lihat kekhasan dalanmdgkatanrule of reasonadalah
aspek dampak atau hasil suatu perjanjian atau tkegiasaha, serta aspek cara dijalankannya
kegiatan tersebut. Pada aspek dampak atau hasdt dagadi dua hal, yaitu terjadinya
penghambatan terhadap persaingan dan merugikamtkegen umum. Menghambat persaingan
merupakan salah satu unsur praktek monopoli mapptsaingan usaha tidak sehat. Hal ini berarti
untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau teegiekonomi dilarang, ditentukan terlebih
dahulu apakah dampaknya telah mengakibatkan permttampersaingan. Hambatan persaingan
dalam artian sempit berarti hambatan untuk masuldsar atau hilangnya atau berkurangnya
suatu persaingan. Pengertian ini merupakan peraojuthri tujuan hukum persaingan yang
menitikberatkan pada persaingan atau terciptangsuspersaingan. Lihat A.M. Tri Anggraini,
Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per ggallldalam Hukum Persaingarurnal
Hukum Bisnis, Vo. 24 Tahun 2005, hal. 166.

Universitas Indonesia

Analisis praktik ..., Yizreel A. Alexander Sianipar, FH Ul, 2011



142

prinsip-prinsip hukum persaingan. Atas dasar alasanmaka ketiga
perusahaan ini meskipun tidak secara aktif menaiptkliskriminasi,
namun telah menciptakan kondisi anti persaingan,kamalapat
dikategorikan telah melakukan pelanggaran atad R@dauruf d.

Pada bagian sebelumnya, disebutkan bahwa unsurakiMikn satu
atau beberapa kegiatan” ini harus dikaitkan dengagiatan yang
termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf a-d. Demigida pada unsur
“Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik moropdan atau
persaingan usaha tidak sehat”, disebutkan bahwak untengetahui
akibat/dampak dari suatu perbuatan, terlebih dahalus membuktikan
benar tidaknya perilaku/perbuatan tersebut, yandanda hal ini
perilaku/perbuatannya adalah praktik diskriminasi.

Berdasarkan analisa diatas, telah didapatkan kesamgahwa unsur
“Melakukan praktik diskriminasi” tidak dapat dipemwleh BP Batam, PT
Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada, PT SenBayaResort, dan
hanya dapat dipenuhi oleh PT Jasa Raharja, PT Asutksaraharja
Putera, dan PT Jasa Asuransi Indonesia. Hal imbdiskan karena BP
Batam, PT Indodharma Corpora, PT Synergy Tharada,RIT Senimba
Bay Resort bukanlah pelaku usaha yang menguasar @déau pelaku
usaha dominan pada pada pasar penjualan jasa siskerelakaan
wisatawan/penumpang feri.

Dengan demikian, maka unsur “Melakukan satu atabetapa
kegiatan” dan unsur “Yang dapat mengakibatkan derjea praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehak tidpat dipenuhi oleh
terlapor BP Batam, PT Indodharma Corpora, PT Synéigarada, PT
Senimba Bay Resort, namun dapat dipenuhi oleh Ba Baharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asunalasidsia.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitta antara lain adalah
sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara istilah monopoli dengaktib monopoli.
Monopoli menekankan pada struktur pasar, dimandapat penguasaan
atas produksi dan pemasaran dalam suatu pasanglkusan oleh satu atau
kelompok pelaku usaha tertentu. Sedangkan prakbikopoli menekankan
pada suatu proses pemusatan kekuasaan sehinggarf@dakondisi pasar
monopoli, oleh karena itu praktik monopoli tidakiimalangsung bertujuan
menciptakan monopoli, tetapi pada umumnya menggew@abasuatu usaha
mencapai atau memperkuat posisi dominan di pasadalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1999, kegiatan monopoli diatalard Pasal 17.
Berdasarkan praktik dan putusan atas sejumlah kasmsopoli yang
ditangani KPPU di Indonesia, umumnya Pasal 17 elipnetasikan hanya
mengatur persoalan tentang penguasaan di suatw pksa satu atau
sekelompok pelaku usaha, tanpa memperdulikan deogen seperti apa
monopoli itu didapatkan. Dengan demikian, salalu ggndekatan dalam
pembuktian Pasal 17 ini adalah pemberian batasamel@nisi tentang apa
yang dimaksud dengan pasar bersangkutahevant market Sejalan
dengan hal itu, doktrin juga merumuskan Pasaleligdn pendekatamle
of reason, yang artinya melihat pada dampaknya, apakah telah
mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan aisiglak sehat. Hal ini
semakin memperkuat pernyataan bahwa yang terpewkamg Pasal 17
adalah dampak anti persaingan yang ditimbulkantuyadanya struktur
pasar monopoli yang tercipta atas penguasan passargkutan.
Sedangkan mengenai praktik diskriminasi terhaddpkpeusaha lain, hal
ini telah diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-mgdislo. 5 Tahun 1999.
Bentuk praktik diskriminasi yang dimaksud dalamdd® huruf d adalah
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diskriminasi non harga, yaitu semua tindakan attakuan dalam berbagai
bentuk yang berbeda, yang dilakukan oleh seoraftakypeisaha terhadap
pelaku usaha tertentu tanpa suatu alasan/jusiifikasy logis dan wajar.
Praktik diskriminasi hanya dapat dilakukan olehagalusaha tertentu yang
menguasai pasam@rket control atau mempunyai posisi dominan dalam
pasar bersangkutarre(evant markgt atau karena adanya akses yang
diciptakan oleh pihak lain yang dalam hal ini yadgnaksud adalah
pemerintah. Tidak dibedakan adanya diskriminasif atu diskriminasi
pasif dalam pengaturan Pasal 19 huruf d Undangagti®. 5 Tahun 1999.
Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang terbeldhtmenciptakan kondisi
diskriminasi di pasar dapat dinyatakan bersalah,skipan intensi
melakukan diskriminasi tidak dilakukannya secardif.akni membuat
praktik diskriminasi tidak boleh dilihat secara ek saja dari pesaing
yang tersingkir, melainkan juga dari adanya intepsiaku usaha yang
mempunyai posisi dominan tersebut. Hal ini sejalangan doktrin yang
juga mensyaratkan pendekatame of reasondalam ketentuan praktik
diskriminasi ini, jadi yang terpenting adalah adarsuatu dampak anti-
persaingan dalam pasar bersangkutan yang ditimbutdabat praktik

diskriminasi tersebut.

. Dalam kasus penjualan jasa asuransi kepada pengmigsin Batam-
Singapura/Malaysia di terminal feri Kota Batam, yempelaku usaha PT
Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, @adaBa Asuransi
Indonesia yang menurut peneliti dapat dikenakaralPBs Undang-undang
No. 5 Tahun 1999, sedangkan BP Batam, PT Indodh&orpora, PT
Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort tidp&tadhkenakan karena
tidak terbukti memenuhi unsur “melakukan penguasagas produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa’ yaitlkk tidebukti telah
melakukan penguasaan atas pasar jasa asuransiakesoel diri
wisatawan/penumpang feri pada pasar Terminal Fdntgrnasional
Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Cedtta Pelabuhan Ferry

Teluk Senimba.
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Sedangkan mengenai Praktik Diskriminasi, menuraefpe juga hanya PT
Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera, @ladaBa Asuransi
Indonesia yang dapat dikenakan Pasal 19 huruf dakipdndang No. 5
Tahun 1999. Sedangkan BP Batam, PT Indodharma €qrpd Synergy
Tharada, dan PT Senimba Bay Resort tidak dapatndkean. Hal ini
disebabkan karena Praktik Diskriminasi dalam P&Salhuruf d berkaitan
dengan masalah penguasaan pasarket powey, sehingga hanya berlaku
untuk pelaku usaha yang kegiatannya dalam satu passangkutan serta
dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai pasesar bersangkutan
(relevant markgtdari pelaku usaha BP Batam, PT Indodharma Coyptra
Synergy Tharada, dan PT Senimba Bay Resort bukgalsér jasa asuransi
kecelakaan diri wisatawan/penumpang feri di KotéaBa dengan kata lain
mereka memiliki pasar bersangkutan yang berbedgateRT Jasa Rahatrja,
PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asindosesia.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkarigde tulisan yang
peneliti buat dalam skripsi ini antara lain adadabagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus ladbkisten dalam
mendefinisikan tentang pasar yang bersangkutelevant markgt pada
suatu kasus. Pada kasus ini terlihat bahwa KPP&h telenghukum BP
Batam, PT Indodharma Corpora, PT Synergy TharaamlaPd Senimba Bay
Resort atas dasar pasar bersangkutan berupa jasansskecelakaan
penumpang feri Batam, padahal jelas bahwa jasaamsiukecelakaan
penumpang feri Batam bukanlah pasar bersangkuiidnkeempat pelaku
usaha tersebut.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus labikisten dalam
menerapkan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-undang TNdGn 1999
dikaitkan dengan sistematika penyusunan Undangagnddo.5 Tahun
1999. Pasal 17 dan Pasal 19 jelas termasuk daldm\Bb/indang-undang
No.5 Tahun 1999 tentang Kegiatan yang Dilarang,gyghas dibedakan
dari Bab Il tentang Perjanjian yang Dilarang. Okdbab itu maka segala
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pertimbangan dan bukti yang digunakan oleh KPPUattap kasus-kasus
yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pasél-galam Bab
tentang Kegiatan yang Dilarang haruslah mengarata gegiatan yang
bukan dalam konteks perjanjian antar pelaku usabBugive agreemeht
Ini untuk membedakan mana tindakan yang secard a@ikikukan oleh
pelaku usaha, dan mana tindakan yang lahir/terkétdtena adanya suatu
perjanjian (pasif). Hal ini penting untuk menjagarciptanya kepastian
hukum dalam penegakan kasus-kasus tentang pemsaingaha di

Indonesia.

. Dalam kasus penjualan jasa asuransi kepada pengmissin Batam-
Singapura/Malaysia di terminal feri Kota Batam peineliti melihat bahwa
adanya kondisi pasar monopoli dalam pasar tersdisgbabkan karena
perbuatan BP Batam yang melakukan penunjukan laggsrhadap ketiga
perusahaan asuransi PT Jasa Raharja, PT Asuraasalarja Putera, dan
PT Jasa Asuransi Indonesia untuk menyelenggarakaa penutupan
asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan/penumpeanglf Terminal Ferry
Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internadid@d@atam Centre, dan
Pelabuhan Ferry Teluk Senimba. Namun menurut gen&P Batam
sendiri tidak dapat dikatakan bersalah memenuhuramssur dalam Pasal
17 ataupun Pasal 19 huruf d Undang-undang No. Sumd®99 sesuai
dengan dugaan KPPU. Untuk itu peneliti mengang@édpva pada dasarnya
penunjukan langsung yang dilakukan oleh BP Batarsukdalam lingkup
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bensifakrit, individual,
konkrit, dan final. Konkrit karena objek yang dipskan dalam hal ini
adalah suatu surat keputusan berupa penunjukansuagg untuk
penyelenggaraan jasa penutupan asuransi kecelgexarmpang feri di
Kota Batam. Individual karena dalam surat keputusaeebut jelas ada
penunjukan secara spesifik pihak yang dituju, y&iu Jasa Raharja, PT
Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asuraimidsia. Final karena
surat keputusan BP Batam tersebut sudah tidak nhéraar persetujuan
pihak lain, serta langsung menimbulkan akibat hukagi PT Jasa Raharja,
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PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Jasa Asunalomesia sebagai
penyedia jasa asuransi kecelakaan diri wisatawaaofppang feri di Kota
Batam. Oleh karena itu, untuk kasus ini dapat dgpkan pembatalan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap skegutusan
penunjukan langsung yang dikeluarkan oleh BP Bagssebut.
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